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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-
Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
ditujukan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para
pemangku kepentingan atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
dalam kurun waktu tahun 2023. Dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja, para
pemangku kepentingan dapat mengetahui capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi
DKl Jakarta dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, materi LKIP disajikan secara objektif dan ftransparan serta
mengungkapkan sejumiah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut tugas,
fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian
kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sepanjang tahun 2023. Semoga LKIP
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi seluruh
jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi kinerjanya dan
dapat menjadi masukan maupun umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan
kinerja dimasa mendatang.

Jakarta, 20 Januari 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
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EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan kinerja dalam
mencapai tujuan Rencana Strategis baik keberhasilan maupun kegagalan dan
juga sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan
sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2023, Sekretariat Dareah
Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi
capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2023.

Dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah dengan 1 tujuan dan 5 sasaran
yang diturunkan melalui 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua
puluh empat) indikator sasaran strategis, 15 (lima belas) sasaran khusus dengan
15 (lima belas) indikator sasaran khusus dan 3 (tiga) sasaran operasional dengan
3 indikator sasaran operasional, dimana terdapat 3 indikator sasaran yaitu Skor
EKPPD, Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Nilai
PMPRB Provinsi DKI Jakarta yang nilai / skornya belum dikeluarkan oleh instansi
terkait, sehingga capaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung
ataupun dibandingkan dengan target Nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian realisasi
anggaran dari 7 program yang ada pada Sekretariat Daerah adalah sebesar
95,26%, dimana jumlah seluruh anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.
1.379.905.483.681 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp.1.314.519.550.075.

Hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa secara umum
Sekretariat Daerah dapat mencapai sasaran kinerja dan melaksanakan program
sesuai dengan rencana kerjanya dan diharapkan dapat menjadi bahan penilaian

atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.
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BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi
negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat
maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut
dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup
Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi
birokrasi sebagai wujud good governance dengan prinsip pemerintahan yang
bersih, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Wujud good governance tersebut dilakukan melalui peningkatan aparatur
negara yang berprestasi, berkinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang
semuanya mengarah pada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja maka salah satu
wujud upaya untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja pemerintah tersebut
adalah dengan penyusunan Laporan Akuntabilitias Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berperan sebagai alat
kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang
bersih. Secara umum Laporan ini merupakan naskah pertanggungjawaban kinerja
suatu instansi atas Rencana Strategis maupun rencana tahunan yang telah
disusun oleh Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan
ataupun kegagalannya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dalam
pandangan yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan berfungsi

-1



sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, sebagaimana telah

diamanatkan dalam peraturan perundangan yang antara lain adalah :

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rl Nomor XI/MPR/1998 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan yang mewajibkan Seluruh Instansi Pemerintah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah Negara untuk mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kemampuan menjalankan
sumber daya yang dimiliki.

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kerja Kinerja Instansi
Pemerintahan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah
Daerah

- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026.

- Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Sekretariat Daerah adalah untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang
telah ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP
adalah untuk menyampaikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan

seharusnya dicapai dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja sehingga



dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerja.
Manfaat penyusunan dokumen LKIP :

a. Sebagai dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah secara transparan,
sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sebagai laporan pertanggungjawabkan atas keberhasilan dan kegagalan
organisasi.

c. Mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan perencanaan dan
kinerja dimasa mendatang.

e. Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas
serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan
Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur.

Tugas

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan
penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris
Daerah, dimana tugas dari Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut :

a. Mengordinasikan dan menyusun kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah;

Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
Mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerabh;

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur; dan

-~ ® o o

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretaris Daerah.



Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris

Daerah. Asisten Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana

dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

® oo o

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Kerja dan
Anggaran Sekretariat Daerabh;

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerabh;
penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerabh;
pengordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta oleh PD;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi PD;

. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;

penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan
kerja sama daerah;

penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
pelaksaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya.

. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a.
b.

Sekretaris Daerabh;

Asisten Pemerintahan terdiri atas :

1) Biro Pemerintahan;

2) Biro Hukum;

3) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan

4) Biro Kepala Daerah; dan

5) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri atas :
1) Biro Perekonomian dan Keuangan; dan

2) Biro Kerja Sama Daerah



d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
1) Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
e. Asisten Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
1) Biro Kesejahteraan Sosial; dan
2) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual,

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Posisi dan peranan perangkat Sekretariat Daerah didalam membantu Gubernur
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada
seluruh perangkat daerah, merupakan posisi yang sangat strategis. Dalam
implementasi benchmark position dan benchmark job Sekretariat Daerah tersebut
adalah Mengelola Manajemen Pemerintahan Daerah Menuju Pemerintahan yang
bersih, akuntabel dan kompeten

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sebanyak 570 pegawai per 31 Desember 2023 yang terbagi
kedalam 10 Biro dimana rentang usia 36-40 menduduki rentang usia dengan
jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 107 pegawai, sementara rentang usia
21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu

sebanyak 12 pegawai.



Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
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Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Sekertariat Daerah Berdasarkan Usia
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Grafik 1.3 Data Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan
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Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI
Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana
Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 294 pegawai, diikuti oleh Sarjana
Strata 2 sebanyak 138 pergawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 84
pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 49 pegawai, pegawai
berpendidikan Strata 3 sebanyak 4 orang, dan pegawai berpendidikan SLTP
sebanyak 1 orang sebagaimana dijelaskan dalam Grafik 1.3 diatas.



PERENCANAAN
BAB l KINERJA

. RENCANA STRATEGI

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk
mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi
menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 perlu
ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Rencana
Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana
Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan

tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya
menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun
tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 agar arah kebijakan
dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2023-
2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.
Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan Renstra Sekretariat
Daerah 2023-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi
Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam
RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung
pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
DKI Jakarta.
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PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Secara ringkas, pernyataan perjanjian
kinerja pada level sasaran strategis antara Kepala Biro dengan Sekretaris

Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Level Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023

No Sasaran Strategis | Indikator sasaran Target Satuan
1. | Peningkatan Dukungan Teknis, | Nilai Komponen Pengukuran dan | 36,9 Nilai
Administrasi, dan Analisis | Pelaporan pada Evaluasi AKIP
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah
2. | Percepatan, Pengendalian, dan | Skor EKPPD 4,047 Skor
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan
3 | Perbaikan Proses Bisnis dan | Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta 92% Persentase
Tata Kelola Organisasi
Perangkat Daerah yang Dinamis
4. | Penataan, Penyusunan, dan | Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan 2 Indeks
Harmonisasi Produk Hukum | Produk Hukum Daerah
Daerah
5. | Peningkatan Kualitas Layanan | Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala | 100% | Persentase
Pimpinan dan | Daerah yang terlaksana dengan baik
Pengadministrasian Sekretariat
Daerah
6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan | Persentase Kepuasan pelayanan | 80% Persentase
Pimpinan dan | Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
Pengadministrasian Pimpinan yang terlaksana dengan baik
Kesekretariatan Daerah
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Sasaran Strategis Indikator sasaran Target LEED]
7. | Meningkatnya Kualitas dan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% | Persentase
Harapan Hidup Melalui | KSD Penurunan Stunting Sub KSD
Perbaikan Kesehatan Perkotaan | Percepatan penurunan stunting
Persentase Penyelesaian Rencana Aksi [ 100% Persentase
KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan
dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan
Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
Bagi Masyarakat yang Terintegrasi
8. | Pelaksanaan  Fasilitasi  dan | Persentase Kerja Sama yang | 100% Persentase
Evaluasi Penyelenggaraan | terimplementasi
Kolaborasi dan Kerja Sama Persentase Kolaborasi yang | 100% Persentase
Daerah A .
terimplementasi
9. | Berkembangnya Kapasitas, | Persentase Penyelesaian Rencana Aksi | 100% Persentase
Profesionalitas, dan Iklim Kerja | KSD Peningkatan Tata Kelola
Aparatur Pemerintahan yang Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas SDM
Pemprov DKI Jakarta
10. | Berkurangnya Ketimpangan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% | Persentase
Serta Terjaminnya Pemenuhan | KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub
Kebutuhan Dasar dan | KSD Percepatan Penanggulangan
Perlindungan Sosial Kemiskinan
Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub
KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
11. | Meningkatnya Kesempatan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
Kerja dan Adaptibiltas Tenaga | KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Kerja Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan
UMKM
12. | Terakselerasinya Transformasi | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
Digital dan Pengembangan | KSD Peningkatan Tata Kelola
Ekosistem Kota Cerdas Pemerintahan yang Profesional Sub KSD
Transformasi Digital
13. | Tercapainya Perbaikan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% | Persentase
Manajemen dan  Arsitektur | KSD Peningkatan Tata Kelola
Kinerja Pemerintah Pemerintahan yang Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
14. | Terbangunnya Infrastruktur dan | Persentase penyelesaian Rencana Aksi | 100% Persentase
Layanan Dasar Perkotaan yang | KSD Peningkatan kualitas infrastruktur
Berkualitas dan layanan dasar perkotaan Sub KSD
Penyediaan Perumahan dan
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman
Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur
dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD
Pengelolaan Air Bersih
15. | Tercapainya Perbaikan Pola | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase

Aktivitas dan Mobilitas Melalui

KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur
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Sasaran Strategis

Indikator sasaran

Target

Satuan

Pengembangan Kota | dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD
Berorientasi Transit Pengembangan Transit Oriented
Development (TOD}
Persentase penyelesaian rencana aksi [ 100% Persentase
KSD Peningkatan kualitas infrastruktur
dan layanan dasar perkotaan Sub KSD
Penyediaan Jalan dan Infrastuktur
Pelengkapnya
16. | Tercapainya Pemulihan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
Ekosistem Kota dan | KSD Perbaikan kualitas lingkungan hidup
Implementasi Pembangunan | Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Rendah Karbon Iklim
17. | Tumbuhnya Ekonomi dan | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% Persentase
Sektor Usaha Berbasis | KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Pengalaman dan Nilai Tambah Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan
pariwisata dan ekosistem ekonomi
kreatif
18. | Meratanya Kesempatan | Persentase penyelesaian rencana aksi [ 100% Persentase
Pendidikan Untuk  Semua | KSD Peningkatan kualitas pendidikan
Disertai Edukasi Pembelajaran | dan kesehatan Sub KSD Peningkatan
Sepanjang Hayat akses dan kualitas pendidikan di semua
jenjang satuan pendidikan
19. | Meningkatnya Kualitas, | Persentase penyelesaian rencana aksi | 100% | Persentase
Aksesibilitas, dan Kemudahan | KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Layanan Masyarakat dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD
Penataan kawasan yang dikoordinasikan
oleh Walikota/Bupati

Selain sasaran strategis, pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Provins DKI

Jakarta melaksanakan 15 (lima belas) Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Sasaran

Operasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2

Perjanjian Kinerja Level Sasaran Khusus Sekretariat Daerah Tahun 2023

Sasaran Khusus

Indikator Sasaran Khusus

| Target ‘

Satuan

1. | Terwujudnya penyelenggaraan | Opinilaporan Keuangan (3) Predikat
pemerintahan yang taktis dan WTP
adaptif

2. | Meningkatnya Pemanfaatan E- | Persentase Pemanfaatan E-Order 100% Persentase
Purchasing dalam Pengadaan
Barang dan Jasa

3. | Terimplementasinya Rencana | Persentase implementasi rencana | 100% Persentase
Strategis Komunikasi  Publik | strategi komunikasi publik program
untuk Program-Program Umum | unggulan atau program umum serta
dan Unggulan Perangkat | respon perangkat daerah pada saat
Daerah krisis komunikasi program.

4. | Terwujudnya tata kelola | Predikat SAKIP Perangkat Daerah A Predikat
pemerintahan yang transparan | Tahun 2023 (82)
dan akuntabel Provinsi DKI
Jakarta
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\[o] ‘ Sasaran Khusus Indikator Sasaran Khusus ‘ Target ’ Satuan
5. | Meningkatnya Pengelolaan | Persentase Arsip Aktif dalam Daftar | 100% Persentase
Arsip pada Perangkat Daerah Arsip Aktif
6. | Terwujudkannya tata kelola SDI | Persentase progress pengumpulan | 100% Persentase
yang baik melalui pemenuhan | data sesuai daftar data dan batas
daftar data daerah waktu pengumpulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur
7. | Terkelolanya Keuangan Daerah | Persentase inventarisasi BMD berupa | 100% Persentase
yang Sehat, Transparan, dan | Gedung dan Bangunan pada Pengguna
Akutabel Barang dan/atau Kuasa Pengguna diampu
Barang Tahun 2023 di masing-masing oleh Biro
PD/UKPD UAS
8. | Peningkatan Penggunaan | Persentase Realisasi Belanja 80% Persentase
Produk Dalam Negeri Barang/Jasa Bersertifikat TKDN,
Produk Dalam Negeri, dan/atau
Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
dari Hasil Produksi Dalam Negeri
9. | Terimplementasinya Persentase Implementasi | 100% Persentase
Pengembangan Kompetensi ASN | Pengembangan Kompetensi ~ ASN
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20
20 Jam Pelajaran pertahun Jam Pelajaran pertahun
10. | Meningkatnya Manajemen | Persentase penyelesaian tahapan | 100% Persentase
Pengetahuan manajemen pengetahuan
11. | Implementasi Penerapan | Persentase Implementasi Penerapan | 100% Persentase
Manajemen Risiko Manajemen Risiko
12. | Tercapainya Target Kinerja | Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas 71% Presentase
Anggaran atas Aspek | Aspek Implementasi
Implementasi
13. | Terlaksananya Percepatan, | Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitasi 4 Indeks
Pengendalian, dan  Evaluasi | Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan
14. | Terlaksananya Kegiatan Jakarta : | Jumlah Audience Kegiatan Jakarta 6 Juta Viewer
Jadi Karya Untuk Nusantara | Jadi Karya Untuk Nusantara 2023
2023
15. | Terselesaikannya dan | Jumlah organisasi kemasyarakatan 4 Laporan
terpublikasikannya penyaluran | /keagamaan dan tempat ibadah
belanja hibah kepada organisasi | penerima belanja hibah .
kemasyarakatan/ keagamaan
dan tempat ibadah di Provinsi
DKl Jakarta

Tabel II.3

Perjanjian Kinerja Level Sasaran Operasional Sekretariat Daerah Tahun 2023

eksternal (BPK)

Terselesaikannya Tindak Lanjut | Persentase capaian penyelesaian | 100% Persentase
Arahan Gubernur Tindak Lanjut Arahan Gubernur

2. Meningkatnya penyelesaian | Persentase capaian penyelesaian | 100% Persentase
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat

3. Meningkatnya penyelesaian | Persentase progress penyelesaian | 100% Persentase
tindak lanjut rekomendasi | tindak lanjut rekomendasi temuan
temuan hasil pemeriksaan | hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
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TUJUAN DAN SASARAN PADA RPJMD

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu
periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang
menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan

sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan
tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah
terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak
tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan
dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga
kesinambungan pembangunan antar periode, tujuan dan sasaran Sekretariat
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dalam Renstra pada kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 11.4 berikut.

Tabel 1.4
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

Kondisi
. Indikator Tujuan kinerja
No Tujuan Sasaran S e b
periode
1. | Peningkatan Nilai  Komponen 2912 369 378 39.15 40.73 40.73
Dukungan Pengukuran dan
Teknis, Pelaporan  pada
Administrasi, Evaluasi AKIP
dan  Analisis
Penyelenggara
an Urusan
Pemerintah
Daerah
1. Percepatan, Skor EKPPD 33 4047 4128 4211 4295 4295
Pengendalian,
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
2.Penataan, Indeks  Kualitas 0 2 23 25 28 28
Penyusunan, dan | Kebijakan
Harmonisasi Pembentukan
Produk Hukum | Produk  Hukum
Daerah Daerah
3. Perbaikan Proses | Nilai PMPRB 91,57 92 93 94 95 95
Bisnis dan Tata | Provinsi DKI
Kelola Organisasi | Jakarta
Perangkat
Daerah yang
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Dinamis

4. Peningkatan 1. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas Layanan Fasilitasi
Pimpinan  dan Pelayanan
Pengadministrasi Kepala Daerah
an  Sekretariat yang
Daerah terlaksana
dengan baik
2. Persentase 80 80 85 90 100 100
Kepuasan
Pelayanan
Kompleks

Balaikota dan
Rumah Dinas
Pimpinan yang

terlaksana
dengan baik
5. Pelaksanaan 1. Persentase 413 50 55 60 70 70
Fasilitasi dan Kerja  Sama
Evaluasi yang
Penyelenggaraa terimplement
n Kolaborasi dan asi
Kerja Sama
Daerah
2. Persentase 413 50 55 60 70 70
Kolaborasi
yang
terimplementa

si

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan
dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Dalam mengemban tugas dan
kewenangannya, Sekretariat Daerah harus memiliki acuan langkah agar
pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya
dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Dalam
menentukan strategi dan arah kebijakan dijabarkan dalam tabel yang berisikan
dari program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran sekretariat
daerah. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah untuk tahun

2023-2026 dijelaskan sebagaiman berikut ini :

Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja

Ul LGt Pemerintah

Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen

e A bl Pemerintahan Berintegritas
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Peningkatan
Dukungan Teknis,
Administrasi dan
Analisis

Tabel 11.5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah

Sasaran

1. Percepatan,
Pengendalian
, dan Evaluasi
Pelaksanaan

Strategi

1. Fasilitasi Kerjasama Daerah
Melalui Fasilitasi Sinergi dengan
Pemerintah Pusat, Kerjasama
antar Pemerintah Daerah,

Arah Kebijakan

1. Penyelesaian masalah (setiap
issue kecil yang berkembang
dari sebuah issue besar yang
tersaji-apa adanya dari sumber

Penyelenggaraan Kebijakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga / lapangan) Pelaksanaan
Urusan Pembanguna dan Kerjasama Luar Negeri, serta Pemerintahan dan Otonomi
Pemerintah n Penyelesaian Permasalahan Daerah
Daerah Pelaksanaan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah
2.Persentase Kebijakan sesuai 1.Peningkatan Pengelolaan,
dengan peraturan fasilitasi dan Koordinasi
Kebijakan Bidang
Pembangunan dan Lingkungan
Hidup
3.Persentase pelaksanaan 1.Peningkatan Pengelolaan,
kebijakan sesuai dengan fasilitasi dan Koordinasi
peraturan Kebijakan Bidang
Perekonomian dan Keuangan
4.Penguatan akuntabilitas kinerja 1.Peningkatan Fasilitasi
pemerintah daerah Pengembangan Kesejahteraan
Rakyat Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan dan Bidang Sosial
2.Fasilitasi engembangan
Kesejahteraan Rakyat Non
Pelayanan Dasar Bidang
Kepemudaan dan Olrahraga,
dan Bidang Pemberdayaan,
Perlindungan anak dan
Pengendalian Penduduk
5.Penguatan akuntabilitas kinerja 1.Peningkatan Fasilitasi
pemerintah daerah Pengembangan Kesejahteraan
Rakyat Pelayanan Dasar Bidang
Pendidikan
2.Peningkatan Fasilitasi
Pengembangan Kesejahteraan
Rakyat Non Pelayanan Dasar
Bidang Kebudayaan, serta
Perpustakaan dan Kearsipan.
3.Fasilitasi Pelayanan Bidang
Mental Spiritual
2. Penataan, 1. Peningkatan kualitas dan 1.Melakukan Deregulasi
Penyusunan, efektivitas penataan Peraturan /Penataan produk hukum
dan Perundang-undangan dan daerah dalam bentuk
Harmonisasi Advokasi Hukum Provinsi DKI harmonisasi dan evaluasi
Produk Jakarta 2.Meningkatkan nilai komponen
Hukum penataan peraturan
Daerah perundang-undangan dalam
indeks Reformasi Birokrasi
3. Perbaikan 1. Penguatan akuntabilitas kinerja 1.Terwujudnya tata kelola
Proses Bisnis pemerintah daerah pemerintahan yang taktis dan
dan Tata adaptif berbasis data, serta
Kelola model organisasi
Organisasi pemerintahan yang dinamis
Perangkat
Daerah yang
Dinamis
4.Peningkatan 1.Peningkatan dan pengelolaan 1.Pemantapan kualitas organisasi
Kualitas kantor dalam mendukung pemerintah dengan Pemberian
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Sasaran Strategi LYEL L GLIELED!

Layanan efisiensi dan efektivitas kinerja kewenangan dilakukan secara
Pimpinan dan pegawai proposional sesuai dengan
Pengadminist tugas dan fungsinya
rasian
Sekretariat
Daerah
2.Peningkatan dan pengelolaan 1. Pemantapan kualitas
kantor dalam mendukung organisasi pemerintah dengan
efisiensi dan efektivitas kinerja Pemberian kewenangan
pegawai dilakukan secara proporsional
sesuai dengan tugas dan
fungsinya
5.Pelaksanaan 1.Fasilitasi dan Evaluasi 1. Pemberian solusi dalam
Fasilitasi dan Penyelenggaraan Kolaborasi dan permasalahan yang ada pada
Evaluasi Kerja Sama Daerah Fasilitasi Kolaborasi dan Kerja
Penyelenggar Sama Daerah
aan 2. Evaluasi Pelaksanaan
Kolaborasi Kolaborasi dan Kerja Sama
dan Kerja Daerah
Sama Daerah

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini akan
dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta selama periode 2023-2026 sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, yang ditampilkan pada
tabel sebagaimana berikut :
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Tabel 1.6
Target Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah periode 2023-2026

. . . Kondisi Kondisi
Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program Indikator Awal Akhir Satuan
SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Dukungan Teknis, Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi 29,12 36,9 37,8 39,15 40,73 40,73 Nilai
Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan | AKIP
Urusan Pemerintah Daerah
Peningkatan Kualitas Layanan Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan 80 80 85 90 100 100 Persentase
Pimpinan dan Pengadministrasian Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik
Sekretariat Daerah Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang 100 100 100 100 100 100 Persentase
terlaksana dengan baik
Program Penunjang Urusan Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan 0 4 4 4 4 4 Indeks
Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum 4 4 4 4 4 4 Indeks
dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah
Dinas Pimpinan
Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, Administrasi dan 4 4 4 4 4 4 Indeks
Komunikasi Pimpinan Daerah
Persetujuan dan Supervisi
Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta 91,57 92 S5 94 95 95 Persen
Kelola Organisasi Perangkat Daerah
yang Dinamis
Program Penataan Organisasi Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan dan 7,03 7,16 7,2 7,24 7,28 7,28 Nilai
Penguatan Organisasi
Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Penataan Tata 11,83 12,11 12,12 12,13 12,14 12,14 Nilai
Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai PMPRB pada Lingkup Area Perubahan Manajemen 4,82 4,83 4,85 4,88 4,9 4,9 Nilai
Perubahan
Penataan, Penyusunan, dan Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum 0 2 2,3 215 2,8 2,8 Indeks
Harmonisasi Produk Hukum Daerah Daerah
Program Fasilitasi dan Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan 100 100 90 80 70 70 Persentase
Koordinasi Hukum Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan 100 100 100 100 100 100 Persen
Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang 100 100 100 100 100 100 Persen
diselesaikan
Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah 98 91 92 93 94 94 Nilai
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. . . Kondisi Kondisi
Bidang Urusan / Tujuan / Sasaran / Program Indikator Awal Akhir
Percepatan, Pengendalian, dan Skor EKPPD 0 4,047 4,128 4,211 4,295 4,295 Skor
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan
Program Pemerintahan dan Persentase Kerjasama Dalam Negeri yang 0 50 50 50 60 60 Persentase
Otonomi Daerah Terimplementasi
Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Keuangan 0 4 4 4 4 4 Indeks
Perjalanan Dinas
Persentase Penyelesaian Masalah Pelaksanaan 90 91 92 93 94 94 Persen
Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Program Kesejahteraan Rakyat Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, 4 4 4 4 4 4 Indeks
evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat di bawah Koordinasi Biro
Kesejahteraan Sosial
Indeks efektivitas fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, 4 4 4 4 4 4 Indeks
evaluasi dan capaian kinerja kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat di bawah koordinasi Biro Pendidikan
dan Mental Spiritual
Program Perekonomian dan Persentase Kebijakan sesuai dengan peraturan 100 100 100 100 100 100 %
Pembangunan
Program Kebijakan Administrasi | Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan 100 100 100 100 100 100 %
Pembangunan peraturan
Persentase Upaya Pengendalian Pelaksanaan 80 80 80 80 80 80 %
Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
Persentase Upaya Pengendalian Pemenuhan Kewajiban 30 30 35 40 15 45 %
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi % Kerja Sama yang terimplementasi 41,3 50 55 60 70 70 Persentase
Pen.yelenggaraan Kolaborasi dan % Kolaborasi yang terimplementasi 41,3 50 55 60 70 70 Persentase
Kerja Sama Daerah
Program Penataan Organisasi Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Terimplementasi 0 50 50 60 60 60 Persentase
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Dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana tercantum pada

tabel Perjanjian Kinerja tahun 2023 diatas, maka besaran alokasi Anggaran

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2023 adalah sebagaimana berikut :

Tabel I1.7
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023

Program / Kegiatan Anggaran

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.1.966.788.091.684,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.610.663.500.826,-
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp.1.037.202.969,-
3.  Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.15.263.328.958,-
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Rp.13.733.439.751,-
Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.62.630.825.758,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp.21.778.401.119,-
Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Rp.69.381.957.493,-
Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Rp.11.354.943.406,-
Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Rp.697.200.000,-
10. Fasilitasi Keprotokolan Rp.23.854.379.724,-
2.  Program Penataan Organisasi Rp.58.144.311.853,-
1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Rp.98.400.000,-
2. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Rp.1.140.393.005,-
3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.26.122.773.414,-
3.  Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp.238.313.717.672,-
1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Rp.69.991.465.000,-
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp.1.108.274.629,-
3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp.26.122.773.414,-
4  Program Kesejahteraan Rakyat Rp.446.397.590.765,-
1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Rp.444.400.090.765,-
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Rp.483.240.000,-
3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Rp.273.890.000,-
Dasar
5.  Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp.6.002.847.074,-
1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Rp.663.267.106,-
2. Fasilitasi Bantuan Hukum Rp.2.006.522.878,-
6.  Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.3.101.357.760,-
1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Rp.3.101.357.760,-
7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Rp.120.629.120,-
1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Rp.37.000.000,-
2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp.83.629.120,-
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BAB Il

AKUNTABILITAS
KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dapat
dilihat dari pencapaian target indikator kinerja atas tujuan dan sasaran yang
ditetapkan melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui perbandingan antara realisasi capaian
indikator tujuan/sasaran dengan target indikator tujuan/sasaran sebagaimana
telah ditetapkan pada tahun 2023.

Adapun capaian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023

atas indikator tujuan / sasaran dapat diilustrasikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 111.1
Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023
Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran ‘ Target ‘ Realisasi ‘ Capaian
Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan | Nilai Komponen Pengukuran dan 369 37,00 100%
Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Pelaporan pada Evaluasi AKIP
1. Percepatan, Skor EKPPD 4047 N/A N/A
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan
2.Penataan, Penyusunan, dan | Indeks Kualitas Kebijakan 2 N/A N/A
Harmonisasi Produk Hukum | Pembentukan  Produk  Hukum
Daerah Daerah
3. Perbaikan Proses Bisnis dan | Nilai PMPRB Provinsi DKIJakarta 92 N/A N/A
Tata Kelola  Organisasi
Perangkat Daerah yang
Dinamis
4. Peningkatan Kualitas | 1. Persentase Fasilitasi Pelayanan | 100% 100% 100%
Layanan  Pimpinan  dan Kepala Daerah yang terlaksana
Pengadministrasian dengan baik
Sekretariat Daerah 2. Persentase Kepuasan Pelayanan 80% 100% 100%
Kompleks Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan yang terlaksana
dengan baik
5.Pelaksanaan Fasilitasi dan | 1. Persentase Kerja Sama yang 50 100% 100%
Evaluasi  Penyelenggaraan terimplementasi
Kolaborasi dan Kerja Sama | 2. Persentase Kolaborasiyang 50 100% 100%
Daerah terimplementasi

masing Indikator tujuan/sasaran, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-
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1. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan dokumen Renstra Serketariat Daerah Provinsi DKI Jakata

Tahun 2023-2026, Sekretariat Daerah memiliki 1 Tujuan yaitu Peningkatan

Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Nilai Komponen Pengukuran dan

Pelaporan pada Evaluasi AKIP, indikator tujuan tersebut memiliki target nilai

sebesar 36,9.

Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 42
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, adapun hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk
Sekretariat Daerah berhasil meraih nilai 37,00 dimana target bernilai 36,9
sehingga capaian atas indikator Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan
pada Evaluasi AKIP sebesar 100%.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan
informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi
terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu
penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain :

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan
efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan
komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja
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internal  sebagai  fakta  obyektif instansi  pemerintah/unit  kerja
mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian
dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-
masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu :
a. Komponen
Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
b. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap
komponen
c. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen
untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan
dapat digambarkan atau tidak
LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan

kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 111.2
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja

Sub Komponen
Keberadaan Kualitas Pemanfaatan
Perencanaan Kinerja 6 9 15 30
Pengukuran Kinerja 6 9 15 30
Pelaporan Kinerja 3 4,5 7,5 15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 5 7,5 12,5 25
Nilai Akuntabilitas Kinerja 20 30 50 100

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud
adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
bersangkutan, yaitu :

a. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30%, terdiri dari
variabel :
1) Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan

dengan bobot maksimal 6.

2) Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi

kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
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3)

telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot
maksimal 9.

Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan
dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian
strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan bobot

maksimal 15.

b. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15%, terdiri dari variabel :

1)

2)

3)

Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang
menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3.

Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah
memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5.

Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah
memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, Komponen

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud kemudian dianalisis,

dan digunakan sebagai bahan dasar dalam Menyusun Laporan Hasil Evaluasi
(LHE). Variabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan sebagai berikut :

a. Pengukuran kinerja

1)

2)

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan
data kinerja

b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara
mengukur indicator kinerja

c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja

secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan

berkelanjutan

a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision

Maker) dalam mengukur capaian kinerja
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b)

f)

)

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capain
kinerja yang diharapkan

Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja
yang diharapkan

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala

Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang

Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi)

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi

Informasi (Aplikasi)

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang

efektif dan efisien

b. Pelaporan kinerja

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala
Dokumen Laporan Kinerja telah diinformalkan
Dokumen Laporan Kinerja telah direviu

Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan

Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan

Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan

kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

a)

b)

c)

d)

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai
dengan standar

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi
tentang pencapaian kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan target tahunan

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi

kinerja dengan target jangka menengah
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e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
(Benchmark Kinerja)

g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

h) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

i) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan
penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam

penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama
pimpinan (Bertanggung Jawab)

b) Penyajian Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian
seluruh pegawai

c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja

d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja

e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja

f) Informasi dalam laporan telah digunakan dalam penyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

g) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan

budaya kinerja organisasi

2. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan

Sasaran Sekretariat Daerah Pertama yaitu Percepatan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran

yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya

disingkat EPPD dengan target di tahun 2023 adalah skor 3,3. Skor EKPPD
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adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sampai dengan saat ini
Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator
Skor EKPPD belum dapat dinilai capaiannya. Berikut ini ditampilkan target dan
realisasi Skor EKPPD selama beberapa tahun terakhir :

Tabel 111.3
Target dan Realisasi SKOR EKPPD
IEL U ‘ Target | Realisasi | Ket
2018 3.100 3.1045 Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri yang selanjutnya
2019 3.150 3.1712 akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri
2020 3.200 3.2374 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.
Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2.
Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status
tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi Sedangkan
pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi
se Indonesia

2021 3.250 3,60 Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil
2022 3.300 N/A Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan
2023 4.047 N/A Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara nasional.

Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020):

1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah

3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi

5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi
Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor
seluruh provinsi se Indonesia

Terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
terdapat perubahan yang sangat mendasar dengan keluarnya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya
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adalah kategori penilaian terdapat perubahan, sehingga pada RPD 2023 —
2026 dilakukan perubahan mengikuti dengan perhitungan yang baru.
Penyesuaian kategori penilaian terhadap target yang ada dengan menghitung
persentase antara target dengan nilai tertinggi, setelah mendapatkan
Persentasenya lalu dilakukan Konversi ke Penilaian baru sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.
Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya perubahan kategori penilaian
untuk capaian akhir tahun 2023, maka direncanakan akan tercapai sesuai
dengan target yang ada.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun
2021, yang menjadi realisasi capaian target tahun 2021 Nilai Skor EKPPD yang
keluar pada tahun 2023

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 11
(sebelas) subkegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan
kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro
Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan
nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Secara umum keberhasilan pencapaian target indikator tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

a. Pelaporan SPM telah berbasis WEB

b. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam
rangka menjalankan Tugas dan Fungsi

c. Anggaran yang dimiliki Biro Pemerintahan memadai dalam rangka
menjalankan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Strategis Daerah mendukung capain Program Daerah
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e. Terdapat regulasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi
f. Peningkatan kualitas TL aduan PD/UKPD karena adanya proses verifikasi
dan validasi hasil TL melalui pengecekan lapangan oleh TA Fasilitator
g. Pelaksanaan fasilitasi pembahasan pengaduan masyarakat dengan pihak
terkait.
Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut

dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 111.4
Perbandingan Realisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dengan
tahun sebelumnya

. Realisasi
Sasaran Program / Indikator Program /
Kegiatan Kegiatan .
Target Realisasi 2022 2021 2020

Penguatan Persentase penyeles 90 % 91% 90 % 85 % - -
akuntabilitas aian masalah

kinerja pemerintah | Pelaksanaan

daerah Pemerintahan  dan

Otonomi Daerah

1. Tersusunnya 1. Persentase 91 % 91 % 90 % 85 9 j _
kebijakan penyelesaian
Pelaksanaan kebijakan
Otonomi Pelaksanaan
Daerah Otonomi Daerah

Rincian target diturunkan dalam subkegiatan berikut ini :
1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Penataan Urusan
Tersusunnya Kebijakan terkait Otonomi Daerah, Penyelenggaraan
Otonomi Khusus dan Sinkronisasi Urusan menunjang tugas sesuai
Pergub 150 tahun 2019 yaitu Mengoordinasikan, merumuskan, menyusun
kebijakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan, mengoordinasikan
pelaksanaan tugas PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang otonomi daerah, otonomi khusus, sinkronisasi urusan
pemerintahan, norma, standar dan prosedur kerja urusan pemerintahan,
dan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan tugas lainnya yang
diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana rincian target kinerja sub
kegiatan yang dimiliki adalah :
a) Target :
(1) Triwulan 1 : Kerangka Acuan Kerja
(2) Triwulan 2: Laporan SPM
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(3) Triwulan 4 : Laporan Penyusunan RUU1l Laporan Kebijakan
Penerapan SPM dan 1 Draft RUU
b) Realisasi
(1) Telah selesai laporan SPM tepat waktu, Dimana dapat

)

disampaikan bahwa laporan SPM menjadi bahan LPPD pada Bab
IV, untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mendapatkan peringkat 1 yang memiliki capaian indeks Penilaian
SPM tertinggi yaitu sebesar 87,57 % dari sisi pelaporan dan sisi
Kinerja

Hingga saat ini RUU Provinsi DKI Jakarta (PPDKJ) telah masuk ke
prolegnas prioritas Tahun 2023 dengan menjadi usul atau inisiatif
DPR

2) Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan

memiliki target sebagai berikut :

a) Target

(1)
)

Triwulan 1 : Kerangka Acuan Kerja

Triwulan 2: Laporan LPPD

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Provinsi DKI Jakarta, menunjang tugas sesuai Pergub 150
tahun 2019 melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pelaksanaan tugas lainnya yang
diatur dalam Pergub 150 Tahun 2019, dimana memiliki target
kegiatan Persentase penyelesaian kebijakan Pelaksanaan
Otonomi Daerah dan turunan subkegiatan Jumlah Dokumen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dimana
rincian target kinerja yang dimiliki adalah Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diselesaikan
tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b) Realisasi

Telah dilakukan penyusunan LPPD sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Sasaran Renstra yang kedua yaitu Penataan, Penyusunan, dan
Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks
Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana target pada
pada tahun 2023 bernilai 2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen
untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah di lihat dari proses pembuatan
kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi,
implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah
satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Dasar Hukum yang melandasi
penentuan Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah
adalah sebagai beirkut :

a. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi
tahun 2020 -2024

b. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi
Tahun 2020- 2024

c. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah

d. SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran
Kualitas Kebijakan.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum
Daerah merupakan bagian penilaian dari Nilai komponen area perubahan
penataan perundang-undangan pada Indeks Reformasi Birokrasi selain indeks
Reformasi Hukum yang dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan
memperhatikan pedoman kriteria dan kerangka IKK yang terdiri dari :

a. Agenda setting (45%)

b. Formulasi kebijakan (55%)

c. Implementasi kebijakan (50%)
d. Evaluasi kebijakan (50%)
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Tabel 111.5
Tabel Pedoman Kriteria IKK

Hasil IKK Kategori
Indeks Kualitas Kebijakan = >=90 Sangat baik
Penjumlahan  hasil presentase 4 81-89.99 Baik
kerangka IKK 200 x 100 % 71-80.99 Sedang

60-70.99 Cukup

<=59,99 Kurang

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator

indeks kualitas kebijakan pembentukan produk hukum daerah, yaitu :

a.

Pengembangan sistem e produk hukum daerah berupa perbaikan SOP
dan penambahan aplikasi bersama dengan Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik

Penetapan  Prompergub dan Promperda Tahun 2023  sehingga
perencanaan akan lebih baik.

Pengembangan dan peningkatan pelayanan JDIH dan Integrasi JDIH
Provinsi dengan JDIH Walikota serta perbaikan meta data Produk
Hukum Daerah

Digitalisasi dan penataan kearsipan produk hukum daerah , litigasi dan
non litigasi dalam e-perkara .

Peningkatan Perkara aset sehingga penanganan perkara dapat
dimenangkan Provinsi DKI Jakarta melalui pengelolaan data aset yang
lebih baik.

Peningkatan pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu melalui Pembinaan
Kelurahaan Sadar Hukum dikarenakan 276 kelurahan sudah ditetapkan
sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Pembentukan Kelompok Kadarkum ,
peningkatan Pengetahuan HAM dan Pelayanan Berbasis HAM.

Rencana aksi Biro Hukum dalam penataan perundang-undangan berupa

penyederhanaan regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi

yang mendorong regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan Penyusunan Prompergub dan

Promperda. Pencapaian target dilaksanakan dalam Program Fasilitasi dan

Koordinasi hukum dengan Indikator Program :

a.

Persentase Produk Hukum Daeah yang Diundangkan
Indikator Presentase Produk hukum daerah yang diundangkan dengan
target 100 persen tercapai realisasi 100 persen pada tahun 2023 dengan

perhitungan Biro Hukum telah melaksanakan harmonisasi sesuai dengan
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usulan Perangkat daerah dalam e-produkhukum. Penurunan jumlah

Peraturan Gubernur Yang diundangkan dikarenakan adanya omnibus law

dan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

produk hukum yang diundangkan

L | _PLIEE

Gambar lIl.1 Produk Hukum yang Diundangkan

b. Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah

c. Persentase Penanganan Perkara Non Litigasi yang diselesaikan

d. Persentase Penanganan Perkara Litigasi yang diselesaikan

Kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator program tersebut,

diantaranya:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan anggaran

sebesar Rp.663.267.106,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

2)

3)

Program Pembentukan Peraturan Gubernur ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 148 Tahun 2023 tentang Program
Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan jumlah usulan Peraturan Gubernur sebanyak 250 usulan dari
37 Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat daerah. Telah
diproses melalui e produk hukum sebanyak 238 usulan rapergub dan
telah diundangkan sebanyak 50 Peraturan Gubernur pada tahun
2023.

Penerapan simplifikasi dan Omnibus Law atas produk hukum daerah
yang  diundangkan  tahun 2023  dengan berkurangnya
pengundangan sesuai kebutuhan.

Pembentukan produk hukum kaitan dengan pendataan aset sangat

mendukung dengan dokumen yang tertib dan tetap maka melalui
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putusan pengadilan dapat terselamatkan aset Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dengan total sebesar Rp. 247.230.500.000,-

Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari
instansi terkait, dan diperhitungkan bersamaan dengan nilai Indeks Refomasi
Birokrasi oleh Kemenpan-RB dikarenakan IKK mendapatkan penilaian dari LAN

dan belum didapatkan hasil penilaiannya.

. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang

Dinamis

Sasaran yang ketiga yaitu Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola
Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran yaitu
Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target dengan nilai 92 di tahun 2023.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang
selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis
prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk
melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi
pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan yang mendasar dalam evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawali
dengan diterbitkannya Surat Edaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Nomor
B01/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan Evaluasi Reformasi
Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi

Birokrasi.

Kemudian, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
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Birokrasi membuat perubahan yang mendasar atas pelaksanaan evaluasi

reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
kepada Pj. Gubernur Nomor e-0008/0OT.06, tanggal 27 Januari 2023, hal
Laporan atas Pembahasan Tindak Lanjut Surat Edaran Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian
PAN dan RB Nomor BO1/RB.06/2023, tanggal 18 Januari 2023, hal Perubahan
Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik
Baik Reformasi Birokrasi, yang mengajukan penghentian kegiatan pengisian
PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti undangan rapat nomor e-0672/RB.03, hari Kamis,
tanggal 15 November 2023 tentang pembahasan usulan perubahan indikator
renstra perangkat daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan salah
satu hasil kesepakatan adanya perubahan aturan evaluasi mandiri sehingga
nilai PMPRB tahun 2023 adalah N/A.

Adapun perubahan yang mendasar atas pelaksanaan evaluasi reformasi
birokrasi tersebut yang sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, sasaran RB 2020-2024 terbagi menjadi 2, yaitu :

a. RB General bertujuan
1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan
kolaboratif, dengan indikator: Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas

Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, sebagai sasaran strategis 1

2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang
professional dengan indikator Employer Branding ASN, Indeks

BerAkhlak, Nilai Survei Penilaian Integritas, dan Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat sebagai sasaran strategi 2.

Dalam sasaran strategis tersebut baik 1 (satu) atau 2 (dua), terdapat
indikator — indikatornya, yaitu untuk sasaran strategis 1 terdapat Persentase

Penyederhanaan Struktur Organisasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk
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Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Layanan Digital, Tingkat Maturitas
SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Nilai SAKIP,
Indeks Perencanaan Pembangunan, Tingkat Implementasi Kebijakan
Arsitektur SPBE, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran, Indeks Pengelolaan Aset, Tingkat tindak lanjut pengaduan
masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Indeks Kualitas Kebijakan,
Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik
Sektoral, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektroknik (SPBE), Capaian Akuntabilitas Kinerja (capaian
Indikator kinerja Utama (IKU) Makro dan non Makro), Capaian Akuntabilitas
Keuangan (Oponi BPK dan Tindak lanjut rekomendasi BPK), sedangkan
untuk sasaran strategis 2 terdapat Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan
Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat
Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK),
Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) Survei Kepuasaan Masyarakat
(SKM), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan indeks berAKHLAK

. RB Tematik yaitu RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan

mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola
pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi,
akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB
Tematik Prioritas Presiden dengan Indikator :

1) Penurunan Tingkat Kemiskinan

2) Peningkatan Realisasi Investasi

3) Tingkat Pengendalian Stunting

4) Laju inflasi

5) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dengan perubahan yang mendasar ini, partisipasi aktif dari seluruh
perangkat daerah terutama terkait dengan penyusunan rencana aksi
menjadi penting karena berbobot 13% dari penilaian secara keseluruhan
ditambah dengan penyampaian data pelaksanaan sebagai bagian dari

monitoring evaluasinya.
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5. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat
Daerah.
Sasaran keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan
Pengadministrasian Sekretariat Daerah, memiliki 2 indikator sasaran yaitu :
a. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan
baik

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Fasilitasi Pelayanan
Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dengan target sebesar 100%
ditahun 2023. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang
terlaksana dengan baik merupakan persentase kepuasan atas
penyelenggaraan administrasi keprotokolan, persidangan, pelayanan tamu
Gubernur dan Wakil Gubernur, pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta serta pelaksanaan pengetikan dan penaklikan naskah
dinas pimpinan.

Persentase Fasillitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana
dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total rencana
kegiatan Kepala Daerah. Metode Pengukuran : Persentase Fasilitasi
Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik = (Nilai Indeks
Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah+Nilai Indeks
Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan+Nilai Indeks Kepuasan
Layanan Fasilitasi Keprotokolan+Nilai Indeks Kepuasan Layanan
Pengetikan dan Penaklikan Naskah Dinas)/4*100%.

Persentase didapatkan dari pelaksanaan Survei Kepuasan terhadap
penerima layanan dengan mengisi kuesioner yang dilakukan pada tiap
triwulan dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017. Agregat
indeks terhadap hasil :

1) Nilai Survey Kepuasan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
2) Nilai Survey Kepuasan Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan
3) Nilai Survey Kepuasan Layanan Fasilitasi Keprotokolan

4) Nilai Survey Kepuasan Layanan Pengetikan dan Penaklikan Naskah

Dinas
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Tabel 111.6
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

\IE] | Kategori ‘ Interval Hasil Survei ‘ Interval Konversi
4 Sangat Baik 3,5324-4,00 88,31-100,00
3 Baik 3,0644-3,532 76,61-88,30
2 Kurang baik 2,60-3,064 65,00-76,60
1 Tidak baik 1,00-2,5996 25,00-64,99

Pada tahun 2023, indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala
Daerah yang terlaksana dengan baik memiliki target 100%, berhasil
direalisasikan sebesar 100% sehingga capaiannya bernilai 100%. Adapun
faktor pendorong yang menyebabkan realisasi indikator dapat tercapai
sesuai target, diantaranya sebagai berikut :

1) Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu
menyelesaikan program dan kegiatan secara maksimal.

2) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang
akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.

3) Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja,
dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan
dapat menghasilkan sesuatu

4) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.

5) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH saling
mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban
setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun
dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga
serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah
ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.

7) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey
sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan
pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase Fasilitasi

Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik dikarenakan
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adanya program dan kegiatan yang menunjang dan dapat berjalan dengan
baik, diantaranya :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan
kegiatan-kegiatan dibawahnya, yaitu :
a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
g) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
h) Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
i) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

b. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
Pimpinan yang terlaksana dengan balik.

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase kepuasan pelayanan
Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan
baik memiliki target sebesar 80% di tahun 2023. Persentase kepuasan
pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana
dengan baik merupakan persentase kepuasan atas penyelenggaraan
pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam Kompleks gedung
balaikota dan rumah dinas pimpinan, pelayanan kompleks gedung
balaikota, perlengkapan dan sarana acara, pengelolaan administrasi
Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur serta pengelolaan ketatausahaan
Sekretariat Daerah. Agregat Indeks meliputi :

1) Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2) Indeks Kepuasan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3) Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
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4)

5)

6)

7
8)

Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Indeks Kepuasan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Fasilitasi Keprotokolan

Metode pengukuran yang digunakan adalah :

Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4
8 100%

Total Jenis Pelayanan yang diberikan

Pada tahun 2023, indikator Persentase Kepuasan Pelayanan

Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan

baik memiliki target 80%, berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga

capaiannya bernilai 100%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan

tercapainya realisasi sesuai target , diantaranya karena :

1)

2)

3)

4)

5)

Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam
pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia yang handal adn kompeten dalam
pengimplementasian pekerjaan.

Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing
penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah
ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.

Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Umum dan
Administrasi saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini
merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan
baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders
terkait.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga
serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah

ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
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6) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey
sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanan
pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

Adapun keberhasilan pencapaian atas indikator Persentase kepuasan
pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana
dengan baik dikarenakan adanya program dan kegiatan yang menunjang
dan dapat berjalan dengan baik, diantaranya :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan
kegiatan-kegiatan dibawahnya, yaitu :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,

b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

g) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

h) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

I) Fasilitasi Keprotokolan

6. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja
Sama Daerah
Sasaran yang kelima yaitu Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi
Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah, memiliki 2 indikator
sasaran, yaitu
a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi
Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerja Sama yang
terimplementasi dengan target sebesar 50% di tahun 2023. Kerja sama
adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan baik dengan
menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan,
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Sementara
terimplementasikan adalah ketika Kerja sama telah difasilitasi oleh Biro KSD.

Kerja sama yang terimplementasi memiliki 2 kriteria, yaitu :
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1) Tidak bertentangan dengan peraturan kerjasama daerah.

2) Bidang/area yang dikerjasamakan merupakan bidang/area yang
dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020
untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri No. 25 Tahun 2020 untuk
Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim
Koordinasi Kerjasama Daerah).

Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja
Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk
dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerja Sama yang
terimplementasi di tahun 2023 yaitu 50% dengan realisasi capaian yaitu
100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerja Sama yang
terimplementasi sebesar 100%.

Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang
terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Di dalam Program
tersebut memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang
terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2023 adalah sebesar
100%.

. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang
terimplementasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 50%. Kolaborasi
adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan dengan tidak
menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi, Nota Kesepakatan,
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Terimplementasikan
adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh Biro KSD. Metode Pengukuran
adalah Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi
dibandingkan Usulan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi.

Target Persentase kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2023
yaitu 50%, berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas
indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi adalah sebesar
100%. Program penunjang capaian Persentase Kolaborasi yang
terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Adapun beberapa
faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah

sebagaimana berikut :

-22



1) Terjalinnya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait

serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerja sama.

2) Tersusunnya naskah kerja sama dengan mitra pemerintah dan pihak

lain juga menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya indikator

tersebut.

Dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Sekretariat

Daerah, berikut ini disajikan realisasi dan capaian dari dokumen Perjanjian

Kinerja 10 Biro di lingkungan Sekretariat Daerah tahun 2023, pengukuran

pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 111.7
Capaian Perjanjian Kinerja dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No | Sasaran Strategis / Khusus Indikator sasaran Satuan Target Realisasi | Capaian
/ Operasional

Sasaran Strategis

1 Peningkatan Dukungan Nilai Komponen Pengukuran dan Nilai 36,9 37,00 100%
Teknis, Administrasi, Pelaporan pada Evaluasi AKIP
dan Analisis
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah

2. Percepatan, Skor EKPPD Skor 4,047 N/A N/A
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan

3 Perbaikan Proses Bisnis Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta Persentase 92% N/A N/A
dan Tata Kelola
Organisasi Perangkat
Daerah yang Dinamis

4. Penataan, Penyusunan, Indeks Kualitas Kebijakan Indeks 2 N/A N/A
dan Harmonisasi Produk | Pembentukan Produk Hukum
Hukum Daerah Daerah

5. Peningkatan Kualitas Persentase Fasilitasi Pelayanan Persentase 100% 100% 100%
Layanan Pimpinan dan Kepala Daerah yang terlaksana
Pengadministrasian dengan baik
Sekretariat Daerah

6. Peningkatan Kualitas Persentase Kepuasan pelayanan Persentase 80% 100% 100%
Pelayanan Pimpinan Kompleks Balaikota dan Rumah
dan Pengadministrasian | Dinas Pimpinan yang terlaksana
Kesekretariatan Daerah | dengan baik

7. Meningkatnya Kualitas Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
dan Harapan Hidup aksi KSD Penurunan Stunting Sub
Melalui Perbaikan KSD Percepatan penurunan
Kesehatan Perkotaan stunting
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No | Sasaran Strategis / Khusus Indikator sasaran Target Realisasi | Capaian
/ Operasional
Persentase Penyelesaian Rencana | Persentase 100% 100% 100%
Aksi KSD Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Kesehatan Sub
KSD Penyediaan Akses dan
Kualitas Layanan Kesehatan Bagi
Masyarakat yang Terintegrasi
8. Pelaksanaan Fasilitasi Persentase Kerja Sama yang Persentase 100% 100% 100%
dan Evaluasi terimplementasi
Penyelenggaraan . Persentase Kolaborasi yang Persentase 100% 100% 100%
Kolaborasi dan Kerja . .
terimplementasi
Sama Daerah
9. Berkembangnya Persentase Penyelesaian Rencana Persentase 100% 100% 100%
Kapasitas, Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Profesionalitas, dan Pemerintahan yang Profesional
Iklim Kerja Aparatur Sub KSD Peningkatan
Profesionalitas SDM Pemprov DKI
Jakarta
10. | Berkurangnya Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Ketimpangan Serta aksi KSD Penanggulangan
Terjaminnya Kemiskinan Sub KSD Percepatan
Pemenuhan Kebutuhan | Penanggulangan Kemiskinan
Das.ar dan Perlindungan Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Sosial )
aksi KSD Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD
Penghormatan, Perlindungan,
Dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas
11. | Meningkatnya Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Kesempatan Kerja dan aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan
Adaptibiltas Tenaga Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD
Kerja Pengembangan UMKM
12. | Terakselerasinya Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Transformasi Digital dan | aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Pengembangan Pemerintahan yang Profesional
Ekosistem Kota Cerdas Sub KSD Transformasi Digital
13. | Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Manajemen dan aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Arsitektur Kinerja Pemerintahan yang Profesional
Pemerintah Sub KSD Perwujudan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
14. | Terbangunnya Persentase penyelesaian Rencana Persentase 100% 100% 100%
Infrastruktur dan Aksi KSD Peningkatan kualitas
Layanan Dasar infrastruktur dan layanan dasar
Perkotaan yang perkotaan Sub KSD Penyediaan
Berkualitas Perumahan dan Peningkatan
Kualitas Kawasan Permukiman
Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
aksi KSD Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan Sub KSD Pengelolaan
Air Bersih
15. | Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Pola Aktivitas dan aksi KSD Peningkatan Kualitas
Mobilitas Melalui Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan Sub KSD
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Sasaran Strategis / Khusus Indikator sasaran Realisasi | Capaian
/ Operasional
Pengembangan Kota Pengembangan Transit Oriented
Berorientasi Transit Development (TOD}
Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
aksi KSD Peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan dasar
perkotaan Sub KSD Penyediaan
Jalan dan Infrastuktur
Pelengkapnya
16. | Tercapainya Pemulihan Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Ekosistem Kota dan aksi KSD Perbaikan kualitas
Implementasi lingkungan hidup Sub KSD
Pembangunan Rendah Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Karbon Iklim
17. | Tumbuhnya Ekonomi Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
dan Sektor Usaha aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan
Berbasis Pengalaman Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD
dan Nilai Tambah Pengembangan pariwisata dan
ekosistem ekonomi kreatif
18. | Meratanya Kesempatan | Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Pendidikan Untuk aksi KSD Peningkatan kualitas
Semua Disertai Edukasi pendidikan dan kesehatan Sub
Pembelajaran KSD Peningkatan akses dan
Sepanjang Hayat kualitas pendidikan di semua
jenjang satuan pendidikan
19. | Meningkatnya Kualitas, Persentase penyelesaian rencana Persentase 100% 100% 100%
Aksesibilitas, dan aksi KSD Peningkatan Kualitas
Kemudahan Layanan Infrastruktur dan Layanan Dasar
Masyarakat Perkotaan Sub KSD Penataan
kawasan yang dikoordinasikan
oleh Walikota/Bupati
Sasaran Khusus
1. | Terwujudnya Opini laporan Keuangan Predikat (3) (3) WTP 100%
penyelenggaraan WTP
pemerintahan  yang
taktis dan adaptif
2. | Meningkatnya Persentase Pemanfaatan E- | Persentase 100% 100% 100%
Pemanfaatan E- | Order
Purchasing dalam
Pengadaan Barang
dan Jasa
3. | Terimplementasinya Persentase implementasi | Persentase 100% 100% 100%
Rencana Strategis | rencana strategi komunikasi
Komunikasi Publik | publik program unggulan atau
untuk Program- | program umum serta respon
Program Umum dan | perangkat daerah pada saat
Unggulan Perangkat | krisis komunikasi program.
Daerah
4. | Terwujudnya tata | Predikat SAKIP  Perangkat Predikat A 89,95 100%
kelola pemerintahan | Daerah Tahun 2023 (82)
yang transparan dan
akuntabel Provinsi
DKl Jakarta
5. | Meningkatnya Persentase Arsip Aktif dalam | Persentase 100% 100% 100%
Pengelolaan Arsip | Daftar Arsip Aktif
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Sasaran Strategis / Khusus Indikator sasaran Target Realisasi | Capaian
/ Operasional
pada Perangkat
Daerah
6. | Terwujudkannya tata | Persentase progress | Persentase 100% 100% 100%
kelola SDI yang baik | pengumpulan data sesuai
melalui pemenuhan | daftar data dan batas waktu
daftar data daerah pengumpulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur
7. | Terkelolanya Persentase inventarisasi BMD | Persentase 100% 100% 100%
Keuangan Daerah | berupa Gedung dan Bangunan
yang Sehat, | pada Pengguna Barang
Transparan, dan | dan/atau Kuasa Pengguna
Akutabel Barang Tahun 2023 di masing-
masing PD/UKPD
8. | Peningkatan Persentase Realisasi Belanja | Persentase 80%
Penggunaan Produk | Barang/Jasa Bersertifikat
Dalam Negeri TKDN, Produk Dalam Negeri,
dan/atau Produk Usaha Mikro
Kecil dan Koperasi dari Hasil
Produksi Dalam Negeri
9. | Terimplementasinya Persentase Implementasi | Persentase 100% 100% 100%
Pengembangan Pengembangan Kompetensi
Kompetensi ASN | ASN Pemerintah Provinsi DKI
Pemerintah Provinsi | Jakarta 20 Jam Pelajaran
DKI Jakarta 20 Jam | pertahun
Pelajaran pertahun
10. | Meningkatnya Persentase penyelesaian | Persentase 100% | 100% 100%
Manajemen tahapan manajemen
Pengetahuan pengetahuan
11. | Implementasi Persentase Implementasi | Persentase 100% | 100% 100%
Penerapan Penerapan Manajemen Risiko
Manajemen Risiko
12. | Tercapainya  Target | Persentase Nilai Kinerja | Presentase 71% 100%
Kinerja Anggaran atas | Anggaran atas Aspek
Aspek Implementasi Implementasi
13. | Terlaksananya Indeks Kepuasan Pelaksanaan Indeks 4 4 100%
Percepatan, Fasilitasi Perjalanan Dinas
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
14. | Terlaksananya Jumlah Audience Kegiatan Viewer 6Juta | 7.506. 100%
Kegiatan Jakarta : Jadi | Jakarta : Jadi Karya Untuk 374
Karya Untuk | Nusantara 2023
Nusantara 2023
15. | Terselesaikannya dan | Jumlah organisasi Laporan 4 4 100%

terpublikasikannya

penyaluran  belanja
hibah kepada
organisasi
kemasyarakatan/
keagamaan dan
tempat ibadah di

Provinsi DKI Jakarta

kemasyarakatan /keagamaan
dan tempat ibadah penerima
belanja hibah .

Sasaran Operasional
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Sasaran Strategis / Khusus Indikator sasaran Satuan Target Realisasi | Capaian
/ Operasional
1. | Terselesaikannya Persentase capaian | Persentase | 100% 100% 100%
Tindak Lanjut Arahan | penyelesaian Tindak Lanjut
Gubernur Arahan Gubernur
2. | Meningkatnya Persentase capaian | Persentase | 100% 100% 100%
penyelesaian penyelesaian pengaduan
pengaduan masyarakat
masyarakat
3. | Meningkatnya Persentase progress | Persentase | 100% 100% 100%
penyelesaian tindak | penyelesaian tindak lanjut
lanjut rekomendasi | rekomendasi temuan hasil
temuan hasil | pemeriksaan eksternal (BPK)
pemeriksaan
eksternal (BPK)

Penjelasan atas capaian sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran
operasional pada tabel 111.7 akan dijelaskan secara ringkas sebagaimana berikut ini :
1. Sasaran Strategis

a. Peningkatan Dukungan  Teknis, Administrasi, dan  Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran
Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP telah
dijelaskan sebelumnya.

b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan dengan indikator skor EKPPD telah dijelaskan sebelumnya.

c. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
yang Dinamis dengan indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta telah
dijelaskan sebelumnya.

d. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan
indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah
telah dijelaskan sebelumnya.

e. Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan
indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana
dengan baik telah dijelaskan sebelumnya.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan dan Pengadministrasian
Kesekretariatan Daerah dengan indikator Persentase Kepuasan pelayanan
Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan
baik telah dijelaskan sebelumnya.

g. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan
Perkotaan memiliki 2 indikator, yaitu :
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1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub

KSD Percepatan penurunan stunting

2) Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas

Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas

Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi

h. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan

Kerja Sama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu Persentase Kerja Sama yang

terimplementasi dan Persentase Kolaborasi yang terimplementasi telah

dijelaskan sebelumnya. Target indikator sasaran pada Renstra memiliki

nilai yang berbeda dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja.

Target, realisasi dan capaian sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023

dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 111.8

Capaian Perjanjian Kinerja pada Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan
Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Indikator Sasaran Strategis Target Realisasi Capaian
Persentase Kerja Sama yang terimplementasi 100% 100% 100%
Persentase Kolaborasi yang terimplementasi 100% 100% 100%

i. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan

Perkotaan

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub

KSD Percepatan penurunan stunting.

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian

rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan Penurunan

Stunting memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga

capaiannya bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 1.9

Rencana Aksi KSD Percepatan Penurunan Stunting
Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting

Rencana

Aksi

Mengoordi
nasikan
penggerak
an
kunjungan
Balita ke
Posyandu

Kriteria
Keberhasilan

Laporan
koordinasi
penggera -
kan
kunjungan
balita ke
Posyandu

Laporan
koordinasi
penggerak
-an
kunjungan
balita ke
Posyandu

Laporan
koordinasi
penggerak
-an
kunjungan
balita ke
Posyandu
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Rencana

Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Mengoordi | Tersedianya Tersediany | Tersediany | Tersediany | 100%
nasikan laporan hasil a laporan a laporan a laporan
pelaporan, | monitoring hasil hasil hasil
Monitoring | dan evaluasi monitoring | monitoring | monitoring
dan Sub KSD dan dan dan
Evaluasi Percepatan evaluasi evaluasi evaluasi
Percepata | Penurunan Sub KSD Sub KSD Sub KSD
n Stunting Percepata Percepata Percepata
Penurunan n n n
Stunting Penurunan | Penurunan | Penurunan
Stunting Stunting Stunting

Implement | Tersedia Pos - Sosialisasi Laporan 100%
asi pos di Jakarta kepada dari para
Jakarta Beraksi di 267 Walikota/
Beraksi di setiap kelurahan Bupati
setiap Kelurahan terkait kepada
Kelurahan pembentu | Askesra

kan Pos terkait

Jakarta pembentu

Beraksi kan Pos

Catatan : Jakarta

Pos Beraksi

Penangana

n Masalah

Gizi Balita

2) Persentase Penyelesaian Rencana AKksi

KSD Peningkatan Kualitas

Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas

Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian

rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD

Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang

terintegrasi, memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga

capaiannya bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 111.10
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
Sub KSD Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang
Terintegrasi

Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan

Monitoring | Tersedianya Evaluasi Evaluasi Evaluasi 100%
dan laporan hasil capaian capaian capaian
Evaluasi monitoring target TW I | target TW target TW
pelaksanaa | dan evaluasi danll 1] vV
n pelaksanaan
Penyediaa | penyediaan
n Akses akses dan
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan

dan kualitas
Kualitas layanan
Layanan kesehatan
Kesehatan | bagi
Bagi masyarakat
Masyaraka | yang
tyang terintegrasi
terintegras | ruang
i Ruang lingkup
Lingkup penyelengga
Penyeleng | raan upaya
garaan layanan
Upaya kesehatan
Layanan yang
Kesehatan | menjamin
yang semua orang
menjamin mempunyai
semua akses
orang layanan
mempuny | kesehatan
ai akses promotif,
layanan preventif,
kesehatan | kuratif dan
promotif, rehabilitatif
preventif, dengan
kuratif dan | mutu yang
rehabilitati | memadai
f dengan
mutu yang
memadai
Monitoring | Tersedianya Evaluasi Evaluasi Evaluasi 100%
dan laporan hasil capaian capaian capaian
Evaluasi monitoring target TW I | target TW target TW
pelaksanaa | dan evaluasi danll 1] v
n pelaksanaan
penyediaa | penyediaan
n akses akses dan
dan kualitas
kualitas layanan
layanan kesehatan
kesehatan | bagi
bagi masyarakat
masyaraka | yang
tyang terintegrasi
terintegras | ruang
iruang lingkup
lingkup implementa
implement | si
asi transforma
transforma | si pelayanan
si kesehatan
pelayanan
kesehatan
Pelaksanaa | 60% sasaran Tersediany | Tokoh Tokoh 100%
n kegiatan a data Agama Agama
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Rencana Kriteria

Aksi Keberhasilan
pemeriksa | mendapat sasaran yang yang
an kan valid yang | terjadwal terjadwal
kesehatan | pelayanan bersedia dan dan
di Luar pemeriksa melakukan | menerima | menerima
Program an pemeriksa | layanan layanan
JKN yang kesehatan an MCU MCU
terintegras | (MCU) kesehatan | sebanyak sebanyak
i 25% 25%

j. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

1) Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta
memiliki target 100%, memperoleh realisasi 100% sehingga capaiannya

bernilai 100%, dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 111.11
Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta

Rencana Kriteria Target .
. . Capaian
Aksi Keberhasilan B0O3 B0O6 B09 B12
Penyusuna | Tersedianya Laporan 100%
n Kajian Laporan Hasil
Kelembaga | Hasil Kajian Kajian
an, Kelembaga Kelembaga
Perencana | an an
an dan Pemerintah Pemerinta
Pemenuha | Provinsi DKI h Provinsi
n SDM Jakarta DKI
serta Jakarta,
Pengemba meliputi
ngan perencana
Kompeten an 4 tahun
si SDM dan
Pemerinta implement
h Provinsi tasi
DKI Jakarta
(Tahun
2023-
2026)
Penyusuna | Tersedianya 100% 100%
n reviu persyarata
Rancangan | persyaratan n jabatan
Standar jabatan dan dan
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
Kompeten | indikator indikator
si Teknis kinerja kinerja
Jabatan jabatan jabatan
Administra | administra administra
tor tor ted telah
direviu
Tersedianya Tersusun 100%
persyaratan nya
jabatan dan persyarata
indikator n jabatan
kinerja dan
jabatan indikator
administra kinerja
tor jabatan
administra
tor
sebanyak 7
nama
jabatan
1. Tersedia 1. Rancang 100%
nya Ranca an Standar
ngan Kompeten
Standar si Teknis
Kompetensi Jabatan
Teknis Administra
Jabatan tor
Administra 2. Rancang
tor an Surat
usulan
2. Tersedia penetapan
nya ranca standar
ngan surat kompetens
usulan pene i teknis
tapan jabatan
kepada administra
Kementeri tor kepada
an PAN dan Kementeri
RB an PAN
dan RB
Pemetaan | Tersedianya Laporan 100%
Tenaga Data Hasil Data Hasil
Non ASN Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
Koordinasi
Biro
Pemerinta
han
Tersedianya Laporan 100%
Data Hasil Data Hasil
Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
Koordinasi
Biro
Organisasi
dan
Reformasi
Birokrasi
Tersedianya Laporan 100%
Data Hasil Data Hasil
Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
Koordinasi
Biro
Kesejahter
aan Sosial
Tersedianya Laporan 100%
Data Hasil Data Hasil
Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
Koordinasi
Biro
Pendidikan
dan
Mental
Spiritual
Tersedianya Laporan 100%
Data Hasil Data Hasil
Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
Koordinasi
Biro
Perekono
mian dan
Keuangan
Tersedianya Laporan 100%
Data Hasil Data Hasil
Pemetaan Pemetaan
Tenaga Non Tenaga
ASN Non ASN
pada PD
Koordinasi
Biro
Pembangu
nan dan
Lingkunga
n Hidup
Kajian Tersedianya Rancangan 100%
Pembiayaa | Hasil Kajian Laporan
n Tenaga Pengalihan Hasil
PJLP pada Kajian
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
Non ASN Biro Umum Pengalihan
pada BLUD | dan PJLP pada
Administrasi Biro
Sekretariat Umum dan
Daerah Administra
menjadi si
Tenaga Alih Sekretariat
Daya Daerah
(Outsourci menjadi
ng) Tenaga
Alih Daya
(Outsourci
ng) sesuai
Surat
Menpan
No.B/185/
M.SM.02.0
3/2022
Tentang
Status
Kepegawai
andi
Lingkunga
n Instansi
Pemerinta
h Pusat
dan
Pemerinta
h Daerah
Penyusuna | Tersedianya Rencana 100%
n Rencana | Rencana Kebutuhan
Kebutuhan | Kebutuhan Jenis
Jenis Jenis Pekerjaan,
Pekerjaan, | Pekerjaan, Jumlah,
Jumlah, Jumlah, dan dan Satuan
dan Satuan | Satuan Harga PJLP
Harga PJLP | Harga PJLP sesuai
sesuai sesuai Kepgub
Kepgub Kepgub 1195
1195 1195 Tahun Tahun
Tahun 2022 2022
2022
Tersedianya Rencana 100%
Rencana Kebutuhan
Kebutuhan Jenis
Jenis Pekerjaan,
Pekerjaan, Jumlah,
Jumlah, dan dan Satuan
Satuan Harga PJLP
Harga PJLP sesuai
sesuai Kepgub
Kepgub 1195
1195 Tahun Tahun
2022 2022
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan

Tersedianya Rencana 100%

Rencana Kebutuhan

Kebutuhan Jenis

Jenis Pekerjaan,

Pekerjaan, Jumlah,

Jumlah, dan dan Satuan

Satuan Harga PJLP

Harga PJLP sesuai

sesuai Kepgub

Kepgub 1195

1195 Tahun Tahun

2022 2022

Tersedianya Rencana 100%

Rencana Kebutuhan

Kebutuhan Jenis

Jenis Pekerjaan,

Pekerjaan, Jumlah,

Jumlah, dan dan Satuan

Satuan Harga PJLP

Harga PJLP sesuai

sesuai Kepgub

Kepgub 1195

1195 Tahun Tahun

2022 2022

Tersedianya Rencana 100%

Rencana Kebutuhan

Kebutuhan Jenis

Jenis Pekerjaan,

Pekerjaan, Jumlah,

Jumlah, dan dan Satuan

Satuan Harga PJLP

Harga PJLP sesuai

sesuai Kepgub

Kepgub 1195

1195 Tahun Tahun

2022 2022
Penyelesai | Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
an Tindak jutinya selesai selesai
Lanjut rekomenda ditindaklan ditindaklan
Hasil si Hasil juti atas juti atas
Pengawasa | Pengawasan LHP yang LHP yang
n APIP atas | APIP atas terbit terbit
LHP yang LHP yang periode periode
terbit terbit tahun tahun
periode periode 2019 s.d. 2019 s.d.
2019 s.d. tahun 2019 2023. 2023.
2023 s.d. 2023 Target Target

(BIRO capaian capaian

PEMERINTA 90% 95%

HAN)

Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%

jutinya selesai selesai

rekomenda ditindaklan ditindaklan

si Hasil juti atas juti atas

Pengawasan LHP yang LHP yang
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Rencana Kriteria

Aksi Keberhasilan
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
HUKUM) 90% 95%
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
ORGANISASI 90% 95%
DAN
REFORMASI
BIROKRASI)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
KESEJAHTE 90% 95%
RAAN
SOSIAL)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
PENDIDIK 90% 95%
AN DAN
MENTAL
SPIRITUAL)
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Rencana Kriteria Target

Aksi Keberhasilan BO6 B0O9 B12
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
KEPALA 90% 95%
DAERAH)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
UMUM DAN 90% 95%
ADMINISTRA
S|
SEKRETARIA
T DAERAH)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
KERJASAMA 90% 95%
DAERAH)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.

2023. 2023.
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan

tahun 2019 Target Target
s.d. 2023 ( capaian capaian
BIRO 90% 95%
PEREKONO
MIAN DAN
KEUANGAN)
Ditindaklan TLHP APIP TLHP APIP 100%
jutinya selesai selesai
rekomenda ditindaklan ditindaklan
si Hasil juti atas juti atas
Pengawasan LHP yang LHP yang
APIP atas terbit terbit
LHP yang periode periode
terbit tahun tahun
periode 2019 s.d. 2019 s.d.
tahun 2019 2023. 2023.
s.d. 2023 Target Target
(BIRO capaian capaian
PEMBANGU 90% 95%
NAN DAN
LINGKUNG
AN HIDUP)

k. Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan Perlindungan Sosial
1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 111.12
Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan
Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Rencana

Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Penyelaras | Tersedianya A) 1 SOP 100%
an SOP terintegras
kebijakan terintegrasi i untuk
untuk untuk pen
memastika | pendistribu distribusia
n manfaat | sian manfaat n manfaat
program program program
perlindung | yang tepat yg tepat
an sosial waktu waktu
dapat B) 1 (satu)
didistribusi Laporan
kan Penyelesai
kepada an Pelaksa
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan

penduduk naan

miskin dan Renak si

rentan kepada

secara Askesra

tepat

waktu

(BIRO

KERJASAM

A DAERAH)

Penyusuna | Tersusun A) 1 (satu) | C)1 (satu) 100%

n kerja nya kerja Dokumen Dokumen

sama sama dgn inventarisa | kerjasama

Pemerinta | instansi si muatan Pemerinta

h Pusat- Pemerintah /substansi h Pusat-

Daerah Pusat masalah Daerah

dan di dan/atau yang akan dan di

antara Pemerintah dikerjasam | antara

Pemerinta | Daerah akan dari Pemerinta

h Daerah untuk Perangkat | h Daerah

untuk mengoptima Daerah untuk

mengopti Ikan terkait mengopti

mal kan pelaksanaan B) 1 kali malkan

pelaksana pengendali pelaksanaa | pelaksanaa

an an pendu n FGD n

pengenda duk dalam (BO6) pengendali

lian upaya an

penduduk | menang penduduk

vg gulangi yg ber

berdampa | kemiskinan dampak pd

k pada upaya

upaya menang

menanggul gulangi

angi kemiskinan

kemiskinan D) 1 (satu)
Laporan

(KSD) >> Penyelesai

Penyusuna an

n kerja Pelaksan

sama aan

dengan Renaksi

instansi kepada

Pemerinta Askesra

h Pusat

dan/atau

Pemerinta

h Daerah

untuk

mengopti

mal kan

pelaksana

an

pengendali

an

penduduk

dalam
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
upaya
menanggul
angi
kemiskinan
Pengoordi | Tersedianya Laporan 1 draft 100%
na sian proses bisnis hasil proses
penyusun kemitraan koordinasi | bisnis
an proses pemerintah penyusuna | kemitraan
bisnis daerah, n proses pemerinta
kemitraan | pemerintah bisnis h daerah,
pemerin pusat, dan kemitraan | pemerinta
tah pihak ketiga pemerinta | h pusat,
daerah, yang h daerah, dan pihak
pemerinta | mendukung pemerinta | ketiga yg
h pusat, upaya h pusat, mendu
dan pihak penanggulan dan pihak kung
ketiga yg gan ketiga upaya
mendu kemiskinan yang penanggul
kung mendukun | angan
upaya g upaya kemis
penanggul penanggul | kinan. 1
angan angan Laporan
kemiskinan kemiskinan | Penyelesai
(BIRO an Pelaksa
KERJASAM naan
A DAERAH) Renaksi
kepada
Askesra.
Pelaksanaa | Tersedianya 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100%
n Laporan Hasil Hasil Hasil
Pemantau Hasil Pemantau Pemantau Pemantau
an dan Pemantau an kepada | an kepada | an kepada
Evaluasi an dan Asisten Asisten Asisten
Pelaksanaa | Evaluasi Bidang Bidang Bidang
n Program | Pelaksanaan Masing- Masing- Masing-
Penanggul | Program masing. masing. masing. 1
angan Penanggu Laporan
Kemiskina langan Hasil
n Kemiskinan Evaluasi
oleh kepada
Perangkat Asisten
Daerah di Bidang
bawah Masing-
koordinasi masing.
Asisten 1 Laporan
Kesejahtera Penyelesai
an Rakyat an Pelaksa
naan
Rencana
Aksi
kepada
Askesra.
Pelaksanaa | Tersedianya 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100%
n Laporan Hasil Hasil Hasil
Pemantau Hasil Pemantau Pemantau Pemantau
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
an dan Pemantauan an kepada | an kepada | an kepada
Evaluasi dan Evaluasi Asisten Asisten Asisten
Pelaksanaa | Pelaksanaan Bidang Bidang Bidang
n Program | Program Masing- Masing- Masing-
Penanggul | Penanggulan masing. masing. masing. 1
angan gan Laporan
Kemiskina | Kemiskinan Hasil
n oleh Evaluasi
Perangkat kepada
Daerah di Asisten
bawah Bidang
koordinasi Masing-
Asisten masing.
Perekonomi 1 Laporan
an dan Penyelesai
Keuangan an Pelaksa
naan
Rencana
Aksi
kepada
Askesra.
Pelaksanaa | Tersedianya 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100%
n Laporan Hasil Hasil Hasil
Pemantau Hasil Pemantau Pemantau Pemantau
an dan Pemantauan an kepada | an kepada | an kepada
Evaluasi dan Evaluasi Asisten Asisten Asisten
Pelaksanaa | Pelaksanaan Bidang Bidang Bidang
n Program | Program Masing- Masing- Masing-
Penanggul | Penanggulan masing. masing. masing. 1
angan gan Laporan
Kemiskina Kemiskinan Hasil
n oleh Evaluasi
Perangkat kepada
Daerah di Asisten
bawah Bidang
koordinasi Masing-
Asisten masing.
Pembangun 1 Laporan
an dan Penyelesai
Lingkungan an Pelaksa
Hidup naan
Rencana
Aksi
kepada
Askesra.
Pelaksanaa | Tersedianya 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100%
n Laporan Hasil Hasil Hasil
Pemantau Hasil Pemantau Pemantau Pemantau
an dan Pemantauan an kepada | an kepada | an kepada
Evaluasi dan Evaluasi Asisten Asisten Asisten
Pelaksanaa | Pelaksanaan Bidang Bidang Bidang
n Program | Program Masing- Masing- Masing-
Penanggul | Penanggulan masing. masing. masing. 1
angan gan Laporan
Kemiskinan Hasil
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
Kemiskina | oleh Evaluasi
n Perangkat kepada
Daerah di Asisten
bawah Bidang
koordinasi Masing-
Asisten masing.
Pemerintaha 1 Laporan
n Penyelesai
an Pelaksa
naan
Rencana
Aksi
kepada
Askesra.
Penyusuna | Tersusun 1 laporan 100%
nreviu nya laporan hasil reviu
regulasiyg | hasil reviu regulasi di
men regulasi sektor
dukung periode kesejahter
pencapaia | tahun 2021- aan sosial
n target 2023 di Vg
penang sektor mendukun
gulangan kesejahteraa g
kemiskinan | n sosial yg pencapaia
(BIRO mendukung n target
KESEJAHTE | pencapaian penanggul
RAAN target angan
SOSIAL) penanggulan kemiskinan
gan kepada
kemiskinan Askesra
tembusan
Biro Kesos
Penyusuna | Tersusun 1 laporan 100%
n reviu nya laporan hasil reviu
regulasi hasil reviu regulasi di
yang regulasi sektor
mendukun | periode pendidikan
g tahun 2021- dan
pencapaia | 2023 di mental
n target sektor spiritual yg
penanggul | pendidikan mendukun
angan dan mental g
kemiskinan | spiritual yg pencapaia
(BIRO mendukung n target
PENDIDIKA | pencapaian penang
N DAN target gulangan
MENTAL penang kemiskinan
SPIRITUAL) | gulangan kepada
kemiskinan Askesra
tembusan
Biro Kesos
Penyusuna | Tersusun 1 laporan 100%
n reviu nya laporan hasil reviu
regulasiyg | hasil reviu regulasi di
mendu regulasi sektor
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Rencana Kriteria
Aksi Keberhasilan
kung periode pemerinta
penca tahun 2021- han yang
paian 2023 di mendukun
target sektor g
penanggul | pemerintaha pencapaia
angan nyang n target
kemiskinan | mendukung penanggul
(BIRO pencapaian angan
PEMERINT | target kemiskinan
AHAN) penanggulan kepada
gan Askesra
kemiskinan tembusan
Biro Kesos
Penyusuna | Tersusun 1 laporan 100%
nreviu nya laporan hasil reviu
regulasiyg | hasil reviu regulasi di
mendu regulasi sektor
kung periode perekono
penca tahun 2021- mian dan
paian 2023 di keuangan
target sektor yg mendu
penanggul | perekonomi kung
angan an dan penca
kemiskinan | keuangan yg paian
(BIRO mendu kung target
PEREKONO | penca paian penanggul
MIAN DAN | target angan
KEUANGA | penanggulan kemis
N) gan kinan
kemiskinan kepada
Askesra
tembusan
Biro Kesos
Penyusuna | Tersusun 1 laporan 100%
n reviu nya laporan hasil reviu
regulasiyg | hasil reviu regulasi di
mendu regulasi sektor
kung periode pembangu
penca tahun 2021- nan dan
paian 2023 di lingkungan
target sektor hidup yg
penanggul | pembangun mendukun
angan an dan g
kemiskinan | lingkungan pencapaia
(BIRO hidup yang n target
PEMBANG | mendukung penang
UNAN DAN | pencapaian gulangan
LINGKUNG | target kemiskinan
AN HIDUP) | penang kepada
gulangan Askesra
kemiskinan tembusan
Biro Kesos
Pelaksanaa | Terlaksanan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100%
n ya hasil hasil hasil
Pemantau | pemantau pemantau | pemantau | pemantau
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Rencana Kriteria

Aksi Keberhasilan

an dan an dan an pelak an pelak an pelak
Evaluasi evaluasi sanaan sanaan sanaan
Pelaksanaa | pelaksanaan KSD KSD KSD

n KSD KSD kepada kepada kepada
Askesra Askesra Askesra. 1
Laporan
hasil
evaluasi
pelaksanaa
n KSD
kepada
Askesra.

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian

rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

Tabel 111.13
Rencana Aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan

Sub KSD Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Rencana Kriteria Target .
. . Capaian
Aksi Keberhasilan BOG BO9 B12
Penyediaan | Tersedianya 1 Dokumen 100%
lingkungan dokumen pemantau
tanpa laporan an dan
hambatan pemantau an evaluasi
bagi dan evaluasi pada 20 unit
penyandang | pada pelayanan
disabilitas Perangkat publik yg
(BIRO Daerah yang sudah meng
ORGANISASI | sudah implementa
DAN mengimplem sikan pe
REFORMASI | entasikan layanan
BIROKRASI) pelayanan publik yg
publik yang non diskri
non minatif
diskriminatif terhadap
terhadap penyandang
penyandang Disabilitas
Disabilitas
Penyediaan | Tersedianya 1 dokumen 1 kegiatan 100%
lingkungan dokumen standar sosialisasi/
tanpa standar pemenuhan | pendataan
hambatan pemenuhan pedoman hasil
bagi pedoman penyeleng dokumen
penyandang | penyeleng garaan standar
disabilitas garaan tempat pemenuhan
(BIRO tempat ibadah yg pedoman
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Rencana Kriteria Target
Aksi Keberhasilan BO6 B0O9 B12
PENDIDIKA ibadah yg mudah penyeleng
N DAN mudah diakses bagi | garaan
MENTAL diakses bagi penyandang | tempat
SPIRITUAL) penyandang Disabilitas, ibadah yg
Disabilitas, mengacu mudah
mengacu pada UU diakses bagi
pada UU No. No. 8 Tahun | penyandang
8 Tahun 2016 2016 Disabilitas
tentang tentang
Penyandang Penyandang
Disabilitas Disabilitas
Pemantaua Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100%
n dan laporan laporan laporan laporan
eavluasi pemantau an pelaksanaan | pelaksanaan | pelaksanaan
pelaksanaan | dan eavluasi monitoring monitoring monitoring
KSD pelaksanaan KSD KSD KSD
Perencanaa KSD Perencana Perencana Perencana
n, Perencana an, an, Penye an, Penye an, Penye
Penyelengg Penye leng lenggaraan lenggaraan lenggaraan
araan dan garaan dan dan Evaluasi | dan Evaluasi | dan Evaluasi
Evaluasi Evaluasi terhadap terhadap terhadap
terhadap terhadap Penghormat | Penghormat | Penghormat
Penghorma Penghorma an, Pelin an, Pelin an, Pelin
tan, Pelin tan, dungandan | dungandan | dungandan
dungan dan | Pelindungan Pemenuhan | Pemenuhan | Pemenuhan
Peme dan Peme Hak Hak Hak
nuhan Hak nuhan Hak Penyandang | Penyandang | Penyandang
Penyandang | Penyandang Disabilitas Disabilitas Disabilitas
Disabilitas Disabilitas

Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptibiltas Tenaga Kerja

Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM.

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian

rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD

Pengembangan UMKM

Tabel I11.14

Rencana AksiKSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengembangan UMKM

Rencana Aksi

Sosialisasi
Program
Pengemban
g an UMKM
di Kelurahan

Kriteria
Keberhasilan

Terlaksana
nya sosiali
sasi program
Pengemba
ngan UMKM
di tiap
kelurahan,
khusus
untuk
masyarakat
rentan

Target

BO6
1. Edaran
terkait
dengan
dukungan
walikota
dan
kelurahan
tentang
sosialisasi
ke masya
rakat

BO9

B12

Capaian

100%
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Kriteria Target

Rencana Aksi

Keberhasilan B0O6 B0O9

rentan yg
bersedia
mengikuti
program
kewirausa
haan
terpadu

2. Koor
dinasi Biro
Pemerinta
han
dengan
Dinas
Sosial
terkait
Data
masyaraka
t rentan
3. Menyu
sun meka
nisme
pelak
sanaan sos
ialisasi ke
masyaraka
t rentan
yang
bersedia
mengikuti
program
kewirausa
haan
terpadu

m. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota

Cerdas.

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi terhadap KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang

Profesional Sub KSD Transformasi Digital

Tabel 111.15
KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Sub KSD Transformasi Digital

Kriteria
Keberhasilan

Rencana Aksi

Pengemban | Terlaksanan | Laporan Laporan 100%
g an dan ya FGD FGD pelaksanaa
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Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Inovasi Peta | Harmonisasi | Harmonisa n dan
Proses Bisnis | Peta Proses si Peta pengemba
SPBE Bisnis SPBE Proses ngan
Provinsi DKI Provinsi DKI Bisnis SPBE terkait
Jakarta Jakarta Provinsi Inovasi
DKI Jakarta Proses
Bisnis SPBE
Penyusunan | Terlaksana Revisi Dokumen 100%
Rencana nya optimali | Kepgub 63 | Rencana
Kerja Tim sasitim Tahun Kerja Tim
Koordi nasi koordinasi 2019 Koordinasi
SPBE Tahun | SPBE melalui | tentang SPBE
2023 penyusunan | Tim Tahun
dokumen Koordinasi | 2023
Rencana Sistem berdasarka
Kerja Tim Pemerinta | n hasil
Koordinasi han reviu atas
SPBE Tahun Berbasis rencana
2023 Elektronik | kerja Tim
Koordinasi
SPBE
Tahun
2022
Optimalisasi | Terlaksana Laporan Laporan/ 100%
Layanan nya Optimal Tindak notulensi
Pengaduan isasi Lanjut hasil
Pelayanan Layanan Hasil Reviu review
Publik (BIRO | Pengaduan dalam evaluasi
PEMERINTA | Pelayanan rangka dan
HAN) Publik optimalisa rekomend
si layanan a si tindak
Pengaduan lanjut
Pelayanan pengemba
Publik ngan
memuat : Sistem
1. Pengaduan
Dokumen Pelayanan
tasi/tangka Publik
pan layar
yg
menggamb
arkan
adanya
fungsi
yang
disajikan
Sistem
Pengaduan
Pelayanan
Publik
telah
ditingkatka
n/
dikemba
ngkan
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Rencana Aksi

Kriteria

Keberhasilan

annya
2.Analisis
komparasi
/
penyempu
rnaan
layanan
Sistem
Pengaduan
Pelayanan
Publik
Optimalisasi | Terlaksana Laporan/ Laporan 100%
Layanan nya Optimal notulensi Tindak
Jaringan isasi Layan hasil Lanjut
Dokumentas | an Jaringan review Hasil Reviu
idan Dokumen evaluasi dalam
Informasi tasi dan dan rangka
Hukum Informasi rekomend | optimalisa
(JDIH) (BIRO | Hukum asitindak | silayanan
HUKUM) (JDIH) lanjut Jaringan
pengemba | Dokument
ngan asi dan
Sistem Informasi
Jaringan Hukum
Dokumen (JDIH)
tasi dan memuat :
Informasi 1. Dokum
Hukum entasi/tan
(JDIH) gkapan
layar yg
mengga
mbarkan
adanya
fungsi yg
disajikan
Sistem
Jaringan
Dokumen
tasi dan
Informasi
Hukum
(JDIH)
telah
ditingkatka
n/
dikemba
ngkan
layan
annya
2.Analisis
komparasi
/
penyempu
rnaan
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Kriteria Target Capaian

Rencana Aksi

Keberhasian

layan an
Sistem
Jaringan
Dokument
asi dan
Infor masi
Hukum
(JDIH)
Peningkatan | Terlaksana Laporan 100%
Indeks nya koordi hasil
Elektronifika | nasi dengan koordinasi
si Transaksi Kemenko dengan
Pemerintah Perekonomi Kemenko
Daerah an terkait Perekono
perhitungan mian
Indeks Elek terkait
tronifikasi perhitunga
Transaksi n Indeks
Pemerintah Elektronifi
Daerah kasi
Transaksi
Pemerinta
h Daerah

n. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Merupakan Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionalitas
Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel Il.16
Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionalitas
Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Rencana Aksi Kriteria.l Target
Keberhasilan BO3 B0O6 B0O9
Penyusunan | Tersusun Rancangan 100%
Dokumen nya Dokumen
Perencanaa | dokumen Sasaran
n Kinerja perencana Khusus
Pemprov an kinerjayg | dan
DKl Jakarta dikoor Operasion
dinasikan al
oleh Biro Perjanjian
ORB Kinerja
Sekda,
Asisten
Sekda,
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Rencana Aksi Krlterla?
Keberhasilan BO3
Deputi dan
Asisten
Deputi
Tahun
2023
Penyusunan | Tersusun Dokumen 1. Matriks 100%
Dokumen nya Doku Rancangan Rancangan
Perencanaa | men Peren Final Cascading
n Kinerja canaan Perjanjian Kinerja
Perangkat Kinerja Kinerja Perangkat
Daerah Perangkat (Eselon 2) Daerah
(Eselon 2, 3, | Daerah (menungg (Eselon 2,
4, (Eselon 2,3, |u 3 dan 4)
Fungsional 4, Fungsi keputusan Tahun
dan onal dan tentang 2024
Pelaksana) Pelaksana) tambahan (selesai
Tahun 2023 | Tahun 2023 | sasaran dan
dan 2024 dan 2024 khusus dan disampai
sasaran kan
strategis) kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023
Tersusun Dokumen 1. Matriks 100%
nya Doku Rancangan Rancangan
men Peren Final Cascading
canaan Perjanjian Kinerja
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat (Eselon 2) Daerah
Daerah (menungg (Eselon 2,
(Eselon 2,3, |u 3 dan 4)
4, Fungsi keputusan Tahun
onal dan tentang 2024
Pelaksana) tambahan (selesai
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Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Tahun 2023
dan 2024

BO3
sasaran
khusus dan
sasaran
strategis)

B06

Target

B09
dan
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3,4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023

Tersusun
nya Doku
men Peren
canaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2, 3,
4, Fungsi
onal dan
Pelaksana)
Tahun 2023
dan 2024

Dokumen
Rancangan
Final
Perjanjian
Kinerja
(Eselon 2)
(menungg
u
keputusan
tentang
tambahan
sasaran
khusus dan
sasaran
strategis)

1. Matriks
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3dan4)
Tahun
2024
(selesai
dan
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan

100%
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Rencana Aksi

Kriteria

Keberhasilan

Target

B09
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023

Tersusun
nya Doku
men Peren
canaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2, 3,
4, Fungsi
onal dan
Pelaksana)
Tahun 2023
dan 2024

Dokumen
Rancangan
Final
Perjanjian
Kinerja
(Eselon 2)
(menungg
u
keputusan
tentang
tambahan
sasaran
khusus dan
sasaran
strategis)

1. Matriks
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3 dan 4)
Tahun
2024
(selesai
dan
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023

3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023

100%

Tersusun
nya Doku
men Peren
canaan

Dokumen
Rancangan
Final
Perjanjian

1. Matriks
Rancangan
Cascading
Kinerja

100%
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO3 B0O6 BO9
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat (Eselon 2) Daerah
Daerah (menungg (Eselon 2,
(Eselon 2,3, | u 3 dan 4)
4, Fungsi keputusan Tahun
onal dan tentang 2024
Pelaksana) tambahan (selesai
Tahun 2023 | sasaran dan
dan 2024 khusus dan disampai
sasaran kan
strategis) kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3,4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023
Tersusun Dokumen 1. Matriks 100%
nya Doku Rancangan Rancangan
men Peren Final Cascading
canaan Perjanjian Kinerja
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat (Eselon 2) Daerah
Daerah (menungg (Eselon 2,
(Eselon 2,3, |u 3dan4)
4, Fungsi keputusan Tahun
onal dan tentang 2024
Pelaksana) tambahan (selesai
Tahun 2023 | sasaran dan
dan 2024 khusus dan disampai
sasaran kan
strategis) kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
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Rencana Aksi

Kriteria

Keberhasilan

Target

B09
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023

Tersusun
nya Doku
men Peren
canaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2, 3,
4, Fungsi
onal dan
Pelaksana)
Tahun 2023
dan 2024

Dokumen
Rancangan
Final
Perjanjian
Kinerja
(Eselon 2)
(menungg
u
keputusan
tentang
tambahan
sasaran
khusus dan
sasaran
strategis)

1. Matriks
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3dan4)
Tahun
2024
(selesai
dan
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023

3. Laporan
pegawai

100%
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO9
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023
Tersusun Dokumen 1. Matriks 100%
nya Doku Rancangan Rancangan
men Peren Final Cascading
canaan Perjanjian Kinerja
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat (Eselon 2) Daerah
Daerah (menungg (Eselon 2,
(Eselon 2,3, | u 3 dan 4)
4, Fungsi keputusan Tahun
onal dan tentang 2024
Pelaksana) tambahan (selesai
Tahun 2023 | sasaran dan
dan 2024 khusus dan disampai
sasaran kan
strategis) kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3,4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023
Tersusun Dokumen 1. Matriks 100%
nya Doku Rancangan Rancangan
men Peren Final Cascading
canaan Perjanjian Kinerja
Kinerja Kinerja Perangkat
Perangkat (Eselon 2) Daerah
Daerah (menungg (Eselon 2,
(Eselon 2,3, |u 3dan4)
4, Fungsi keputusan Tahun
onal dan tentang 2024
Pelaksana) tambahan (selesai
sasaran dan
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Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Tahun 2023
dan 2024

BO3
khusus dan
sasaran
strategis)

B06

Target

B09
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3,4 dan
Jabatan
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023

Tersusun
nya Doku
men Peren
canaan
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2, 3,
4, Fungsi
onal dan
Pelaksana)
Tahun 2023
dan 2024

Dokumen
Rancangan
Final
Perjanjian
Kinerja
(Eselon 2)
(menungg
u
keputusan
tentang
tambahan
sasaran
khusus dan
sasaran
strategis)

1. Matriks
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3dan4)
Tahun
2024
(selesai
dan
disampai
kan
kepada
Biro
Koordinasi
pada 31
Juli 2023)
2. Rekap
Matriks
Peran dan
Hasil
Perangkat
Daerah
(Eselon 2,
3, 4 dan
Jabatan

100%
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO6 BO9
Fungsional
dan
Pelaksana)
Tahun
2023
3. Laporan
pegawai
yang telah
menyusun
SKP Tahun
2023
Pembahasan | 1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
Rancangan nya Final Hasil
Dokumen Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perencanaa Perjanjian Kinerja n Reviu
n Kinerja Kinerja Kepala Rancangan
Perangkat Kepala Perangkat Cascading
Daerah Perangkat Daerah Kinerja
Tahun 2023 | Daerah Lingkup Perangkat
dan 2024 Lingkup Asisten Daerah
Asisten Pemerinta Lingkup
Pemerintaha | han Tahun Asisten
n Tahun 2023 yg Pemerinta
2023 yg siap | siap han
dikirimkan dikirimkan (Eselon 2,
ke BKD ke BKD 3,dan4
sebagai sebagai Tahun
bahan bahan 2024)
penandatan | penandata
ganan nganan
perkin perkin
2. Tersusun
nya Laporan
Hasil Pelak
sanaan
Reviu
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
nya Final Hasil
Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perjanjian Kinerja n Reviu
Kinerja Kepala Rancangan
Kepala Perangkat Cascading
Perangkat Daerah Kinerja
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Rencana Aksi Kriteria? Target

Keberhasilan BO3 B0O6 BO9
Daerah Lingkup Perangkat
Lingkup Asisten Daerah
Asisten Pemerinta Lingkup
Pemerintaha | han Tahun Asisten
n Tahun 2023 yg Pemerinta
2023 yg siap | siap han
dikirimkan dikirimkan (Eselon 2,
ke BKD ke BKD 3,dan 4
sebagai sebagai Tahun
bahan pen bahan 2024)
andatangan | penandata
an perkin nganan

perkin
2. Tersusun
nya Laporan
Hasil Pelak
sanaan
Reviu
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
nya Final Hasil
Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perjanjian Kinerja n Reviu
Kinerja Kepala Rancangan
Kepala Perangkat Cascading
Perangkat Daerah Kinerja
Daerah Lingkup Perangkat
Lingkup Asisten Daerah
Asisten Perekono Lingkup
Pemerintaha | mian dan Asisten
n Tahun Keuangan Perekono
2023 yg siap | Tahun mian dan
dikirimkan 2023 yang Keuangan
ke BKD siap (Eselon 2,
sebagai dikirimkan 3,dan4
bahan pen ke BKD Tahun
andatangan | sebagai 2024)
an perkin bahan

penandata
2. Tersusun nganan
nya Laporan | perkin
Hasil Pelak
sanaan
Reviu
Rancangan
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. Kriteria

Rencana Ak Keberhasilan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
nya Final Hasil
Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perjanjian Kinerja n Reviu
Kinerja Kepala Rancangan
Kepala Perangkat Cascading
Perangkat Daerah Kinerja
Daerah Lingkup Perangkat
Lingkup Asisten Daerah
Asisten Kesejahter Lingkup
Pemerintaha | aan Rakyat Asisten
n Tahun Tahun Kesejahter
2023 yg siap | 2023 yang aan Rakyat
dikirimkan siap (Eselon 2,
ke BKD dikirimkan 3,dan 4
sebagai ke BKD Tahun
bahan pen sebagai 2024)
andatangan | bahan
an perkin penandata

nganan

2. Tersusun perkin
nya Laporan
Hasil Pelak
sanaan
Reviu
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
nya Final Hasil
Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perjanjian Kinerja n Reviu
Kinerja Kepala Rancangan
Kepala Perangkat Cascading
Perangkat Daerah Kinerja
Daerah Lingkup Perangkat
Lingkup Asisten Daerah
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Rencana Aksi Kriteria? Target

Keberhasilan BO3 B0O6 BO9
Asisten Kesejahter Lingkup
Pemerintaha | aan Rakyat Asisten
n Tahun Tahun Kesejahter
2023 yg siap | 2023 yang aan Rakyat
dikirimkan siap (Eselon 2,
ke BKD dikirimkan 3,dan4
sebagai ke BKD Tahun
bahan pen sebagai 2024)
andatangan | bahan
an perkin penandata

nganan
2. Tersusun perkin
nya Laporan
Hasil Pelak
sanaan
Reviu
Rancangan
Cascading
Kinerja
Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
1. Tersusun Dokumen Laporan 100%
nya Final Hasil
Dokumen Perjanjian Pelaksanaa
Perjanjian Kinerja n Reviu
Kinerja Kepala Rancangan
Kepala Perangkat Cascading
Perangkat Daerah Kinerja
Daerah Lingkup Perangkat
Lingkup Asisten Daerah
Asisten Pembangu Lingkup
Pemerintaha | nan dan Asisten
n Tahun Lingkunga Pembangu
2023 yg siap | n Hidup nan dan
dikirimkan Tahun Lingkunga
ke BKD 2023 yang n Hidup
sebagai siap (Eselon 2,
bahan pen dikirimkan 3,dan4
andatangan | ke BKD Tahun
an perkin sebagai 2024)

bahan
2. Tersusun penandata
nya Laporan | nganan
Hasil Pelak perkin
sanaan
Reviu
Rancangan
Cascading
Kinerja
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Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Perangkat
Daerah
Lingkup
Asisten
Pemerintaha
n (Eselon 2,
3,dan 4
Tahun 2024)
Penyusunan | Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
Dokumen nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
Evaluasi men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasiRenca
Renja dan uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
Kinerja dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TW II
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun 11l Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO6 BO9
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TW I
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasiRenca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO3 B0O6 BO9 B12
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun 11l Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO3 B0O6 BO9 B12
IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TW I
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun 11l Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TWI 3,4TWIII
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasiRenca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO3 B0O6 BO9 B12
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TW I 3,4TW I
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TWII
Tahun
2023
Tersusun 1. Dokumen 1. Doku 1. Doku 100%
nya Doku Dokumen evaluasi men eval men eval
men Eval hasil eval Rencana uasi Renca | uasi Renca
uasi Renja uasi Renja Kerja na Kerja na Kerja
dan Kinerja Perangkat | Perangkat | Perangkat | Perangkat
Perangkat Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW | Daerah TW
Daerah IV Tahun | Tahun Il Tahun Il Tahun
2022 2023 2023 2023
2. 2.
2. Dokumen Dokumen
Dokumen evaluasi evaluasi
evaluasi Kinerja Kinerja
Kinerja Eselon 2, Eselon 2,
Eselon 2, 3,4TWI 3,4TWIII
3,4TW IV Tahun Tahun
Tahun 2023 2023
2022
3.
Dokumen
evaluasi
Kinerja
Eselon 2,
3,4TW I
Tahun
2023
Penyusunan | 1. Tersusun 1. Instruksi 100%
LPPD nya doku Dokumen Sekretaris
Pemerintah men LPPD LPPD Daerah
Provinsi DKI | Tahun 2022 | Tahun tentang
Jakarta 2. Ditetap 2022 penyusuna
kannya n LPPD
Instruksi 2. Pemerinta
Sekretaris Screenshot h Provinsi
Daerah LPPD telah DKl Jakarta
tentang terupload Tahun
penyusunan | pada 2023 yang
LPPD website memuat
Pemerintah | esr.menpa antara
Provinsi DKI | n.go.id lain:
Jakarta 1. LPPD
Tahun 2023 Provinsi
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Rencana Aksi Krlterla?
Keberhasilan B12
2. LKIP
Provinsi
3. LKIP
Perangkat
Daerah
1. Tersusun Nota Dinas Konsep 100%
nya BAB Il yang berisi Instruksi
LPPD LKIP Sekretaris
Pemprov Provinsi Daerah
DKl Jakarta sebagai tentang
Tahun 2022 bagian penyusuna
BAB Il n LPPD
2. Tersusun LPPD Pemerinta
nya Konsep Pemprov h Provinsi
Instruksi DKI Jakarta DKl Jakarta
Sekretaris Tahun Tahun
Daerah 2022 2023 yang
tentang memuat
penyusunan antara
LPPD lain:
Pemerintah 1. LPPD
Provinsi DKI Provinsi
Jakarta 2. LKIP
Tahun 2023 Provinsi
yang 3. LKIP
memuat Perangkat
antara lain: Daerah
1. LPPD
Provinsi
2. LKIP
Provinsi
3. LKIP
Perangkat
Daerah
Penyusunan | Tersusun 1. 100%
Dokumen nya laporan | Dokumen
LKIP kinerja LKIP
Perangkat Perangkat Perangkat
Daerah Daerah yang | Daerah
Tahun 2022 | berkualitas Tahun
dan tepat 2022
waktu
2. Screen
shot LKIP
telah
terupload
pada
website
esr.menpa
n.go.id
Penyusunan | Tersusun 1. Rancang 100%
bahan nya kebijak an Final
penilaian an penye Pembarua
AKIP lenggaraan n Pergub
Provinsi DKI SAKIP Nomor
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Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Target

Jakarta
Tahun 2023

BO6
121 Tahun
2020
tentang
Penyeleng
garaan
SAKIP
2. Rancang
an Final
Pembarua
n Kepgub
Nomor
205 Tahun
2021
tentang
Tim SAKIP

B09

Tersusun
nya Laporan
Hasil Tindak
Lanjut Rek
omendasi
Evaluasi
AKIP Tahun
2022 oleh
KemenPANR
B

Laporan
Hasil
Tindak
Lanjut Rek
omendasi
Evaluasi
AKIP
Tahun
2022 oleh
KemenPAN
RB

100%

0. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang
Berkualitas
1) Persentase penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas
infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan
Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman.

Tabel 111.17
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

Kriteria
Keberhasilan

Penyiapan Tersampaika B0O9: 100%
Peremajaan | nnya Pergub

Rencana Aksi
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Rencana Aksi Kriteria? Target
Keberhasilan BO6 BO9
Permukiman | Ranpergub 1. Terlaksa
Kumuh Peremajaan nanya
melalui Permuki Pembaha
perbaikan man Kumuh san Raper
rumah dan melalui gub Terlak
PSU perbaikan sananya
rumah dan proses
PSU ke harmonisa
Kemendagri si
Ranpergub
2.
Terbitnya
Persetujua
n Sekda
dan Materi
Rapergub
Tersediany
a Surat
Sekda
mengenai
fasilitasi
Kemendag
ri beserta
harmonisa
si
Ranpergub
(Juli 2023)
Tersedianya BO6: B09: 100%
Kolaborator Tersediany | Tersediany
dan PKS a platform | a
untuk Kolaborato | Kolaborato
Peremajaan r Penataan | r dan PKS
Permuki Permuki untuk
man Kumuh man Peremajaa
melalui Tersediany | n Permuki
perbaikan a calon man
rumah dan Kolaborato | Kumuh
PSU (BIRO r Penataan | melalui
KERJA SAMA Permuki perbaikan
DAERAH) man rumah dan
PSU (Juli
2023)
Penyusunan | Tersampai BO6: 100%
Rapergub kannya Terbitnya
Perubahan Rapergub Persetujua
terhadap Perubahan n Sekda
Peraturan terhadap dan Materi
Gubernur Peraturan Tersediany
Nomor 90 Gubernur a Surat
Tahun 2018 | Nomor 90 Sekda
tentang Tahun 2018 mengenai
Peningkatan | tentang Fasilitasi
Kualitas Peningkatan Kemendag
Permukiman | Kualitas ri beserta
dalam Permuki harmonisa
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Rencana Aksi Krlterla?
Keberhasilan BO6
Rangka man dalam si
Penataan Rangka Rapergub
Kawasan Penataan Perubahan
Permukiman | Kawasan terhadap
Terpadu Permuki Peraturan
man Gubernur
Terpadu ke Nomor 90
Kemendagri Tahun
2018
tentang
Peningkata
n Kualitas
Permukim
an dalam
Rangka
Penataan
Kawasan
Permukim
an
Terpadu ke
Kemendag
ri (Juni
2023)
Penyusunan | Tersampai B12: 100%
Skema kannya 1.
Inovatif regulasi Terbitnya
Pembiayaan | pendukung Persetujua
Kepemilikan | program n Sekda
Hunian Hunian dan Materi
Terjangkau Terjangkau Tersediany
Tanpa Uang | Tanpa Uang asurat
Muka Muka ke Sekda
Kemendagri mengenai
Fasilitasi
Kemendag
ri dan
harmonisa
Si
Rapergub
Perubahan
Kedua
Peraturan
Gubernur
Nomor
104 Tahun
2018 ke
Kemendag
ri.
2.
Terbitnya
Persetujua
n Sekda
dan Materi
Tersediany
a surat
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Kriteria
Keberhasilan B12

Sekda
mengenai
Fasilitasi
Kemendag
ri dan
harmonisa
Si
Rapergub
Pengelolaa
n
Pengalihan
Unit.

Rencana Aksi

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengelolaan Air
Bersih
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar
Pekotaan Sub KSD Pengelolaan Air Bersih

Tabel 111.18
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Pekotaan
Sub KSD Pengelolaan Air Bersih

Rencana Aksi

Penerapan
Zona Bebas
Air Tanah
dalam
mendukung
percepatan
peningkatan
layanan air
bersih
perpipaan

Kriteria Target

Keberhasilan BO6
Tersampai Tersampai
kannya kannya
Usulan Hasil Hasil
Telaahan Telaahan
berupa berupa
Daftar Daftar
Inventarisa Inventarisa
si Masalah si Masalah
Terkait Terkait
dengan dengan
Pengusaha Pengusaha
an Air Tanah an Air
yang Tanah yg
dikirimkan dikirim kan
kepada kepada
Kementeri Kementeri
an ESDM, an ESDM,
Kementeri Kementeri
an Investasi an
/BKPM, Investasi
Kementeri /BKPM,

an PUPR Kementeri

an PUPR

BO9

Capaian

100%
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Rencana Aksi

Penyesuaian
tarif layanan
air bersih
perpipaan
(Biro
Perekonomi
an/
BPBUMD)

Kriteria
Keberhasilan

Penetapan
Kepgub
perubahan
tarif layanan
air bersih
perpipaan

BO3
Permohon
an penye
suaian tarif
- PAM
JAYA telah
melakukan
konsultasi
publik dan
menyusun
Kajian
Tarif.

- PAM Jaya
telah me
nyampaika
n
Rancangan
Tarif

- Telah
diterbitkan
Kepgub
terkait
ambang
batas atas
dan bawah
tarif air
bersih
perpipaan
PAM Jaya
(No
477/2022
tgl 23 Agt
2022)

B12
Penetapan
Kepgub
perubahan
tarif
layanan air
bersih
perpipaan

100%

p. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui

Pengembangan Kota Berorientasi Transit

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Pengembangan
Transit Oriented Development (TOD)
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development

(TOD)
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Tabel 111.19
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

Rencana Aksi Krlterla? Target Capaian
Keberhasilan BO3 BO6 BO9 B12
Penyusunan | Harmonisasi Terlaksana | Tersediany | 100%
Revisi dan penge nya proses | aSurat
Peraturan sahan Ran harmonisa | Sekda
Gubernur pergub si mengenai
147/2017, Penyeleng Ranpergub | fasilitasi
67/2019, garaan Kemendag
50/2021 Kawasan ri beserta
Berorientasi harmonisa
Transit Si
Ranpergub
Dukungan Terselesai Terselesai 100%
Pemprov kannya dan kannya
DKI Jakarta ditandatang dan
terkait aninya reviu ditandatan
Pengemban | PKS Penata ganinya
gan TOD an Kawasan reviu PKS
Stasiun Tanah Penata an
Tanah Abang Kawasan
Abang dengan PT Tanah
KAl Abang
dengan PT
KAl
Terlaksanan Tersediany 100%
ya fasilitasi a dokumen
penyelesai kajian kom
an kajian prehensif
pengemba pengemba
ngan TOD ngan
dan desain Kawasan
penataan TOD Tanah
jalan Abang
Kawasan (Minggu Il
Stasiun Mei 2023)
Tanah
Abang
Monitoring Tersedianya | Laporan Laporan Laporan Laporan 100%
dan Evaluasi | Laporan Hasil Hasil Hasil Hasil
Pengemban | Hasil Monitoring | Monitoring | Monitoring | Monitoring
gan Monitoring dan dan dan dan
Kawasan dan Evaluasi | Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi
TOD (BIRO Pengemban Pengamba | Pengamba | Pengamba | Pengamba
PEMBANGU | gan ngan ngan ngan ngan
NAN DAN Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan
LINGKUNGA | TOD TOD TOD TOD TOD
N HIDUP)

2) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas

infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan

dan Infrastuktur Pelengkapnya
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Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian

rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar

perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya

Tabel 111.20

Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan

Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastuktur Pelengkapnya

Kriteria

Target

Rencana Aksi Keberhasilan =53 20 =55 5 Capaian
Penyediaan Ditandatang Penanda 100%
akses jalan aninya PKS tanganan
dan trotoar antara Kesepaka
beserta Pemprov tan
kelengkapan | DKI dengan Bersama
nya dari PT. KCIC antara
Jalan DI Pemprov
Panjaitan DKl dan
menuju PT. KCIC
Stasiun KCJB (Mei
di Halim 2023).
sebagai Penanda
pendukung tanganan
TOD Perjanjian
Kerjasama
antara
Pemprov
DKI dan
PT. KCIC
(Minggu |
Juni 2023)
Penyelesaia Ditanda Ditanda 100%
n Trotoar tanganinya tanganinya
Complete Kesepakat Kesepakat
Street Di an Bersama Bersama
Kawasan pemanfaat Pemanfaat
Blok M an lahan an lahan
parkir parkir
PERURI PERURI
untuk
mendukun
g KTT
ASEAN
Penyelengga | Tersampaika - Dilaksana | Tersampai 100%
raan SJUT nnya hasil kannya kannya
(Biro Pemba | pembahas rapat hasil
ngunan dan | an Draft pembahas | pembahas
Lingkungan Revisi an Penye an Draft
Hidup) Keputusan lesaian Revisi
Gubernur Pembangu | Keputusan
Penyelengga nan SJUT Gubernur
raan SJUT untuk ruas | Penyeleng
jalanyang | garaan
belum SIUT
terbangun
(Mei)
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Rencana Aksi

Kriteria

Keberhasilan

B06
Dilaksana
kannya
rapat
pembahas
an Draft
Revisi
Keputusan
Gubernur
penunjuka
n lokasi
Penyeleng
garaan
SJUT

Pembangun
an Akses
menuju
Depo MRT
East-West

Terselesai
kannya
bottleneck
pembangun
an jalan
akses Depo
MRT

Dilaksana
kannya
koordinasi
terkait
percepata
n
pembangu
nan akses
jalan
meuju
Depo MRT,
terkait
desain,
andalalin,
dll

100%

g. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan
Rendah Karbon
1) Persentase penyelesaian KSD Perbaikan kualitas

lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

rencana aksi

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Perbaikan kualitas lingkungan hidup Sub KSD Mitigasi dan

Adaptasi Bencana Iklim

Tabel 111.21
Rencana Aksi KSD Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup
Sub KSD Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim

Rencana Aksi Krltena? Target Capaian
Keberhasilan BO3 B0O6 B0O9 B12

Monitoring Tersedianya Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana 100%

implementa | laporan hasil nya nya nya

sidan Monitoring Monitor Monitor Monitor

evaluasi Tim | implementa ing dan ing dan ing dan

Kerja MABI sidan Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Evaluasi pelaksanaa | pelaksanaa | pelaksanaa
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Rencana Aksi Kriteria? Target

Keberhasilan B0O6 BO9 B12
pelaksanaan n Pergub n Pergub n Pergub
Pergub Nomor 90 Nomor 90 Nomor 90
Nomor 90 Tahun Tahun Tahun
Tahun 2021 2021 2021 2021
tentang tentang tentang tentang
RPRKD RPRKD RPRKD RPRKD
untuk untuk untuk untuk
Mitigasi dan Adaptasi Adaptasi Adaptasi
Adaptasi Perubahan | Perubahan | Perubahan
Perubahan Iklim Iklim Iklim

Iklim

Penyusunan Reviu/ Draft Penetapan 100%
Ingub evaluasi rancangan | Ingub
tentang Ingub 17 Ingub tentang
Pengendali tentang Pengendali
an Dampak Pengendali | an Dampak
Bencana an Dampak | Bencana
Iklim Bencana Iklim
(turunan Iklim

Pergub 90
dan revisi/

perpanjanga

n Ingub 17)

r. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai
Tambah
1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan pariwisata dan
ekosistem ekonomi kreatif
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD

Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif

Tabel 111.22
Rencana Aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
Sub KSD Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif

Rencana Aksi Krltena? Target Capaian
Keberhasilan BO3 B0O6 B0O9 B12
Penyelengga | Terselenggar | Terselengg | Tersusunn | 1. 100%
raan rangkai | anya aranya ya laporan | Tersusun
an acara dukungan Kick-Off Pelaksanaa | nya Draf
Keketuaan terhadap Keketuaan | n Joint Decla
ASEAN 2023 | rangkaian ASEAN Dukungan | ration
acara 2023 Rangkaian | Meeting of
Keketuaan Acara Governors
ASEAN 2023 Keketuaan | and
ASEAN Mayors of
2023 ASEAN
Capitals
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Kriteria Target
Keberhasilan BO6 B09

(MGMAC)
dan ASEAN
Mayors
Forum
(Juli)

2. Laporan
Pelaksanaa
n Meeting
of
Governors
and
Mayors of
ASEAN
Capitals
(MGMAC)
dan ASEAN
Mayors
Forum
(Agustus)

Rencana Aksi

s. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi
Pembelajaran Sepanjang Hayat.

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas
pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan

Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan

pendidikan.
Tabel 111.23

Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan

Rencana Aksi Krltena? Capaian
Keberhasilan BO3 B0O6 B0O9 B12
Monitoring Tersedianya Tersediany | Tersediany | Tersediany 100%
dan Evaluasi | Laporan a Laporan a Laporan a Laporan
Hasil Hasil Moni | Hasil Moni | Hasil Moni
Monitoring toring dan | toring dan | toring dan
dan Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Sub Kegiatan Sub Sub Sub
Srategis Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Daerah Srategis Srategis Srategis
Daerah Daerah Daerah
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. Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan

Masyarakat

1) Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan
yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati
Merupakan realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian
rencana aksi Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh
Walikota/Bupati

Tabel I11. 24
Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan
Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati

Rencana Aksi

Kriteria
Keberhasilan

Penyediaan | Tersedianya Tersediany | Tersediany 100%
Kolaborator | Kolaborator acalon a

untuk Pilot dan PKS Kolaborato | Kolaborato
Project untuk Pilot r Penataan | rdan PKS
Penataan Project Permukim | untuk Pilot
Kawasan Penataan an Project
pada RW Kawasan Penataan
Kumuh pada RW Kawasan
(BIRO KERJA | Kumuh pada RW
SAMA Kumuh
DAERAH) (Juli 2023)

2. Sasaran Khusus

a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif
dengan indikator Opini laporan keuangan merupakan pernyataan
profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI
Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem
pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan
pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%),
WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)). Pada tahun 2023, target atas
Opini Laporan Keuangan yaitu bernilai 3 dengan Predikat WTP, berhasil
direalisasikan dengan nilai opini 3, sehingga indikator tersebut berhasil
meraih capaian sebesar 100%.

b. Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan

Jasa dengan indikator Persentase Pemanfaatan E-Order merupakan
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jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran

kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk

galon, kopi, teh, gula, dst.). Memiliki target sebesar 100% pada tahun 2023,

berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian yang berhasil

diperoleh sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10 Biro dan secara

keseluruhan memperoleh capaian 100%.

. Terimplementasinya Rencana Strategis Komunikasi Publik untuk Program-

Program Umum dan Unggulan Perangkat Daerah dengan indikator

Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program

unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat

krisis komunikasi program mencakup 4 hal, yaitu :

1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau
program umum Perangkat Daerah.

2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.

3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi
pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.

4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media
internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar
ruang.

Metode pengukurannya menggunakan penghitungan sebagai berikut :

1) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program
unggulan atau program umum per triwulan.

2) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi
komunikasi per triwulan.

3) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan
komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung)
dalam kurun waktu <6 jam.

4) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial
plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media
massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Pada tahun 2023, indikator ini memiliki target capaian sebesar 100%,

berhasil direalisasikan 100%, sehingga capaian yang berhasil diperoleh

sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10 Biro dan meraih capaian 100%

secara keseluruhan.
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d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Provinsi DKI Jakarta dengan indikator predikat SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2023 merupakan Nilai/Predikat diperolen dan hasil evaluasi
implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan target nilai
tahun 2023 yaitu nilai 82.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi
SAKIP pada 42 Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
dimana Sekretariat Daerah memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SAKIP
sebesar 89,95 dengan predikat A, sehingga capaian yang berhasil
diperoleh atas predikat SAKIP Tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

. Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah dengan indikator

Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif adalah terselesaikanya
Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah
(UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Unit Pengolah adalah satuan
kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab
mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di
lingkungannya, vyaitu Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku
Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT. Unit Kearsipan adalah satuan
kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan kearsipan, Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai
berikut : Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,
Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum dan
Administrasi Setda.

Metode pengukurannya yaitu melakukan perhitungan terhadap jumlah Unit
Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada unit Kearsipan (UK) II
dibagi jumlah Unit Pengelola (UP) pada organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dikali 100%. Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten
sesuai dengan urusannya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP
menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK

melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan
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dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Biro-Biro selaku UP melaporkan ke
Asisten masing-masing sesuai urusan.

Pada tahun 2023 target atas Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif
yaitu sebesar 100%, memperoleh realisasi sebesar 100% sehingga
capaian atas indikator tersebut sebesar 100%. Indikator ini diampu oleh 10

Biro dan meraih capaian 100% secara keseluruhan

. Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data

daerah dengan indikator Persentase progress pengumpulan data sesuai
daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur merupakan hasil pengumpulan data sesuai daftar
data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada

Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Metode pengukuran :

[ Jumlah data terkumpul ke walidata ]
23 100%

[ Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu }

pengumpulan pada TW tersebut

. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akutabel

dengan indikator Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan

Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD merupakan Capaian Hasil

Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD

berupa Gedung dan Bangunan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan

Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi

Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui

Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali Indikator ini hanya diampu

oleh Biro Umum dan Administrasi Setda. BMD yang selesai diinventarisasi

adalah :

1) BMD tidak ada berupa non fisik.

2) BMD tidak ada berupa fisik.

3) BMD ada, bagian dari aset induk.

4) BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label
dan scan QR Code.

Metode pengukuran yang digunakan mencakup 3 hal, yaitu :
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1) Persiapan 10%

a) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim

Inventarisasi

b) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
2) Pelaksanaan 75%

a) Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi
3) Pelaporan 15%

a) Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

b) Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)

c) Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM)

. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan indikator
Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk
Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil
Produksi Dalam Negeri merupakan Jumlah realisasi belanja barang/jasa
dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk
dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi
dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja
modal (kecuali tanah). Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa
termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia
ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk
dalam negeri (self declare). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan
dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri memiliki target sebesar
80% di tahun 2023. 9 dari 10 Biro yang mengampu indikator tersebut
berhasil memenuhi target dengan capaian 100%. Sementara itu hanya 1
Biro, yaitu Biro Hukum vyang realisasinya sebesar 61,57%, belum
tercapainya target atas indikator tersebut dikarenakan hal-hal berikut :
1) Ketidaksesuaian komponen harga TKDN dalam pembelian laptop dan

kamera, karena dibutuhkan segera dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi maka tidak dilaksanakan perubahan.
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2) Dokumen tenaga ahli dan narasumber belum terupload dalam sistem

TKD dikarenakan dalam proses kelengkapan tanda tangan.

I. Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dengan indikator
persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun merupakan
terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun
untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat
BPSDM.Jakarta.go.id, realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan
Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Metode Pengukuran.

[ Jumlah data terkumpul ke walidata Simdiklat ]

% | 100%

Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan
Desember Triwulan 4

j. Meningkatnya Manajemen Pengetahuan dengan indikator Persentase

penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan adalah terselesaikanya
Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id.

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan
(wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan
November Triwulan 4). Semua Biro berhasil memperoleh nilai capaian

sebesar 100% atas indikator tersebut.

. Implementasi Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator persentase

Implementasi Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui
pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan
penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi
Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai). Struktur Manajemen
Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan
KepalaUnit Pemilik Risiko (UPR) pada Perangkat Daerah terdiri dari :

1) Pemilik Risiko
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2) Koordinator Risiko

3) Manajer Risiko

Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah

Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang

ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Proses

Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat

dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu :

1) Komunikasi dan konsultasi

2) Penetapan konteks

3) Penilaian risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko)

4) Penanganan risiko

5) Pemantauan

Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir

Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan

Formulir penanganan Risiko. Output sasarannya yaitu :

1) Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan
Unit Pemilik Risiko (UPR).

2) Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit
Kepatuhan Internal

3) Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko

4) Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5) Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Target yang ditetapkan atas indikator Persentase Implementasi Penerapan

Manajemen Risiko sebesar 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100%

oleh 10 Biro, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu

sebesar 100%.

. Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dengan

indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

merupakan konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan yang

dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran

dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Pembobotan Nilai Kinerja

atas Aspek Implementasi yang dihasilkan yaitu :

1) <60 =Rendah
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2) >60s.d 70 = cukup

3) >70s.d 90 = Baik

4) > 90 s.d 100 = Sangat Baik

Target yang ditetapkan atas indikator tersebut sebesar 71%, berhasil
direalisasikan dengan persentase diatas target oleh 10 Biro, sehingga
capaian yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%.
.Terlaksananya Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelaksanaan
Fasilitasi Perjalanan Dinas adalah Persentase perbandingan kolaborasi
yang terimplementasi dibandingkan usulan kolaborasi yang masuk dan
sudah terverifikasi. Kolaborasi adalah bentuk kegiatan yang dilakukan
perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi
sinergi, nota kesepakatan, kesepakatan bersama dan perjanjian kerja
sama. Terimplementasikan adalah ketika kolaborasi telah difasilitasi oleh
Biro KSD. Dengan ukuran indeks :

1) Angka 1 : Tidak Puas

2) Angka 2 : Kurang Puas

3) Angka 3: Puas

4) Angka 4 : Sangat Puas

Indeks Kepuasan Pelaksanaan Fasilitasi Perjalanan Dinas adalah indikator
yang hanya diampu oleh Biro Kerja Sama Daerah dengan target indeks 4,
berhasil direalisasi sesuai target, sehingga capaian atas indikator tersebut
sebesar 100%.

. Terlaksananya Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk Nusantara 2023
dengan indikator jumlah Audience Kegiatan Jakarta : Jadi Karya Untuk
Nusantara 2023 adalah Jumlah Audience / Viewer Kegiatan Jakarta : Jadi
Karya untuk Nusantara 2023 dengan target di tahun 2023 sebanyak 6
(enam) juta viewer dan berhasil meraih viewer sebanyak 7.596.374,
sehingga capaian atas target indikator tersebut sebesar 100%.

. Terselesaikannya dan terpublikasikannya penyaluran belanja hibah kepada
organisasi kemasyarakatan/ keagamaan dan tempat ibadah di Provinsi DKI
Jakarta dengan indikator jumlah organisasi kemasyarakatan/keagamaan
dan tempat ibadah penerima belanja hibah merupakan jumlah laporan

pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada  organisasi
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kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah merupakan jumlah
laporan pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada organisasi
kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah. Target yang ditetapkan
pada tahun 2023 yaitu 4 laporan, dapat direalisasikan sebanyak 4 laporan,

sehingga capaian bernilai 100%.

3. Sasaran Operasional

a.

Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur dengan Indikator
Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur
merupakan jumlah realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan
melalui media leketronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi jumlah TL
Arahan Gubernur dikali 100% pada tahun 2023 berhasil direalisasikan
sebesar 100% oleh 10 Biro.

. Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat dengan indikator

Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan
Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan
Masyarakat dikali 100% juga berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10
Biro.

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan eksternal (BPK) dengan indikator Persentase progress
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
eksternal (BPK) berhasil direalisasikan sebesar 100% oleh 10 Biro.
Perhitungan atas indikator tersebut dihitung dengan menggunakan metode

pengukuran sebagai berikut :

90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005
dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat

Daerah dan UKPD dibawah koordinasinva
(& J
9% | 100%
s D

jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari
LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

1.

Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa untuk

mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi
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D

menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024
perlu ditetapkan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang
berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026. Oleh karena Tahun 2023 merupakan tahun awal dari penetapan
rencana pembangunan daerah, maka perbandingan kinerja dengan tahun
sebelumnya pada periode tersebut belum dapat dilakukan. Namun, ada
beberapa indikator yang menjadi IKU Perangkat Daerah pada periode 2018-
2022.
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Tujuan /

Sasaran

Indikator
Tujuan
Sasaran

Tabel 111-25

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Periode 2018-2022

Periode 2023-2026

=

Target Target | Realisasi Readlisasi | Target | Realisasi Realisasi Realisasi

Peningkatan Nilai Komponen - - - - - - - - - - 369 37,0 378 - 39.15 - 40.73 -
Dukungan Teknis, | Pengukuran dan
Administrasi, dan | Pelaporan pada
Analisis Evaluasi AKIP
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah
1) Percepatan, Skor EKPPD 3,100 3,105 3,150 | 31712 | 3,200 | 3,2374 | 3,250 3,60 3,300 N/A 4047 N/A 4128 - 4211 - 4.295 -
Pengendalian,
dan  Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
2) Penataan, Indeks  Kualitas 2 3 2 N/A 23 - 2,5 - 28 -
Penyusunan, Kebijakan
dan Pembentukan
Harmonisasi Produk  Hukum
Produk Hukum | Daerah
Daerah
3) Perbaikan Nilai PMPRB 85 85,43 92 91,57 97 96,67 95,5 N/A 93 - 94 - 95 -
Proses  Bisnis | Provinsi DKI
dan Tata Kelola | Jakarta
Organisasi
Perangkat
Daerah  yang
Dinamis
4) Peningkatan a. Persentase 100% 100% 100% - 100% - 100% -
Kualitas Fasilitasi
Layanan Pelayanan
Pimpinan dan Kepala Daerah
Pengadministra yang terlaksana
sian Sekretariat dengan baik
Daerah b. Persentase 80 100% 85 - 90 - 100 -
Kepuasan
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Pelayanan

Kompleks
Balaikota dan
Rumah  Dinas
Pimpinan yang
terlaksana
dengan baik
5) Pelaksanaan a. Persentase 50 100% 55 70 -
Fasilitasi  dan Kerja  Sama
Evaluasi yang
Penyelenggara terimplementa
an  Kolaborasi Si
danKerjaSama | b. Persentase 50 100% 55 70 -
Daerah Kolaborasi
yang
terimplemen
tasi
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2. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah
Apaila realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi, akan tampak seperti tabel 111.7 berikut ini :

Tabel 111.26
Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran Renstra

Tujuan /
Sasaran

st "N N N "
Sasaran

Peningkatan Nilai Komponen 369 37,0 378 - 39.15 - 40.73
Dukungan Teknis, | Pengukuran  dan
Administrasi, dan | Pelaporan pada
Analisis Evaluasi AKIP
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah
Daerah
1) Percepatan, Skor EKPPD 4047 N/A 4128 - 4211 - 4295 -
Pengendalian,
dan  Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangunan
2) Penataan, Indeks Kualitas 2 N/A 23 - 25 - 28 -
Penyusunan, Kebijakan
dan Pembentukan
Harmonisasi Produk Hukum
Produk Hukum | Daerah
Daerah
3) Perbaikan Nilai PMPRB Provinsi 92 N/A 93 - 9% - 95 -
Proses  Bisnis | DKlJakarta
dan Tata Kelola
Organisasi
Perangkat
Daerah  yang
Dinamis
4) Peningkatan c. Persentase Fasilitasi | 100% 100% 100% - 100% - 100% -
Kualitas Pelayanan Kepala
Layanan Daerah yang
Pimpinan dan terlaksana dengan
Pengadministra baik
sian Sekretariat | d. Persentase 80 100% 85 - 90 - 100 -
Daerah Kepuasan
Pelayanan
Kompleks
Balaikota dan
Rumah Dinas
Pimpinan yang
terlaksana dengan
baik
5) Pelaksanaan C. Persentase  Kerja 50 100% 55 - 60 - 70 -
Fasilitasi  dan Sama yang
Evaluasi terimplementasi
Penyelenggara | d. Persentase 50 100% 55 - 60 - 70 -
an Kolaborasi Kolaborasiyang
dan Kerja Sama terimplementasi
Daerah
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Penjelasan atas tabel 111.25 adalah sebagaimana berikut ini :

a.

Pengukuran terhadap indikator Nilai komponen pengukuran dan pelaporan
pada Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta baru dilakukan
pada tahun 2023, sehingga perbandingan capaian terhadap indikator untuk

periode sebelumnya belum dapat dilakukan.

. Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status
Kinerja Penyelenggaraan Pemerientah Daerah secara nasional tahun 2022
dan 2023. Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi
terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah realisasi
yang menjadi capaian target pada tahun 2021. Pengukuran terhadap realisasi
capaian target indikator Skor EKPPD tahun 2023 dan 2022 belum dapat dinilai
capaiannya dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengukuran terhadap indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan
Produk Hukum Daerah baru dilakukan sejak tahun 2022, sehingga capaian
pada tahun 2023 hanya dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2022.

. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dimulainya perhitungan terhadap Nilai

PMPRB Provinsi DKI Jakarta sehingga perbandingan terhadap capaian atas
indikator Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta hanya dapat dilakukan selama 4
tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

. Indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana

dengan baik merupakan indikator sasaran Peningkatan Kualitas Layanan
Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah yang baru ditetapkan
untuk periode 2023-2026. Dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun awal
penetapan indikator tersebut sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Indikator kedua atas sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan
Pengadministrasian Sekretariat Daerah vyaitu Persentase Kepuasan
Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana
dengan baik merupakan indikator sasaran yang juga ditetapkan untuk periode
2023-2026 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

karena tahun 202 merupakan tahun awal penetapan indikator tersebut.

. Indikator Sasaran Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan

Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah terdiri dari 2 indikator, yaitu Persentase
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Kerja Sama vyang terimplementasi dan Persentase Kolaborasi yang
terimplementasi merupakan indikator sasaran yang ditetapkan untuk periode
2023-2026. Dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun awal penetapan
indikator, sehingga kedua indikator tersebut tidak dapat diperbandingkan

dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional dapat dijelaskan

sebagaimana berikut ini :

a. Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan Nilai Komponen
Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah sebesar 81,06
dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi
akuntabilitas kinerja “memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan juga unit
kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi hasil. Adapun rincian hasil evaluasi atas komponen yang dinilai
adalah sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja 25,56
Pengukuran Kinerja 24,41
Pelaporan Kinerja 12,59
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 18,50

Sesuai dengan rincian hasil evaluasi tersebut, indikator tujuan Nilai Komponen
Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP bernilai 37,00.

Berikut ini merupakan 21 Pemerintah Daerah Penerima Apresiasi Hasil
Evaluasi AKIP dengan Predikat AA dan A.

Tabel 27
Penerima Apreasi Hasil Evaluasi AKIP
Pemerintah Daerah ‘ Predikat AKIP
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta AA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

> | > | > | >

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
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Pemerintah Daerah ‘ Predikat AKIP

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan A

Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Madiun

Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Yogyakarta

Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pemerintah Kabupaten Gresik

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pemerintah Kabupaten Ngawi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

> | > | > | > > > > > > >|> > > >|>

Pemerintah Kabupaten Sleman

b. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Dimana hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri
belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan
Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional atas
penilaian capaian kinerja daerah tahun 2022 dan 2023, sehingga belum dapat

dilakukan perbandingan dengan target nasional

. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan

Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum
Daerah hingga saat ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait sehingga

belum dapat dilakukan perbandingan dengan target nasional

. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang

Dinamis dengan indikator sasaran yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta
bahwa dengan adanya perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan
evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga nilai
PMPRB Tahun 2023 adalah N/A dan tidak diperbandingkan dengan capaian

secara nasional
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e. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat

Daerah memiliki 2 indikator, yaitu :

1) Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan
baik tidak diperbandingkan dengan capaian secara nasional.

2) Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas
Pimpinan yang terlaksana dengan baik tidak diperbandingkan dengan
capaian secara nasional.

f. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja

Sama Daerah memiliki 2 indikator, yaitu :

1) Persentase Kerja Sama yang terimplementasi tidak diperbandingkan
dengan capaian secara nasional.

2) Persentase Kolaborasi yang terimplementasi tidak diperbandingkan

dengan capaian secara nasional.
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C. REALISASI ANGGARAN

besaran alokasi dan realisasi anggaran untuk setiap sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 (lima) Sasaran sebagaimana yang ditetapkan pada tahun 2023, maka

Program

Anggaran

Realisasi

Tabel 111.28
Realisasi Anggaran

Peningkatan
Kualitas
Layanan
Pimpinan dan
Pengadministra
sian Sekretariat
Daerah

iat Daerah

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

1.966.788.091.684

1.879.876.932.769

Kegiatan Anggaran Realisasi Sub Kegiatan Anggaran Realisasi
Administrasi 610.663.500.826 588.713.495.833 Penyediaan Gaji dan 610.612.001.966 588.662.595.833
Keuangan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah Pelaksanaan 51.498.860 50.900.000

Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Administrasi 1.037.202.969 910.041.295 Pengadaan Pakaian Dinas 1.037.202.969 910.041.295
Kepegawaian Beserta Atribut
Perangkat Daerah Kelengkapannya
Administrasi Pendidikan dan Pelatihan
Kepegawaian Pegawai Berdasarkan
Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi
Administrasi 15.263.328.958 13.625.752.192 Penyediaan Komponen 785.855.958 734.008.812

Umum Perangkat
Daerah

Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4.027.263.258

3.879.436.175

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

17.352.841

17.336.535

Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

2.751.516.858

2.541.058.800

Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

701.293.681

462.452.300

Penyediaan
Bahan/Material

1.971.849.500

1.902.500.342

Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.607.443.080

1.359.844.000
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Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Anggaran
3.200.833.900

Realisasi

2.532.471.000

Penatausahaan Arsip 99.388.000 99.098.000
Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan 100.531.882 97.546.228

Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

13.733.439.751

12.760.045.041

Pengadaan Mebel

2.156.590.944

1.819.446.340

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

11.576.848.807

10.940.598.701

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

62.630.825.758

61.592.596.839

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

137.287.756

135.001.785

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

26.648.631.310

26.176.902.417

Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

2.447.709.840

2.373.895.626

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

33.397.196.852

32.906.797.011

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

21.778.401.119

20.373.847.438

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

1.857.170.015

1.779.234.532

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

427.911.753

401.742.972
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Sasaran

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Anggaran

Kegiatan

Anggaran

Sub Kegiatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Anggaran
9.126.469.647

8.621.753.571

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

9.693.500.047

9.040.129.548

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

673.349.657

530.986.815

Administrasi
Keuangan dan
Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

69.381.957.493

67.818.861.108

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

69.381.957.493

67.818.861.108

Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

11.354.943.406

10.417.509.719

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

2.340.400.000

2.035.727.500

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah

9.014.543.406

8.381.782.219

Fasilitasi Materi 697.200.000 697.200.000 Penyiapan Materi 225.600.000 225.600.000
dan Komunikasi Pimpinan
Pimpinan . .
Fasilitasi Komunikasi 471.600.000 471.600.000
Pimpinan
Fasilitasi 23.854.379.724 21.542.247.206 Fasilitasi dan Koordinasi 21.877.766.942 19.716.200.238

Keprotokolan

Pelaksanaan Acara

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

702.721.220

687.851.350

Pengelolaan Hubungan
Keprotokolan

1.273.891.562

1.138.195.618

Perbaikan
Proses Bisnis

58.144.311.853

51.211.591.715

98.400.000

97.700.000

Fasilitasi Penataan
Kelembagaan Provinsi

66.000.000

65.300.000

111-96




Sasaran Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi Sub Kegiatan Anggaran Realisasi
dan Tata Kelola | pROGRAM Fasilitasi Penataan Analisis Jabatan | 32.400.000 32.400.000
Organisasi PENATAAN Kelembagaan dan
Perangkat ORGANISASI Analisis Jabatan
Daerah yang
Dinamis Fasilitasi Reformasi | 1.140.393.005 1.137.222.010 Pembinaan Pelaksanaan 255.249.579 254.689.695

Birokrasi dan Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas - .
Kineria Monitoring dan Evaluasi 24.700.000 24.700.000
inery Akuntabilitas Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan 69.043.426 66.432.315
Budaya Kerja
Pengelolaan Tatalaksana 657.750.000 657.750.000
Pemerintahan
Fasilitasi Peningkatan 133.650.000 133.650.000
Pelayanan Publik
Penataan, PROGRAM 6.002.847.074 5.732.752.695 Fasilitasi 663.267.106 631.601.131 Fasilitasi Penyusunan 220.100.000 208.530.000
Penyusunan, FASILITASI DAN Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
dan KOORDINASI Perundang-
Harmonisasi HUKUM Undangan Fasilitasi Penyusunan 90.100.000 88.440.000
Produk Hukum Produk Hukum Penetapan
Daerah Pendokumentasian Produk | 353.067.106 334.631.131
Hukum dan Naskah Hukum
Lainnya
Fasilitasi Bantuan 2.006.522.878 1.918.974.651 Fasilitasi Penyelesaian 1.692.802.878 1.607.574.651
Hukum Masalah Hukum
Fasilitasi Penyelesaian 313.720.000 311.400.000
Masalah Non Litigasi dan
HAM
Percepatan, PROGRAM 238.313.717.672 190.614.110.874 Pelaksanaan Tugas 69.991.465.000 55.241.452.779 Pengelolaan Administrasi 4.844.743.500 4.840.525.000
Pengendalian, PEMERINTAHAN Pemerintahan Kebijakan Pemerintahan
dan Evaluasi DAN OTONOMI Fasilitasi Pelaksanaan 65.015.681.500 | 50.269.887.779
Pelaksanaan DAERAH .

" Pemerintahan Umum
Kebijakan
Pembangunan Fasilitasi Penataan Wilayah | 131.040.000 131.040.000

Pelaksanaan 1.108.274.629 828.050.350 Pengembangan Otonomi 876.998.556 612.840.000
Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
Evaluasi dan 231.276.073 215.210.350

Penyelenggaraan
Pemerintahan
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Sasaran

Program

Anggaran

Realisasi

Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Sub Kegiatan

Realisasi

Fasilitasi Kerja
Sama Daerah

26.122.773.414

23.233.651.837

Fasilitasi Kerja Sama Antar
Pemerintah

Anggaran

1.551.845.000

1.339.650.000

PROGRAM
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

446.397.590.765

431.351.204.346

Fasilitasi 444.400.090.765 429.358.734.346 Fasilitasi Kelembagaan 444.400.090.765 429.358.734.346
Pembinaan Mental Bina Spiritual
Spiritual
Fasilitasi 483.240.000 482.080.000 Fasilitasi, Koordinasi, 128.140.000 126.980.000
Pengembangan Sinkronisasi, Evaluasi dan
Kesejahteraan Capaian Kinerja Kebijakan
Rakyat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat
Dasar Bidang Pendidikan
Fasilitasi, Koordinasi dan 252.700.000 252.700.000
Sinkronisasi, Evaluasi dan
Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesehatan
Fasilitasi, Koordinasi dan 102.400.000 102.400.000
Sinkronisasi, Evaluasi dan
Capaian Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial
Fasilitasi 273.890.000 273.115.000 Koordinasi dan 175.770.000 174.995.000
Pengembangan Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Kesejahteraan Rakyat
Rakyat Non Bidang Kepemudaan,
Pelayanan Dasar Olahraga, Kebudayaan,
dan Pariwisata
Koordinasi dan 98.120.000 98.120.000

Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Tenaga
Kerja
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Sasaran Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi Sub Kegiatan Anggaran Realisasi
PROGRAM 3.101.357.760 2.770.371.300 Pengelolaan 3.101.357.760 2.770.371.300 Fasilitasi Pengelolaan 3.101.357.760 2.770.371.300
PEREKONOMIAN Kebijakan dan Kebijakan Ekonomi Makro
DAN Koordinasi
PEMBANGUNAN Perekonomian
PROGRAM 120.629.120 95.000.000 Pengendalian 37.000.000 12.000.000 Pengendalian Administrasi 37.000.000 12.000.000
KEBIJAKAN Administrasi Pelaksanaan
ADMINISTRASI Pelaksanaan Pembangunan APBD
PEMBANGUNAN Pembangunan
Daerah
Pelaporan 83.629.120 83.000.000 Pelaporan Pelaksanaan 83.629.120 83.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan PROGRAM 58.144.311.853 51.211.591.715 Fasilitasi Kerja 26.122.773.414 23.233.651.837 Fasilitasi Kerja Sama Dalam | 4.339.234.894 3.605.114.081
Fasilitasi dan PENATAAN Sama Daerah Negeri
Evaluasi ORGANISASI
Penyelenggaraa Fasilitasi Kerja Sama Luar | 20.231.693.520 | 18.288.887.756
n Kolaborasi

dan Kerja Sama
Daerah

Negeri
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BAB IV PENUTUP

. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi mengenai gambaran umum dan capaian Kkinerja
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diuraikan secara sistematis mulai Bab |
sampai dengan Bab Ill, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai
berikut :

1. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah
pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman
strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026
sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala
Daerah serentak pada tahun 2024.

3. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 dapat dilihat dari
pencapaian target indikator kinerja atas 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran yang
ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023-
2026 dengan menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
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&
4. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang

diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan baik.
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Lampiran  Peraturan Gubernur Daerah
Khusus Ibukpta Jakarta

Nomor 150 TAHUN 2019
Tanggal 31 pesember 2019

1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

SEXKRETARIS
DAERAH
ASISTEN
ASISTEN PEMBANGURAN Esﬁi%%'ﬂﬁm
PEMERINTAHAN DAN LINGKUNGAN
RAKVAT
HIDUP
BIRG
BIRO
PEMBANGUNAN
DAN LINGKUNGAN ms%mm
HIDUFP
BIRG PENDIDHEAN
— BIRED HUELM AN MENTAL
SPIRIFTLIAL
BIRG ORGANISASI
— DAN REFDRMAS]
BIEOKREAS]
BIRO KEPALA
DARRAH

BIRO UMUM DAN
ADMINISTRASI
SEKRETARIAT
DAERAH

2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN

PALA BIRG
BAGIAN
KEWILAYAHAN
SUBBAGIAN
DEMBINAAN
KEWILAYAHAN
SUBBAGIAN
DEKONSENTRASI SUBBAGIAN
s : PENATAAN DiAN SUBBAGIAN TATA
BAS TEMBANTUAN| o EMBANGAN T PRAJA #i
DAERAH WILAYAH
SUBBACLAN TATA SUBBAGIAN SUBBAG
LEMBAGA | IAN TATA
USAHA KEMAG AR PRAJA I




3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM

KEPALA BIRG
o AR
M%IEAEUPN]E%G- BAGIAN PELAYANAN BAG %NU &lﬁﬁm HA{}EUABLI MA%I ,
UNDANGAN HURKUM DOKUMENTASI
BPAGLAN PERATURAN]
o EUNDANG suBBAGIAN
PEMERINTAHAN DAN Pﬁlﬁﬂg&ﬂﬁw
TR
UNDANGAN BIGANG HUKUM 1
PEREKONOMIAN DAN
GAN
PR AN
SUEBAGLIAN SUBBAGIAN
— UNDARC AN SIBANG PELAYANAN - BANTUAN
FEMBANGUNAN DAN HUKUM 111 HUKUM 0
LINGRUNGAN HIDUP
FO
FU O

4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO ORGANISAS DAN REFQRMASI BIROKRASI

PALA BIRQ
BAGIAN BAGIAN ANALISIS BAGIAN BAGLAN REFORMAS]
KELEMBAGAAN JABATAN TATALAKSANA PRI AT AN AN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN g SUBBAGIAN SISTEM SUBPAGIAN
| KELEMBAGAANI RN DAN PROSEDUR D RORMAS]
SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS STANDARISASI BA
KELEMBACGAAN 11 JABATAN I SARANA KERJA DAN PELAT A PUBLIK
A RUANG KERJ
SUEBAGIAN SUBBAGIAN ANALJ UEBEA SUBBAGIAN
| HKELEMPBACGAAN 1l BJiEﬁTﬁN i s Sheis T TA ﬂmﬁ}"qﬁ‘ﬁﬁrﬁ

UN O




5 BAGAN “T" UKTUR ORGANISASI BIRO KEPALA DAERAH

KEEPALA BIRD
|
BAGIAN BAGIAN PATIAN NASKAH
ADMINISTRAS]T BAGIAN PROTOKDL D
SR PERSIDANGAN INAS
SUBBAGIAN
PERSURATAN DAN
HEARSIFAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGLAN
FPENGETIKAN DAN
ﬁDM](I_‘}JIIJSTR{ﬁSI E-FEKIL FERSIDANGAN IT PENARLIKAN
SUBBAGIAN TATA
ISAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

6. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA BIRO
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN PROGRAM,
MINISTRASI
BAGIAN RUMAH PENGAMANAN, A AS KEUANGAN DAN
TANGGA PELAYANAN DAN DAERAH DAR DS ASET SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
AN SUBBAGIAN AGIAN,
GEDUNG PENCAMANAN GALAM SERETAMS DaBRAH
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN MINT I DEPUTI
JARINGAN LISTRIK ﬁDGUEﬁESSIRAS F;MIRNDMN
SUBBAGIANJARINGAN |  ppp SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA
AIR DAN SARARLARAND USAHA BIRO DAN
TELEKDMONIKAS] RAp A KEPEGAWAIAN SETDA

—-—K .
JABATAN

UNGSICNAL




7. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN

KEPALA BIRC
IAN PARTWISAT. GIAN
DAG I{I';.IEM, SATA, PERI-?GBUNGAN, BAGIAN PANGAN DAN] | BAGIAN KEUANGAN
PERINDUSTRIAN DAN| [ TENAGA KERJA DAN EKGNOMI DAERAH DAERAH
PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL
SUBBAGIAN
PERINDUSTRIAN DAN SUBEP“GL"*"RE&DNDMI
PERDAGANG AN
KELOMPOK
SABATAN
FUNGS ONAL

8 BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] BIRO KERJA SAMA DAERAH

PALA BIRO
IAN KERJA SAMA
DALAM NEGERI DAN  BAGIAN KERJA SAMA BAGIAN KERJA SAMA|  [BAGIAN PERJALANAN
FASILITASI KORPS LUAR NEGERI PIHAK KETIGA DINAS
DIPLOMATIK
SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN
DAERAH SAMA PEMERINTAH - SAMA PERSEORANGAN| | _ ADMINISTRASI
BERBATASAN DAERAH LUAR NEGERI DAN LEMBAGA LAIN PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN KERJA
SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN
S P REAERAN TIDAK SAMA ORGANISASI — . SAMA PERGURUAN | | KEUANGAN
CEMB A AN DAN INTERNASIONAL TINGGI DAN YAYASAN PERJALANAN DINAS
SUHBAGIAN FASILITAS] SUBBAGIAN KERJA
SUBBAGIAN KERJA SUBBAGIAN TATA
KORPS DIFLOMATIK SAMA LEMBAGA LUAR | SAMABADAN USAHA | S USAHA
PO

LDNGEIONAL




9 BAGAN

RUKTUR ORGANISAS! BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

PALA BIRO
BAGIAN
BAGIAN PENATAAN BAGLAN
BAGIAN PEXERJAAN | IRGANG, CIFTA KARYA NGEUNCAI HIDUP PEMBANGUNAN
DAN PERTANAHAN TERBUKA St iU KOTA
SUBBAGIAN
UBBAGIAN PENATAA
SUEBACIAN BINA AGLAN PENA SUBBAGIAN PEMANTAUAN
RKUNGAN HIDUP PROGRAM
MARGA, PERTANAHAN LINGHUN v PEMBANGUNAN
BAGIAN SUMBER SUBBAGIAN
S4B DAYA AIR KEBERSTHAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN CIFTA SUBBAGIAN RUANG SUBBAGIAN TATA
INFRATRUKTUR EARYA DAN
TRANSPORTASI PERUMAHAN TERBUKA HIJAU USAHA
PG
JABATAMN
NGSION
10, BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRD KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEPALA BIRD
BAGIAN
BAGIAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN,
BAGIAN KESEHATAN KEPEMUDAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
OLAHRACA DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
PEMBEBEAL AN
SUBBAGIAN
susmm};{y KESEHATAN PERLINDEN AN DAN H JAsTaRaRaT
KELUARGA BERENCANA
SUPBACIAN FELAYANAN o SR AV AAN DAN | PERDERDAYAAN
JAMINAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK
HUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGENDALIAN
MASRGENDALIAN KEPEM UDAAN DAN SUBBAGIAN TATA USAHA

RELG PO
JABATAN
NGSIONAT




11. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRQ PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL

PALA BIRO

BAGIAN KEBUDAYAAN,

BAGIAN MENTAL
BAGIAN PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN SPIRTCAL
SUBBAGIAN PENDIDIKAN SUBBAGIAN | susBAGIAN LEMBAGA
DASAR KEBUDAYAAN MENTAL SPIRITUAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PRASARANA
SUBBAGIAN PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN | “DAN SARANA MENTAL
KEARSIPAN SPIRITUAL
SURBASIAN PENDIDIKAN SUBBAGIAN TATA | | SUBBAGIAN KEGIATAN
MASYARAKAT USAHA MENTAL SPIRITUAL
¥
J
NGSION

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Mama : FREDY SETIAWAN

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama JOKO AGUS SETYONO
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

FIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi
Ibukota Jakarta, Daerah Khusus |bukota Jakarta,
JOKO AGUS SETYONOD FREDY SETIAWAN
NIP 196812111096031004 NIP 197702081996021002
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Fredy Setiawan
NIP : 197702081996021002
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pemerintahan
. - —_ Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I TR I Tahunan Keterangan
Sasaran Strategis S
1 Peningkatan Dukungan Teknis, 1 Nilal Komponen Pengukuran dan e-SAKIP  [DASARHUKUM: N/A N/A Nf& 388 36.9 Nilai
Administrasi, dan Analisis Pelaporan pada Evaluasi AKIP Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabililas Kinerja Instansi Pemerintah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah DEFINISI GPERASIONAL :
Kempenen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalsh kompenen pembentuk Nilzi AKIP Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Kempanen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdin dari variabel : 1. Sub
Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinera telah dilakukan dengan bobot maksimal B 2. Sub Komponen Kuglitas barupa
Pengukuran Kinera telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efekdif dan Efisien dan telah dilakukan secara
berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah
dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serla penyesuaian sirategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan
efisien dengan bebot maksima 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobol sebesar 15 %, terdiri dari variabe! : 1, Sub
Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan babet maksimal 3 2. Sub
Komponen Kualitas berupa Dekumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian
Kinerja, informasi keberhasilankegagalan kinerja serta upaya perbaikanipenyempumaannya dengan bobot maksimal 4,53, Sub
Kemponen Pemanfzatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesualan sirategi’kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bebot maksimai 7,5
METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI
Jakarta Tahun bersangkutan
SUMBER DATA
Hasil Evaluasi AKIP cleh Kementrian PAN-RB
2 Percepatan, Pengendalian, dan 1 Skor EKPPD e-SAKIP DASAR HUKUM : NiA N/A NIA 4,047 4,047 Skor

Evaluasi Pelaksanaan Kebljakan
Pembangunan

Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan

DEFINISE:

Skor yang dikelusrkan olsh Kemendagr atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dagrah (Evaluasi
Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Deerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Mendagri fentang Penstapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintatan Daerah secara
nasional.

METODE PENGUKURAN :

Skor kinerja penyslenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalul akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan
pemerintahan dan perubahan kinerja makro. Berdasarkan skor kinerja yang diperaleh di atas, maka disusun ranking kineja
penyelenggaraan pemerintah dagrah provinsi. Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5
(lima) klasifikasi sebagai berikut:

1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kineria rendah

3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

4, Skor 3.41 5.d. 4.20 : slalus kinerja tinggi

5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi

Sedangkan pemeringkatan adalzh pengurutan skor selurvh provinsi s Indonesia

SUMBER DATA:
Hasil Penelapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Baerah Secara Nasional dari Kementerian Dalam
Negeri




3 Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD N/A 100 NiA 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Ikim Kerja Aparatur aksi KSD Peningkatan Tata Kelofa Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta
Pemerintahan yang Profesional Sub
K30 Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
4 Berkurangnya Ketimpangan Serta Persentase penyelesalan rencana e-Monev KSD  [Realisas! penyalesaian dibandingkan target penyelasaian rencana aksl Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan N/A 100 100 100 100 Persen
Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar gksi KSD Penanggulangan Kemiskinan
dan Perlindungan Sosial Kemiskinan Sub KSD Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
5 Meningkatnya Kesemnpatan Kerja dan Persentase penyelesaian rencana e-Manev KSD  |Realisasi penyelesalan dibandingkan tamgel penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonom{ Pasca Pandemi Sub KSD N/A 100 N/A NiA 100 Persen
Adaptibiltas Tenaga Kerja aksi KSD Akselerasi Pertumbunan Pengembangan UMKM
Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD
Pengembangan UMKM
o] Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Persentase penyelesaian rencana s-Monev KD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting N/A NiA 100 100 100 Persen
Malalui Perbaikan iKesehatan Perkotaan aksi KSD Penurunan Stunting Sub
K5D Percepatan penurunan
stunting
7 Terakselorasinya Transformasi Digital dan Persentase penyelesalan rencana e-Monav KSD  [Realisas! penyalesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD N/A 100 N/A 100 100 Persen
Pengembangan Ekesistem Kota Cerdas aksi KBD Peningketan Tata Kelola Transformasi Digital
Pemerintahan yang Profesional Sub
KSD Transformasi Digital
8 Tercapalnya Perbaikan Manzjemen dan Persentase penyelesalan rencana eManevKSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 190 100 100 100 Parsen
Arsitekiur Xinesja Pemerintah aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Perwijudan Akuntabilitas Kineria Instanst Pemerintah {AKIP)
Pemerintahan yang Profesional Sub
K30 Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sasaran Xhusus
9 Terwujudnya penyelenggaraan Opini laporan Keuangan eKinerja  |Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan R mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan N/A (3) WTP N/A N/A (FWTP Predikat
pemerinighan yang taktis dan adaptif keuangan daerzh pernprov LI Jakarla sesual dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemnal,
kepatuhan terhadap perundngan dan kecukupan pengungkepan (konverst nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3{100%),
WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%})
40 jMeningkatnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E- e-Kinarja Formula Pengukuran : 100% 100% 100% 100% 100% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Barang Order Jumlah transaks! di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan
dan Jasa (dikecualikan untuk gelon, kopi, teh, gula, dst)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
i1 |Teimplementasinya rencana strategis Pergentase implementasi e-Kineja  |a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, 100% 100% 100% 100% 100% Persen

koraunikasi publik untuk program-
program umum dan unggulan
Perangkat Daerah

rencana strategi komunikasi
publik program unggulan atau
program umum serta respon
perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program.

b} Persentase tersusunnya editorial plan sesual strategi komunikasi.

c) Persentase tersusunnya materi mitigast krisis dan bahan komunikasi pada saat krists dalam kurun waktu <6 jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media intemal OPD atau media massa atau media sosial atau
aklivasi luar ruang.

Penghitungan:

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi pregram unggulan atau program umum per triwulan,

1) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.

¢} Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis {draft press release dan
data pendukung} dalam kurun waktu <6 jam.

d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media intemal
atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar niang per triwulan.
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Terwujudnya tata kelcla pemerintahan
yang transparan dan akuntabei Provinsi
DKl Jakartz

Predikat SAKIP Perangkat
Daerah Tehun 2023

e-Kinerja

NilaifPredikat giparoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspekiorat (nilai: 82)

NfA

NIA

NiA

{82)

82)

Predikal
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Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada
Perangkat Daerah

Persentase Arsip Aktif dalam
Daftar Arsip Aktif

e-Kinerja

Definisi ; Terselesalkanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah {UP} dan diserahkan ke
Unil Kearsipan (UK).

Pangolzhan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon IL

Realisasi Targel berupa Laporan Daftar Berkas dan Daflar |si berkas dari Seluruh Esselon [ll/Setara.

Unit Pengolan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawal mengolzh semua arsip yang
hetkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengolah ; Biro/3agian/Bidang/inspekiur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah saluan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.

Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polist Pameng Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANR} Nomor 6 Tahun 2019 tenfang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubernur Nemor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah {UP) yang menyerahlkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada
Crganisasi

Perangkat Daerah (CPD) di kali 100%

- Laparan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DKI Jakara.

- Laperan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK

NIA

100%

100%

160%

100%

Persentase
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Terwujudkannya tata kelola SDI yang
batk melalui pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress
pengumpulan data sesuai daftar
data dan batas waktu
pengumpulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

e-Kinerja

Definisi :

Hasil penqumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang lelh disepakali dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
Data dkumpulkan cleh Produsen data kepada Walidata sesuai dzngan jadwal yang dilenlukan.

Daftar data dan jadwal rilis berdesarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Dasrah

Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023

Formula Pengukuran :
[(Jumlah data terkumpul ke watidatz) / (Jumigh data yang wajib terkumpu! sesual batas waklu pengumpulan pada TW tersebut)] x
100%

Batas wakiu pengumpulan adatah tanggal 5 bulan berikutnya dari iadwal rilis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
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Peningkatan penggunaan produk dalam
negeni

Parsentase realisasi belanja
barangfjasa berserfifikat TKDN,
produk dalam negeri, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi
dalam negeri

e-Kinerja

Definisi :

1. Produk Dialem Megeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan
cleh perusahaan yang bernvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan
produk dalam negeri (self declare)

2. Serlifikat TKDN adalah serlifikal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri
pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran :

sumiah realisas? belanja barang/jasa dan belanja modal {kecuall tanah) bersertifikat TKDN danfatau produk dalam negeri,
diutamakan produk dar usafia mikro kecil dan koperas! dibandingkan dengan realisasi belanja {SPJ) barang/asa dan belanja
modal (kecuall tanah).

Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD} DK Jakarta - BPKD

NiA

NiA

NfA

80%

80%

Presentase




Dasar Hukum :

1, Peraturan Permerintah Nomer 28 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Mornor 2 Tahun 2022 fentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangika Menyukseskzn Gerakan Nasional Bangga Buatan Indanesia Pada Pelaksanaan
Pengadagn Barang/Jasa Pemerintah
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Terimplerentasinya Pengembangan
Komgetensi ASN Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Persentase Implamentasi
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakaria 20 Jam Pelajaran
pertahuri

e-Kinerja

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2047 fentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat {4) Pengembangan
kompetensi bagi sstiap PNS sebagalmana cimaksud pada ayat (3) dilakuken paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1
(satu) tahun.

DEFINIS] :

Terselesalkanya Pemenutian pengembargan kompetensi 20 JP pertahur uniuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DX Jakarta
melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id

Realisasi Target berupa Laporan Daflar PNS Pemerinteh Provingi DKI Jakarta yang menglkuti Pengambangan Koempetensi dari
Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Formula Pengukuran :
[Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada
Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSDM

NiA

N/A

N/A

100%

100%

Persentase

Meningkalnya Mangjemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
4. Peraturan Gubemur Provinsi DKi Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

DEFINISI :
Terselesalkanya Penyslesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melzlui
hitps:#km-bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Reslisasi Target berupa 4 laporan baik berbenluk videa maupun tulisan {wajib ferkumpul sesuaf batas wakiu pengumpulan pada
Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Tawulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

SUMBER DATA:
hitps:/km-bpsdm jakaria.go.id

NfA

N/A

50%

50%

100%

Persentase

18

Implementasi Penerapan Manajemen
Risiko

Persentase [mplementas
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Menzjemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK Jakara
2. Keputusan Gubemur Nomar 153 Tahun 2021 tentang Strukiur Mangjemen Risiko di Pemerintah Provingi DKI Jakarta

Definisi Operasional:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui psrbentukan strukiur Manajeren Risiko, Unit Kepatuhan [mternal dan
penyslenggaraan Proses Manajemen Ristko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Sirukiur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Dasrah dibentuk dalam sualu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit
Pemilik Risfko (UPR) yang terdiri dari:

a) Pemlik Risiko;

) Koordinator Risiko; dan

c¢) Manajer Risiko.

2. Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah {Level
Eselon 3/Koordinator) yang ditatapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Deerah

3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 {lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penslapan konteks;

¢} Penilsian Risko {ldentifikasi Risiko, Anaiisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

NIA

40%

80%

100%

100%

Persentase




e) Pemantauan.

Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Farmulir Penetapan konteks Mangjemen Risiko, Fomulir profil dan
peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Penguburan :
[WJumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang waijit terkumpul sesual batas waktu pengumpulan
pada Triwulan 4)] x 100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Kepulusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3, Dokumen Formulir Penstzpan konteks Mangjemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5, Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajamen Ristko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat:
Triwutan [l :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkal Dagrah terkait Pembentukan Unil Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwlan 111 :
1. Cokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

2. Dokumen Formulir profil dan peta Rigiko
Triwulan iV :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat

Tercapainya Target Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementas!

e-Kinerja

Dasar Hukum ;

Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2022 teatang Pengelclaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DK Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada
masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuzngan Daerah.”

Definisi Operasional :

Kineria Anggaran yang dihilung atas gspek implementasi.

1. Kinerja Anggaran adalsh capaian Kinerja atas penggunagn anggaran yarg teruang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasitkan
informas Kineria mengenai panggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya
yang diuker dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang diitung atas aspek implementasi dilakuken dengan mengukur varizbe! sebagat berikut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegialan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Quiput) Kegiatan dengan target indikator Keluaran
{Output) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP

2. Penyerapan Anggaran:
- divkur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiaphd jakarta.go.id

3, Efislensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisth antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.

- Pengeluaran ssharusnya merupakan jurniah anggaran yang direncanakan untuk menghasilcan capaian Keluaran (Output)
Program alau capaian Keluaran (Output) Kegiatan,
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumiah anggaran yang terealisas? untuk menghasilkan capaian Keluaran (Qutput}
Program atau capalan Keluaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data :
2. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;

NiA

N/A

N/A

7%

1%

Parsen
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerntahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama : NUR FADJAR
Jabatan : Pi. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :JOKO AGUS SETYONO
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Ibukota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

—

JOKO AGUS SETYONO NUR FADJAR
NIP 196812111996031004 NIF 196803061994031007
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Nur Fadjar
NIP : 196803061994031007
Jabatan : Pit. Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Hukum
NO Sasaran NO Indikator Kinerja S'B";r:r Pengukuran Kinerja T "Tm.vlulanm W Tahunan | Keterangan
Sasaran Strateqls
1 |Peningkatan Dukungan 1 |Nifai Kenponen Pengukuran e-SAKIP |DASAR HUKUM : N/A NIA NfA 36.9 36.9 Nilai
Teknis, Administrasi, dan dan Pelaporan pada Evaluasi Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinsija Instanst Pemerintah
Analisis Penyelenggaraan AKIP
Unusan Pemerintah Daerah DEFINISI :
Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
bersangkutan. A. Kemponen Pengukuran Kinesja dengan bobot sebeser 30 %, terdiri dari variabel : 1, Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran
Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Kempanen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
Kinarja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3, Sub Komponen Pemanfaatan
berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesualan strategi dalam mencapai kinerja yang
efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15 B. Kamponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri darl variabel : 1. Sub Komponen
Keberadaan benupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan babot maksimal 3 2, Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen
Laperan Kinerja telah memenuhi Stendar menggambarkan Kualitas atas Pencapaien Kinetja, informasi keberhasilankegagalan kinerja serla upaya
pefbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Kemponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang
besar dalam penyesualan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5
METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja {15%) pada AKIP Provinsi DK Jakarta Tahun bersangkutan
SUMBER DATA ;
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB
2 |Penataan, Penyusunan, dan 1 |indeks Kualitas Kehijakan e-SAKIP  |Dasar Hukum : Ni N/A N/A 2 2 Indeks

Harmonisasi
Produk Hukum Daerah

Pembentukan Produk Hukum
Daerah

1. Permenpan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birckrasi tahun 2020 -2024

2. Peraturan Gubamur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2020- 2024

3. Peraturan Gubemur Nomer 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. 5E Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan

Definis Operasional :

IKK edaah instrumen untuk menilai kvalitas kebijakan pemerintah di lihat dan proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaluran
agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai satah satu indikator pencapaian reformasi birokrast. Tanggung
jawab Biro Hukum adalah pengukuran kualitas kebjakan dalam pembentukan produk hukum daerah melalui sistem e produk hukum daerah Adapun
kebijakan yang dikecualikan adalah kebifakan yang bersifat rutin dan mengatur intermnal.

Metode Pengukuran :

Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan
kerangka IKK terdiri : a. egenda setting (45%) b, formulasi kebijakan (55%) c. Implementasi kebijakan {50%) d. evaluasi kebijakan (50%) penjumlahan
hasil presentase 4 kerangka IKK 200 x 100 % = hasf indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang (<= 59,99} 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-8099) 4 =

Baik (81-89.99) 5 = Sangat baik {>= 90}




Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan berdasarkan SE Kepala LAN Nomar 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan memperhatikan
kerangka IKK terdiri : a. agenda setting (45%) b. fermulasi kebijakan (55%) c. implementasi kebfjakan (50%j d. evaluasi kebijakan {50%) penjumlahan
hasil presentase 4 kerangka IKK 200 x 100 % = hasil indeks kualitas kebijakan 1 = Kurang (<= 59,99) 2 = Cukup (60-70.99) 3 = Sedang (71-80.89) 4 =
Baik (81-89.99) § = Sangat baik (>= 90)

Sumber Data :
Penilaian oleh LAN

Persen

3 |Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelasalan e-Monev  [Realisasi panyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan |  N/A 100 100 100 100
Profesionalitas, dan Iklim Kerja rencana aksi KSD Peningkatan KSD Profesicnalitas SDM Pemprov DK Jakarta
Aparatur Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jekarta
4 |Terakselerasinya Transformasi Perseniase penyelesaian e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi | N/A 100 100 N/A 100 Persen
Digital dan Pengembangan rencana aksi KSD Peningkatan KSD Digital
Ekosistem Kota Cerdas Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Transformasi Digital
§ [Terbangunnya Infrastruktur Persentase penyelesaian e-Monev [Realisasi penyelesafan dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD N/A 100 100 100 100 Persen
dan Layanan Dasar Perkotaan rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kuglitas Kawasan Permukiman
Yang Berkualitas kuglitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Perumahan
dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
§ |Tercapainya Peibaikan Persentase penyelesaian e-Monev |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kinerja Pemerintah Tata Kelola Pemertintzhan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
7 |Tercapainya Perbakan Pola Persentase penyelesaian e-Monev  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastrukiur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD NiA NIA 100 100 100 Persen
Akfivitas dan Mobilitas Melalui rencana aksi KSD Peningkatan KSD  |Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)
Pengembangan Kota kualitas infrastruktur dan
Berorientasi Transit layanan dasar perkataan Sub
KSD Pengembangan Transit
Oriented Development {TOD)
Sasaran Khusus
8 |Terwujudnya penyelenggaraan Opini laporan Keuangan e-Kinerja |Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov WA |BWTP| NA NA | (3YWTP | Predikat

pemerintahan yang taktis dan
adaptif

DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendatian intemal, kepatuhan tethadap perundangan dan kecukupan
pengungkapan (konversi nilal opini pemeriksaan LK, WTP=3{100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%})




§  |Meningkatnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E- o-Kinerja |Formula Pengukuran : 100% | 100% | 100% | 100% | 1C0% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Order Jumlah fransaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon,
Barang dan Jasa kopi, teh, gula, dst.)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
10 [Terimplementasinya rencana Persentase implementasi e-Kinerja [a) Persentase fersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. 100% | 100% | 160% | 100% | 100% Persen
strategis komunikasi publik rencana strategi komunikasi b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
untuk program-program umum publik program unggulan atau c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan kemunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 Jam.
dan unggulan Perangkat program umum sera respon d} Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melafui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi lvar ruang.
Daerah perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program. Penghitungan:
a) Bobot 20%: PD menyusun maten strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwutan.
b) Bebot 20%: PD menyusun materi editotial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.
c) Babot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (drafi press release dan data pendukung) dalam
kurun waktu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan mater komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per tiwulan) melalui media intemnal atau media massa
atau media sosial atau aktivasi luar rvang per triwulan,
11 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja  [Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilal: §2) N/A N/A N/A A A Predikat
pemerintahan yang transparan Daerah Tahun 2023 (82) (82)
dan akuntabel Provinsi DK|
Jakarta
12 |Meningkatnya Pengelolaan Persentase Atsip Aktif dafam e-Kinerja |Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). NIA 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase
Arsip pada Perangkat Daerah Daftar Arsip Aktif Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon Il

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon [I/Setara.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungfawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan pencipiaan arsip di lingkungannya.

Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikut ; Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANR] Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan [aporan kepada Unit Kearsipan (UK) I! di bagi jumlah unit Pengelola {UP) pada Qrganisasi

Perangkat Dagrah {OPD} di kali 100%

- Laporan PD (UK) difaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta.

- Laporan untuk fingkat Birg-Bira sefaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melagorkan ke Asisten
Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK] Jakarta.

- Biro-Biro sefaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Waktu Penilaian:

TWI NA
TW Il : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.

TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.




13 |Terwujudkennya tata kelola Persentase progress e-Kinerja |Definisi: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase
SDl yang baik melalui pengumpulan data sesual Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
pemenuhan daftar data daerah daftar data dan batas wakfu Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
pengumpulan yang ditetapkan Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tenfang Daftar Data Daerah
dengan Keputusan Gubemur
Dasar Hukum : -
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tabun 2023
Formula Pengukuran :
[{Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%
Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berkutnya dari jadwal rilis
Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)
14 |Peningkatan penggunaan Persentase realisasi belanja e-Kinerja |Definisi : N/A NA N/A 80% 80% | Presentase
produk dalam negen barang/jasa bersertifikat TKDN, 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
preduk dalam negeri, danfatau berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia teleh menggunakan produk datam negeri (self declare)
produk usaha mikro kecil dan 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan
koperasi dari hasf produksl gabungan barang dan jasa.
dalam negeri
Formula Pergukuran :
Jumlah realisasi befanja barang/fjasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau preduk datam negen, diutamakan produk dari
usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi befanja {SPJ) barangjasa dan belanja modal (kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIFD) DKI Jakarta - BPKD
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasicnal Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16 |Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kineja [DASAR HUKUM : N/A NIA N/A 100% | 100% | Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi 1. Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap
ASN Pemerintah Provinsi DK ASN Pemerintah Provinsi DKI PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedkit 20 {dua puluh) jam pefajaran dalam 1 (satu) tahun.
Jakarta 20 Jam Pelajaran Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun pertahun DEFINISI :
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat
BPSDM.Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kempetensi dari Seluruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Formula Pengukuran :
[(Jumlah data yang teikumpul ke walidata Simdiklat) / {Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 160%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
16 |Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian e-iinerja |DASAR HUKUM : NiA N/A 50% 50% 100% | Persentase
Pengetahuan tahapan manajemen 1. Peraturan Gubemur Pravinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

pengetahuan




DEFINISI :
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui hitps:#km-

bpsdm jakarta.go.id

MWETODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajth terkumpul sesual batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal § Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

SUMBER DATA :
hitps:/fkm-bpsdm jekarta.go.id

17

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase [mplementasf
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubemur Nemer 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerinitah Provinsi DK| Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi Operasional:
Penerapan Manajemen Risko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risike, Unit Kepatuhan Intemal dan penyelenggaraan Proses
Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelotaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai)
1. Struklur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepata Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risfo {UPR)
yang lerdiri dari:

a) Pemilik Risiko;

b) Kaordinatar Risiko; dan

c) Manajer Ristko.
2. Unit Kepatuhan Intemnal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risika/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinaor) yang
ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepata Perangkat Daerah
3. Proses Manajsmen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
dilakukan melfalui 5 (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultas;

b) Penetapan konieks;

¢) Penilaian Risiko ([dentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

a) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan
Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :
[Jumiah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seturuh dokumen yang waijib tefkumpul sesuai batas waktu pengumputan pada

Triwuland)] x 100%

Output Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Fermulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

§. Dokumen Formutir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspeklorat :
Triwulan Il ;

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);

N/A

40%

80%

100%

100%

Persentase




2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triveutan Il :

1. Dokumen Formulir Penetapan kenteks Manajemen Risiko;

2. Dokumen Formulir profif dan peta Risiko
Triwulan IV :

1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasfl Verifikasi Inspektorat

18 |Tercapainya Target Kinerja Presentase Nilai Kinerja e-Kinerja (Dasar Hukum : N/A NiA NA 1% 1% Persen
Anggaran atas Aspek Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomar 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Implementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumbkan kepada masyarakat diantaranya

digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evalrasi Kinerja Kevangan Daerah.

Definisi Operasional :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
1, Kinerja Anggaran adalah capalan Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang datam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja
mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkeglatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabe! sebagai berkut :
1. Pengukuran Capaian Kefuaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran {Output) Kegiatan dengan target indikator Ketuaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id
3. Efislens keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebénamya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran {Output) Program atau capaian
Keluaran (Qutput) Kegiatan.

- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Kefuaran {Qutput} Program atau capaian
Keluaran (Qufput) Kegiatan.

Sumber Data :

a. data capaian Keluaran (Outpuf) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;

b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilekukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut;
Bp=97%

BK=18,2%

Bekk = 43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Bekk : Bobot capaian keluaran
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Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

: Yayan Yuhanah
: 196508241994032003
: Kepala Biro

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

NO

Sasaran

NO

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

l

Il

i}

v

Tahunan

Keterangan

Sasaran Strategis

1

Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi,
dan Analisis Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

Nilai Komponen Pengukuran
dan Pelaporan pada Evaluasi
AKIP

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Permenpan Nomor 88 Tatun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansf Pemerintah

DEFINISI :

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP
Provinsi DKI Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Kemponen Pengukuran Kinerja dengan babot sebesar 30 %,
terdiri dari variabel ; 1. Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot
maksimal 6 2, Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dafam mewujudkan
Kinerja secara Efekfif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobat
maksimal 9 3, Sub Komponen Pemantaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyesuaian straleqi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan

N/A

NA

N/A

36.9

36.9

Nitai

bobot maksimal 15 B. Kompanen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabe! : 1. Sub
Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot
maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinetja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilankegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub Kemponen Pemanfaatan berupa Pelaporan
Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuatan strategifkebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja {30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP
Provinsi DKI Jakarta Tahun bersangkutan

SUMBER DATA :
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB

Perbaikan Proses Bisnls dan Tata Kelola
Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis

Nilai PMPRB Provinsi DK
Jakarta

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Definisi Operasional :

Penflaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model
penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quallty Management dan digunakan sebagai metode untuk
melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh tethadap kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bitokrasi Noimor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Metode Pengukuran :

NIA

NiA

92

N/A

92

Persen




Nitai PMRE = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilal Kompenen Hasil {bobot maks 40). Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai
berikut : AA = >90-100; A = >80-80; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30

Sumber Data :
Hasll Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Provinsi DK! Jakarta
3 Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan NIA 100 100 100 100 Persen
dan [klim Kerja Aparatur rencana aksi KSD yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SOM Pemprov DK Jakarta
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
4 Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Persentase penyelesaian e-MonevKSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD N/A NiA N/A 100 100 Persen
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan rencana aksi KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Perlindungan Scsial Penanggulangan Kemiskinan
Sub KSD Penghormatan,
Pelindungan, Dan
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
5 Terakselerasinya Transformasi Digital dan Persentase penyelesatan e-MonevKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 100 100 NA 160 100 Persen
Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas rencana aksi KSD yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profeslonal Sub KSD
Transformasi Digital
6 Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Persentase penyelesalan e-Monev KSD  |Realisasi penyelesalan dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 100 100 100 100 100 Persen
Arsitektur Kinerja Pemerintah rencana aksi KSD yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP)
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabifitas
Kinerfa Instansi Pemerintah
(AKIP)
Sasaran Khusus
7 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintzhan Opini laperan Keuangan e-Kinerja Pernyataan profesional badan pemeriksa kevangan Rl mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam | N/A |(3)WTP| N/A NA | (3)WTP Predikat
yang taktis dan adaptif laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem
pengendalian intemal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (kenversi nilai opini
pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2{75%}, TW=1(50%}, TMP=0{25%))
8 Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing n Evaluasi Pelaksanaan e-Kinerja Formula Pengukuran : 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen

dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Reformasi Birokrasi,

Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan
lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)

Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD)




9  |Terimplementasinya rencana strategis Persentase implementasi e-Kinerja a) Persentase tersusunnya strategi komunikas( program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persen
komunikasi publik untuk program-pragram rencana strategi komunikasi b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
umum dan unggulan Perangkat Daerah publik program unggulan atau c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun
pragram umum serta respon waktu <6 jam.
perangkat daerah pada saat d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media intemal OPD atau media massa atau
kiisis komunikasi program. media sosial atay aktivasi luar ruang.
Penghitungan:
a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan,
b} Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesual strategi komunikasi per triwulan,
¢} Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft
press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi {realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan)
melalui media intemal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.
10 |Terwujudnya tata kelocla pemerintahan yang Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja NilaifPredikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat {nilat: 82) N/A N/A N/A A A Predikat
fransparan dan akuntabe! Provinsi DKI Jakarta Daerah Tahun 2023 (82) (82)
1 Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Persentase Arsip Aktif dalam e-Kinerja Definisl : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan NfA | 100% | 100% | 100% 100% Persentase

Perangkat Dacrah

Dafiar Arsip Aktif

diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).
Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon 11,

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Sefuruh Esselen Ill/Setara.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyaf tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong
Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tzhun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomer 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumiah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagi jumlab unit
Pengelcla (UP) pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro sefaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum
selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta.

TWI :NA

TWI1l : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni,

TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli 5.d Desember.

TWIV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Pericde Januari s.d Desember.




12 |Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik Persentase progress e-Kinerja Definisl : 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Persentase
melalui pemenuhan daftar data daerah pengumpulan data sesuai Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditstapkan dengan
daftar data dan batas waktu Keputusan Gubernur,
pengumpulan yang Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
ditetapkan dengan Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah
Keputusan Gubernur
Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2023
Formula Pengukuran :
[(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada
TW tersebut)] x 100%
Balas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal tilis
Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)
13 |Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Persentase realisasi belanja e-Kinerja Definisi: NIA N/A NIA 80% 80% Presentase
barang/jasa bersertifikat 1. Preduk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi
TKDN, produk dalam negeri, atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan
dan/atau produk usaha mikro penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)
kecil dan koperasi dari hasil 2, Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
produksi dalam negeri kandungan dalam negeri pada barang, fasa dan gabungan barang dan jasa.
Formula Pengukuran :
Jumlah realisast belanja barang/jasa dan belanja modal {kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam
neger, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ)
barangfasa dan belanja modal {kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemegintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
2. Inpres Nomar 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13 {Terimplementasinya Pengembangan Persentase Implementas e-Kinerja DASAR HUKUM : N/A N/A N/A | 100% | 100% Persentase

Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun

Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4)
Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20
(dua puluh) jam pelajaren dalam 1 (satu) tahun.

DEFINISI :

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk sefuruh PNS Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id. Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah
Provinsi DK1 Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetens dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta,

Formula Pengukuran :




[I(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang walib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : 3imdiklat BPSDM

14

Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

e-Kinerja

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Gubernur Provins! DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

DEFINISI :
Terselesalkanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui https:/km-bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :

Realisasi Target berupa 4 laporan balk berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpu! sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal § Bulan
November Triwulan 4).

SUMBER DATA :
https:#km-bpsdm jakarta.go.id

NA

NIA

50%

50%

100%

Persentase

15

Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta

2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI

N/A

40%

80%

100%

100%

Persentase

Jakarta

Definisi Operasional:

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan
Internat dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan
Penanganan (Si-Perisai)

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat
Dagerah tentang Unit Pemilik Ristko (UPR) yang terdiri dari:

a) Pemilik Risiko;

b) Keerdinator Risiko; dan

¢) Manajer Risiko,
2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Ristko/Kepala Perangkat
Daerah (Leve] Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan
Rencana Keija Perangkat Daerah yang dilakukan melalui § (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultas;

b) Penetapan konteks;

¢) Penilaian Ristko ([dentifikasi Risiko, Analisis Ristko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risko; dan

e) Pemantauan.

Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko,
Formulir profil dan peta Risike, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspekiorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai




batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4, Dokumen Fomulir profil dan peta Risiko;

6. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triwulan [1:
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemnal
Triwulan IIi ;
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risike;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan [V
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data; Hasil Verifikasi Inspektorat

16—

Tercapainya-Target-Kinerja Anggaran atas ——|

Aspek Implementasi

1

Presentase Nilai Kinerja —
Anggaran atas aspek
Implementasi

— e-Kinerja __

Dasar Hukum :

N/A

N/A

NA

71%

1%

Persen

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 ; "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan
kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah.”

Definis| Operasional :
Kinerja Anggaran yang dhitung atas aspek implementast,
1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan arggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapalan keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran,
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :
1, Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi Indikator Keluaran (Qutput) Keglatan dengan larget indikator
Keluaran {Output) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3, Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengelvaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumiah anggaran yang direncanakan untuk menghasitkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capalan Keluaran {Cutput) Kegiatan
- Pengeluaran sebenamya merupakan Jumiah anggaran yany terealisasi untuk menghasikan capalan Keluaran
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MNama
Jabatan

 MUHAMAD MAWARDI
. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Mama
Jabatan

- JOKO AGUS SETYONO
: Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kineria yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

FIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Jakarta, 2023
PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi

|bukota Jakarta, Daarah Khusus Ibukota Jakarta,
JOKO AGUS SETYONO MUHAMAD MAWARDI

NIP 196812111996031004

NIFP 196404041984101003
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Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

: Muhamad Mawardi
:196404041984101003
: Kepala Biro

: Biro Kepala Daerah

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO

Sasaran

NO

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

Il

I

n

v

Tabunan

Keterangan

Sasaran Strategis

1

Peningkatan Dukungan Teknis,
Adminstrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah

Nilai Kamponen
Pengukuran dan Pelaporan
pada Evaluasi AKIP

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Permenpan Nemer 88 Tahun 2021 fentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DEFINIS!:

Komponen Pengukuran Kinesja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adatah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI
Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel ; 1. Sub
Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektf dan Efisien dan telah ditakukan secara
berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah
dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan

efisien.dengan bobot maksimal 15 B. Komponen Pelaporan Kinerja.dengan bobot sebesar 15 %, terdir dari variabel : 1. Sub

WA

WA

N/A

36,9

36.9

Nilai

Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3 2, Sub
Komponen Kuglitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kuafitas atas Pencapaian
Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbatkan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5 3. Sub
Komponen Pemanfaatan berupa Pelaparan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategikebijakan
dalam mencapai kinetja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan komgonen yang dinltai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaperan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI
Jakarta Tahun bersangkutan

SUMBER DATA:
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB

Peningkatan Kualitas Layanan
Pimpinan dan Pengadministrasian
Sekretariat Daerah

Persentase Fasilitasi
Pelayanan Kepala Daerzh
yang tedaksana dengan
baik

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

DEFINIS! :
Persentase Fasillitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan nilai Indeks Kepuasan sebesar 4 dibagi jumlah total
rencana kegiatan Kepafa Daerah

METODE PENGUKURAN :

Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan batk = {Nilai Indeks Kepuasan Layanan
Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah+Nitai Indeks Penyediaan Materi dan Komunikasi Pimpinan-Nilai Indeks Kepuasan
Layanan Fasilitasi Keprotokolan+Nilai Indeks Kepuasan Fasiltasi Layanan Naskah Dinas Pimpinan Daerah)/4*100%

SUMBER DATA :
Pengukuran mandiri oleh Biro Kepala Daerah

100

100

100

100

100

Persen




3 Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional NiA 100 160 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Iklim Kerja rencana aksi KSD Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakaria
Aparatur Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan
Profesionalitas SDM
Pemprov DK| Jakarta
4 Tercapainya Pesbaikan Manajemen Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan targe! penyelesaian rencana aksl Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional 100 100 100 100 100 Persen
dan Arsitektur Kinerja Pemerintah rencana aksi KSD Sub KSD Penwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP}
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinetja Instansi Pemerintah
{AKIP)
Sasaran Khusus
5 Terwujudnya penyelenggaraan Qpini laporan Keuangan e-Kinerja Pemyataan profesianal badan pemeriksa keuangan R| mengenal tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam [aporan NiA (3) WTP NIA N/A (3IWTP Predikat
pemerintahan yang taktis dan adaptif keuangan daerah pemprav DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemal,
kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nitai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%),
WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))
6§  [Meningkalnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerja Fomula Pengukuran : 100% 100% 100% | 100% 100% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Barang Order Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan kapangan
dan Jasa {dkecuallkan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
7 Terimplementasinya rencana strategis Persentase implementasi e-Kinerja a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program urum Perangkat Daerah. 100% 100% 100% 100% 100% Persen
kamunikasi publik untuk program- rentana strategi b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.
program umum dan unggufan komunikasi publik program ¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
Perangkat Daerah unggulan atau program d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media intemal OPD atau media massa atau media sosial atau
umum serta respon aktivasi luar ruang.
perangkat daerah pada
saat krisis komunikasi Penghitungan:
program. a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan,
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editortal plan sesua strategi komunikasi per triwulan,
c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan
data pendukung) dalam kurun wakbu <6 jam,
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi {realisasi editorial plan, min. 15 maleri per triwulan) mefalui media internal
atau media massa atau media sosia! atau aktivasi luar ruang per friwulan.
8  |Terwujudnya tata kelola pemerintahan Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja Nilai/Predikal diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat {nilai: 82) N/A N/A NiA A A Predikat
yang transparan dan akuntabel Daerah Tahun 2023 (82) (82)
Provinsi DKI Jakarla
8 Meningkainya Pengelolaan Arsip pada Persentase Arsip Akfif e-Kinerja Definlsi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke N/A 100% 100% 100% 100% Persentase
Perangkat Daerah dalam Daftar Arsip Aktif Unit Kearsipan {UK).

Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Esefon 1.
Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon l[l/Setara.

Unit Pengolah adalah saluan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai fugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang
berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.




Unit Pengolah ; Biro/Bagian/Bidang/inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas {Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan.

Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikut ; Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 fentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANR! Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:
Jumizh Unit Pengolah {UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) Il di bagi jumlah unit Pengelola {UP) pada
Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

" Laporan PO {UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakazn dan
Kearsipan Provinsi DK! Jakarta.

- Laporan untuk tngkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK
melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesual urusan.

Waktu Penilaian:
TWI :NA
TWIl . Pembuatan Daftar Betkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.

TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar |si Berkas Tahun 2022 Periode Januari 5.d Desember.

10 |Terwujudkannya tata kelota SD1yang Persentase progress e-Kinerja Definisi : 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
baik melalui pemenuhan daftar data pengurmpulan data sesuai Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
daerah daftar data dan batas Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Wealidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
wak{u pengumpulan yang Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah
ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023
Formula Pengukuran :
[(Jumiah data terkumpul ke walidata) / (Jumiah data yang waijib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x
100%
Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rlis
Sumber Data : Daftar Data Daerah {Portal Data)
1 Peningkatan penggunaan praduk Persentase realisasi e-Kinerja Definisi : NIA NA NIA 80% 80% Presentase

dalam negeri

belanja barang/jasa
bersertifikat TKDN, produk
dalam negeri, danfatau
produk usaha mikro kecil
dan keperasi dari hasil
produksi dalam negeri

1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang dipreduksi atau dikerjakan
oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan
praduk dalam negeri {self declare)

2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri
pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.




Formula Pengukuran :

Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah} bersertifiat TKDN dan/atau produk dalam negeri,
diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi befanja (SPJ) barang/jasa dan belanja
modal {kecuali tanah).

Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementetian Dalam Negeri
2, Sistem [nformasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Keil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasicnal Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12 |Tenimplementasinya Pengembangan Persentase Implementasi e-Kinerja DASAR HUKUM : N/A N/A NIA 160% 100% Persentase
Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi Pengembangan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan
DK! Jakarta 20 Jam Pefajaran pertahun Kompetensi ASN kompetensi bagl setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh} jam pelajaran dalam 1
Pemerintah Provinsi DKI (satu) tahun.
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun DEFINIST :
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta
melalui Simdiklat BPSDM Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Dajtar PNS Pemerintah Provinsi DK Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari
Sefuruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Fomnula Pengukuran :
[(Jumiah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpultan pada
Minggu pertama targgal 5 Bulan Desember Triwulan 4)f x 100%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
13 Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesalan e-Kinerja DASAR HUKUM : NiA NA 50% 50% 100% Persentase
Pergetshuan tahapan manajemen 1. Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Momor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
pengetahuan
DEFINISI :
Terselesalkanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
https:#km-bpsdm jakarta.go.id
METODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan {wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada
Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal & Butan November Triwulan 4).
SUMBER DATA :
https:#fkm-bpsdm.jakarta.go.id
14 (Implementasi Penerapan Manajemen Persentase Implementasi e-Kinerja Dasar Hukum: NIA 40% 80% 100% 160% Persentase

Risiko

Penerapan Manajemen
Risiko

1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta




Definisi Operaslonal:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risike, Unit Kepatuhan Intemal dan
penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai),
1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit
Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari:

a) Pemilik Risiko;

b) Koordinator Risiko; dan

¢) Manajer Risike.
2. Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level
Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan daam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3. Proses Manajemen Risiko ditakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dafam Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang dilakukan melatui 5 (iima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penetapan konteks;

c) Penilaian Risiko {Identifikasi Ristko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituargkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan
peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumfah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / {Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu

pengumpulan.pada Triwulan.4)] x-100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Ristko (UPRY;
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokurnen Formutir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formuiir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triwulan |1 :
1. Dekumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Dagrah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan Il ;
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko:
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulzn IV :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat

15

Tercapainya Target Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran alas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DK] Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumban kepada
masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melzkukan evaluasi Kinerja Kevangan Daerah."

Definist Operasional :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

N/A

N/A

N/A

1%

%

Persen




2. Evaluasi Kinerja Anggaran afas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan
informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelzksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapafan
keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabe sebagai berikut ;

1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran
{Output) Kegiatan,
Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyeragan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pergeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output)
Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
- Pengelvaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran {Quiput)
Program atau capaian Keluaran (Cutput) Kegiatan.

Sumber Data :

a. data capaian Keluaran (Cutpuf) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD

4, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitunakan deviasi antara realisast anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implamentasi sebagai berikut:
Bp=9,7%

BK = 18,2%

Bekk = 43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

EK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan ;
< 60 = Rendah

> 60 s.d 70 = cukup

>70 5.d 90 = Baik

> 90 s.d 100 = Sangat Baik

masyarakat

Sasaran Operasional
16 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capaian e-Kinerja Jumilah Realisasi TL Arahan Gubemur {rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi 100% 100% 100% 100% 100% Persen
Arahan Gubemur penyelesaian Tindak Lanjut Jumlah TL Arahan Gubemur dikali 100%
Arahan Gubernur
17 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kak 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini-

Nama :SUGIH ILMAN
Jabatan : Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

MNama : JOKO AGUS SETYONO
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  Kepala Biro Umum dan Administrasi Setda
Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
%
JOKO AGUS SETYONC SUGIH ILMAN
NIP 196812111996031004 NIP 197811202008021003
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Nama

NIP
Jabatan
Unit Kerja

: Sugih llman
:197811202008021003

: Kepala Biro

: Biro Umum dan Administrasi

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO

Sasaran Strategis

NO

Irdikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

'}

Tahuran

Keterangan

Sasaran Strategis

1

Peningkatan Dukungan Teknis,
Administrasi, dan Analisis
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah

Nilai Komponen Pengukuran dan
Pelaporan pada Evaluasi AKIP

e-SAKIP

DASAR HUKUM :
Pemenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DEFINISI:

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Kamponen pembentuk Nilai AKIP
Provinsi DK Jakarta pada Tahun bersangkutan. A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %,
terdiri dari variabel : 1, Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot
maksimal 6 2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobol
maksimal 9 3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyasuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan
bobot maksimal 15 B, Komponen Pelaporan Kinetja dengan babot sebesar 15 %, terditi dari variabel : 1. Sub
Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobol
maksimal 3 2. Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempumaannya dengan babot maksimal 4,5 3. Sub Kemponen Pemanfaatan berupa Pelaporan
Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategifkebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan kompenen yang dinifai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pefaporan Kinerja (15%) pada AKIP
Provinsi DK| Jakarta Tahun bersangkutan

SUMBER DATA:
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB

NIA

NiA

NiA

369

3.9

Nilai

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pimpinan dan
Pengadministrasian
Kesekretariatan Daerah

Persentase Kepuasan pelayanan
kompleks Balaikota dan Rumah
Dinas Pimpinan yang terlaksana
dengan bak

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birakrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Definisi Operasional :

Persentase Kepuasan lerhadap pelayanan kompleks Balalkota dan Rumah Dinas Pimpinan Agregat Indeks
meliputi 1.Indeks Kepuasan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Indeks KepuasanAdministrasi Umum
Perangkat Daerah 3. Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Indeks Kepuasan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan




2 Peningkatan Kualitas Perseniase Kepuasan pelayanan e-SAKIP | Pemerintahan Daerah 6. Indeks Kepuasan Administrasi Kevangan dan Operasiona! Kepala Daerah dan Wakil 80 80 80 80 80 Persentase
Pelayanan Pimpinan dan kompleks Balalkota dan Rumah Kepala Daerah 7. Indeks Kepuasan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 8. Indeks Kepuasan
Pengadministrasian Dinas Pimpinan yang terlaksana Fasilitasi Keprotokolan
Kesekretariatan Daerah dengan baik
Metode Pengukuran :
{Indeks Kepuasan Layanan yang mendapat nilai 4/Total Jenis Pelayanan yang diberkan) x 100 %
Sumber Data
Hasll Perhitungan Mandiri
3 Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesatan rencana | e-Monev KSD |Realisasi penyelesatan dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan NIA 100 100 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Ikim Kerja aksi KSD Peningkatan Tata Kelola yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesienalitas SDM Pemprov DKI Jakarta
Aparatur Pemerintahan yang Profesional Sub
KSD Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
4 Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur aksi KSD Peningkatan Tata Kelola yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kinerja Pemerintah Pemerintahan yang Profesional Sub
KSD Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIF)
Sasaran Khusus
5 Terwujudnya penyelenggaraan Opini [aporan Kevangan e-Kinerfa  |Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan Rl mengenal lingkat kewajaran informasi yang disajikan N/A () WTP NiA N/A (3) WTP Predikat
pemenintahan yang taktis dan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,
adaptif keandalan sistem pengendalian intemal, kepatuhan terhadap penindangan dan kecukupan pengungkapan
{konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0{25%))
B Meningkatnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E-Crder e-Kinerja  |Formula Pengukuran : 100% 100% 100% 100% 100% Persen
Purchasing dalam Pengadaan Jumlah transakst di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, famuan dan
Barang dan Jasa lapangan (dikecualikan untuk galen, kopi, teh, gula, dst.)
SumberData ;
Sistem Informas! Pemerintah Daerah (SIPD)
7 Tenmplementasinya rencana Persentase implementasi rencana eKineja  |a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, 100% 100% 100% 100% 100% Persen

strategis komunikasi publik
untuk program-program umum
dan unggu!an Perangkat Daerah

strategi komunikasi publik program
unggulan atau program umum sera
respon perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program.,

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesvai strategi kamunikas,

¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan kemunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6
jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media
sosial atau aktivast luar ruang.

Penghitungan:

a) Bobat 20%: PD menyusun mater strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesual strategi komunikasi per triwulan.

¢) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saa krisis (draft
press release dan data pendukung) datam kurun waktu <6 jam.




d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi {realisast editorial plan, min, 15 materi per triwulan)
melalui media intemal atau media massa atau media sosial atau akfivasi luar ruvang per triwulan,

100%

100%

100%

100%

100%

Persen

Terwujudnya tata kelola
pemeiintahan yang transparan
dan akuntabe! Provinsi DKI
Jakarta

Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2023

e-Kinerja

NitaifPredikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)

NIA

N/A

NIA

82)

(82)

Predikat

Meningkatnya Pengelolaan
Arsip pada Perangkat Daerah

Persentase Arsip Aktif dalam Daftar
Arsip Aktif

e-Kinerja

Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Ist Berkas pada semua Unit Pengolah (UP} dan
diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).

Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon I,
Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Dattar Isi berkas dari Seluruh Esselon [lSetara.

Unit Pengotah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Pengolah ; Biro/Bagian/Bidang/inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

Unit Kearsipan {UK) Tingkat Il sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong
Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Pemenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi,
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3.  Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) Il di bagi jurtah unit
Pengelola (UP) pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dergan urusanya dan ditembuskan ke Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Bire Umum
selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi DK! Jakarta.

- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Waktu Penilaian:

TWI :NA

TWIl :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWIIl :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember.

TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.

N/A

100%

100%

100%

100%

Persentase

Terwujudkannya tata kelola SDI
yang baik melalui pamenuhan
dafiar data daerah

Persenlase progress pengumpulan
data sesuat daftar data dan batas
wakiu pengumpulan yang
ditetapkan dengan Keputusan
Gubemur

e-Kinesja

Definisi:

Hasi pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dergan
Keputusan Gubermur.

Data dikumpulkan ofeh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah




10 [Terwujudkannya tata kelota SDI Persentase progress pengumpulan e-Kinerja  |Dasar Hukum: 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
yang baik melalui pemenuhan data sesuai daftar data dan batas Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
daftar data daerah wakiu pengumpulan yang Tahun 2023

ditefapkan dengan Keputusan
Gubernur Formula Pengukuran :
[(Jumlah data terkumpu! ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada
TV tersebut)] x 100%
Batas walkfu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis
Sumber Data : Daftar Data Daerah {Portal Data)

1 Terkelolanya Kevangan Daerah Persentase Inventarisasi BMD e-Kinerja  |Definisi: NIA 10% 55% 100% 100% Presentase
yang Sehat, Transparan, dan berupa Gedung dan Bangunan Capaian Hasil nventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan
Akuntabel pada Pengguna Barang danfatau Bangunan.

Kuasa Pengguna Barang Tahun Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam
2023 di masing-masing FD/UKPD Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris
Tim Pengendali.
BMD yang selesat diinventarisasi adalah :
1. BMD tidak ada berupa non fisik,
2. BMD tidak ada berupa fisik.
3. BMD ada, bagian dari aset induk.
4, BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan labe! dan scan QR Code,
Penghitungan:
1. Persiapan 10%
a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi
b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
2. Pefaksanaan 75%
a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi
3. Pelaporan 15%
a, Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi {LHI)
b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)
¢. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Muttak (SPTJM)

12  |Peningkatan penggunaan Persentase realisasi belanja e-Kinefja  |Definisi: N/A NIA N/A 80% 80% Presenlase

produk dalam negeri barang/jasa bersertifikat TKDN, 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi

produk dalam neger, dan/atau
produk usaha mikro kecil dan
koperasi dari hasil produksi dalam
negeri

atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan
penyedia telah menggunakan produk dalam negeri {self declare}

2, Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran :

Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk
dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja
(SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD




Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dafam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Kaperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesta Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

13 |Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kineja |DASAR HUKUM : NIA NiA N/A 100% 100% Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4)
ASN Pemerintah Provinsi DKI Pemerintah Provinsi DK Jakarta 20 Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20
Jakarta 20 Jam Pelfajaran Jam Pelafaran pertahun {dua putuh) jam pelajaran dalam 1 (satu} tahun.
pertahun
DEFINIS] ;
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun unfuk seluruh PNS Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.ld
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DK| Jakarta yang mengikuti Pengembangan
Kompetensi dar Seluruh SKFD Pemerintah Provinsi DK| Jakarta,
Formula Pengukuran :
[{Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklaf) / {Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
14 |Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian tahapan eKinerja  |DASAR HUKUM : NIA NiA 50% 50% 100% Persentase
Pengetahuan manajemen pengetahuan 1. Peraturan Gubemur Provinsi DK| Jakarta Nomer 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
DEFINISI :
Terselesaikanya Penyelesalan Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melalui https:/fkm-bpsdm jakarta.go.id
METODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tullsan (wafib terkumpul sesuai batas waktu
pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal & Bulan
November Triwulan 4).
SUMBER DATA :
https:ffkm-bpsdm. jakarta.go.id
14 |Implementasi Penerapan Persentase Implementasi eKineja  |Dasar Hukum: N/A 40% 80% 100% 100% Persentase

Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko

1, Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta

2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Strukiur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

Definisi Operasional:

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan
Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem InformasiPengelofaan Risiko dan
Penanganan (Si-Perisai).

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala




Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: 7 40% 80% 100% 100% Persentase
a) Pemilik Ristko;
b) Koordinator Risike; dan
¢) Manajer Risiko.
2. Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan oleh salah satu unit kesja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat
Daerah (Level Eselon 3/Koordiator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3, Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapal dalam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan mefalui 5 {lima} tahapan.
a) Komunikasi dan konsultasl;
b) Penetapan konteks;
¢) Penilaian Risiko {Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko};
d) Penanganan Risiko; dan
€) Pemantauan,
Masing-masing Tahapan dituangkan datam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko,
Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
Formula Pengukutan : .
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas
waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%
OQutput Sasaran :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko {UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;
3, Dokumen Formulir Penetapan kanteks Manajemen Risiko;
4. Dokumen Formulir profil dan peta Risike;
5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.
Metode Pengukaran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspeldorat ;
Triwulan Il ;
1, Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan 11l :
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan 1V :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko
Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat
15 [Tercapainya Target Kinerja Presentase Nilal Kinerja Anggaran e-Kinerja  |Dasar Hukum : NA N/A NIA 1% 1% Persen
Anggaran atas Aspek atas aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan

kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah.”




Definisi Operasional :
Kinegja Anggaran yang dhitung atas aspek implementasi.
1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk
menghasilkan informasi Kinefia mengenal penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 {satu) Tahun Anggaran.
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi ditakukan dengan mengukur variabel sebagal herikut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran {Cutput) Kegiatan dengan target indikator
Kefuaran {Qutput) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2, Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBO/ proyeksiapbd jakarta.go.id
3. Efisiensi keluaran kegiatar/subkegiatan:
- dilakukan dergan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengetuaran
sebenamya.

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capatan Keluaran (Output) Kegiatan,
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi uniuk menghasilkan capaian
Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran {Qutput) Kegiatan.
Sumber Data :
a. data capaian Kefuaran (Qutput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢. realisasi anggaran sumber data proyeksi AFBD.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagal berikut:
Bp=9,7%

BK =18,2%

Bekk = 43.5%

BE =28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembabotan Nilai Kinerja atas Aspek (mplementasi yang dihasilkan :
< 60 =Rendah

> 60 5.d 70 = cukup

> 70 s.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik




1 cipaian penyeiésalan | e-Rinena Araisas: TL Arshan Gubermyr |rapm. o.ofice, arshan melaki meda Sieiona, 2an bemak Aranan W | 0% Parsan
Lanjfut Awaban Gubermu dibagi Jumish TL Arahan Gubemir diall 10{'%
17 |Menieghalrya perpelessan 1 capatsn peryekiian CRM | Jurmilah Faaiass TL Aduan Wasyarakal Sbagi dumiah TL Adusn Masyarakat df kall 100% L 100'% Persen
pergaduan masyamia pergaduan masyarakal
18 |Meninghaleys peyslesis 1 EOTRIESS PR edneds  |[90% dan jusiah miomendas LHP GPE BRI Tahen 2005 dan ssiensnys pang teleh desleies oeh Peessglal | 25% 5% Penen
et rekmendas B kanjul rekamndEsl Bmuan Daerah dan LPD dibawah kpordinasinga | jemiah s&a mipmendasl yang belom dindakanud dad LHP BPE BRI
et psrruariicasng harsd permerikasan elcsiermal (BPK] tahion 005 dan selerusy | o 100% (Veriflusd oleh lespalkionat)
Jabarta, 23
Soluwians Daerah Provies: Hapat B Limom dan Administas
Draesd FRusus Makoin Jaor, Seida Provinsi DR Jakara,
1
Ll
MIP 10E3 1004

KIP 19781 {ATA0ed o
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan Xo
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 1

Nama : MOCHAMAD ABBAS || & \
Jabatan : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi Daerah || s
Khusus Ibukota Jakarta AT
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA | el
1R, T
I 1 .
Nama  :JOKO AGUS SETYONO | e
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta | 3P
11 s .-1'5!
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA | &\
|

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan J ¥
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang || ssk

diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi, NS
Jakarta, 2023 K k

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Al j:

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan | .: 3
Ibukota Jakarta, Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota ‘#_ ya

Jﬂkﬂﬁﬂ. g :‘?:IT'

Abpit— 5

|
JOKO AGUS SETYONO MOCHAMAD ABBAS j: X
|

NIP 196812111996031004 MIF 107 0008199701004 ‘bﬂ
i1 :;‘Ia
il )



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama + Mochamad Abbas
NIP : 197606091997021004
Jabatan : Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Perckonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKl Jakarta
P’ - Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja ] m | m N Tahunan | Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 |Peningkatan Dukungan 1  [Nilaf Komponen Pengukuran e-SAKIP DASAR HUKUM : N/A NIA NIA 36.9 36.9 Nilai
Teknis, Administrasi, dan dan Pelaporan pada Evaluasi Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah
Analisis Penyelenggaraan AKIP
Urusan Pemegintah Daerah DEFINISI:
Kompenen Pengukuran Kinerja dan Pefaporan Kinerja yang dimaksud adatah Kemponen pembentuk Nial AKIP Provingi DK Jakarta pada
Tahun bersangkutan.
A. Kompoenen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdin dari variabel :
1, Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja tefah dilakukan dengan bobot maksimal 6
2. Sub Komponen Kualitas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenfang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9
3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar datam pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerfa yang efektif dan efisien dengan bobot maksimal 15
B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :
1, Sub.Kompenen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan.yang menggambarkan Kineja dengan bobet maksimal 3
2. Sub Kemponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja tefah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasifanfkegagalan kinerja serta upaya perbakkan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5
3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pefaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategifkebijakan dalam
mencepai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5
METODE PENGUKURAN ;
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja {30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun
bersangkuian
2 [Percepaten, Pengendalian, 1 |Skor EKFPD e-SAKIP DASAR HUKUM: N/ N/A NiA 4.047 4.047 Nitai

dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan

1, PP Nomor § Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2, Permendagri 18 Tahun 2020

3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

DEFINISI:

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasif Evaluasi terfhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinefja
Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yeng selanjutnya akan ditetapkan datam bentuk Keputusan
Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, Dengan kategori
penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020);

1. 8kor 1,00 5.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

2. Skor 1.815.d. 2.60 : status kinerja rendzh

3. Skor 2.61 5.d. 3.40 ; status kinerja sedang

4. Skor 3.41 5.4, 4,20 ; status kinerja tinggi

5. Skor 4.21 s.d. 5,00 : status kinerja sangat tnggii

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi s¢ Indonesia

METODE PENGUKURAN:

Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemesintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi ulama dilaksanakan
oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat
kinerja pemerintahan daerah dengan:

a. menganwersi nilai setizp capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode propersi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan
tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik”.




Jika nifai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nitai terkect diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya,
maka nilai daerah terkeci! menjadi pembilang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperoleh dkalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.
b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nila capatan indikator dengan bobot masing - masing indikator, Total hasil perkafian
dikalikan dengan bebot indikator kinerja makro
¢. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nitai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dalam skor kinefja
berdasarkan skala kinerja. Nilai perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot
indikator capaian kinerja makro.
d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)
Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD} = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25
SUMBER DATA:
Hasil Penilaian Kementerian Datam Neger
3 |Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD NIA 100 N/A 100 100 Persen
Prefesionalitas, dan Ikiim rencana aksi KSD Peningkatan Peningkatan Profesionalitas SOM Pemprov DK Jakarta
Kerja Aparatur Tata Kelola Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DI Jakarta
4  |Berkurangnya Ketimpangan Persentase penyelesaian e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan N/A 100 100 100 100 Persen
Senta Terfjaminnya rencana aksi KSO Kemiskinan,
Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Kemiskinan
Dasar dan Peifindungan Sub KSD Percepatan
Sosial Penanggulangan Kemiskinan
5 |Terakselerasinya Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan tamet penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD N/A 100 NiA NiA 100 Persen
Transfarmasi Cigital dan rencana aksi KSD Peningkatan Transformasi Digital
Pengembangan Ekosistem Tata Kelola Pemefintahan yang
Kota Cerdas Profesicnal Sub KSD
Transformasi Digitat
6 |Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD Peningkatan Perwujudan Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kinerja Pemerintah Tata Kelota Pemerintahan yang
Profesicnal Sub KSD
Perwujudan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
{AKIP)
SASARAN KHUSUS
7 |Temwujudnya Opini laporan Keuangan e-Kinerja Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaren informasi yang disajlken dalam laporan keuangan daerah NIA (3ywre N/A NA (Y WTP Predikat
penyelenggaraan pemprov DK Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemal, kepatuban terhadap
pemerintahan yang taktis perundangan dan kecukupan pengungkapan (kenversi nilai epini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1{50%), TMP=0{25%))
dan adaptif
8 [Meningkatnya Pemanfaatan Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerja Formula Pengukuran : 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
E-Purchasing dalam Order Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa galon, kopi, teh, gula, dst.)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)




Terimplementasinya
rencana sfrategis
komunikasi publik untuk
program-program umum dan
unggulan Perangkat Daerah

Persentase implementasi
rencana strategi komunikasi
publik pregram unggulan atau
program umum seria respon
perangkat daerah pada saat
krisis komunikasi program.

e-Kinerja

a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah,

b} Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi,

¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikast pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi mefalui media intemnal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar
ruang.

Penghitungan:

a) Bobet 20%: PD menyusun materi strateqi kemunikasi program unggutan atau program umum per tiwulan.

b) Bobot 20%: PD menyusun mater editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan,

¢} Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per iwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data
pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.

d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi kemunikasi (realisasi editerial plan, min. 15 materi per tiwulan) melakii media intemal atau media
massa atau media sosial atau aktivasi luar rvang per tiwulan.

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

10

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang
transparan dan akuntabel
Provinsi DK Jakarta

Predikat SAKIP Perangkat
Daerah Tahun 2023

e-Kinefja

NitaiPredikat dipercleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nifai: 82)

N/A

NIA

NIA

(62)

(62)

Predikat

Meningkatnya Pengelolaan
Arsip pada Perangkat
Daerah

Persentase Arsip Aktif dalam
Daftar Arsip Aktif

e-Kinerja

Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UF) dan diserahkan ke Unit Kearsipan

(UK.
Pengotahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon Il
Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seturuh Esselon ItiSetara.

Unit Pengolah adalah satuan kerfja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengofah semua arsip yang berkaitan

NIA

100%

100%

100%

100%

Persentase

dengarkegiataripenciptaan arsip dilingkngarinya.
Unit Pergolah : Biro/Bagian/Bidang/nspekiur Pembantw/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kefja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
Unit Kearsipan (UK) Tingkat Il sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi,
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah {UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagi jumizh unit Pengelcla {UP) pada Organisasi
Perangkat Daerah {OPD) di kali 100%

- Laporan PD {UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesual dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro sefaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten
Pemerintahan diternbuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK| Jakarta.
- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Waktu Penilaian:

TWI :NA

TWH  : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWIII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar isi Berkas Tahun 2021 periode Juti 5.d Desember.
TWIV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar ist Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.

12

Terwujudkannya tata kelola
SOt yang baik melalui
pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress
pengumpufan data sesuai
daftar data dan batas wakiu
pengumpulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

e-Kinerja

Definisi :

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
Data dixumputkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase




Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023

Formuta Pengukuran :
[{Jumfah data teskumpul ke walidata) / {Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dasi jadwal rlis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

13  |Peningkatan penggunaan Persentase realisasi belanja e-Kinefja Definisi : N/A NIA NIA 80% 80% Presentase
produk dalam negeri barangffasa bersertifikat TKDN, 1. Produk Dalam Negeri adalzh barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjskan cleh
produk datam negeri, danfatau perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk dalam
produk usaha mikro keci! dan negeri (self declare)
koperasi dati hasil produksi 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan cleh Kementerian Perindustitan yang menjelaskan kandungan dafam negeri pada barang,
dalam negen jasa dan gabungan barang dan jasa.
Formula Pengukuran :
Jumlah realisasi belanja barangffasa dan belanja modal (kecuali tanah) berseatifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk
dani usaha mikro kecit dan koperasi dibandingkan dengan reatisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informast Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2 _Sistem.Informast.Pemerintah Daerah (SIED).DKLJakarta - BPKD.
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Indushi
2. inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Preduk Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan [ndonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
14 [Terimplementasinya Persentase Implementasi e-Kinerja DASAR HUKUM : NiA NA NIA 100% 100% Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Megeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi
ASN Pemerintah Provinsi ASN Pemerintah Provinsi DKI setizp PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
DKl Jakarta 20 Jam Jakarta 20 Jam Pelajaran
Pelgjaran pertahun pertahun DEFINISI :
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Simdiklat BPSDM.Jakarta go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKl Jakarta.
Formula Pengukuran :
[(Jumfah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumtah data yang wajib terkumpu sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu
pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%
Sumber Data ; Simdiklat BPSDM
15 |Meningkainya Manajemen Persentase penyelesaian e-Kinerja DASAR HUKUM : NIA N/A 50% 50% 100% Persentase
Pengetahuan tahapan manajemen 1. Peraturan Gubermur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 wentang Manajemen Pengetahuan.
pengetahuan

DEFINISI :
Terselesakanya Penyelesaian Tahapan manajemen pergetahuan untuk sefuruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui btips/fkm-

bpsdm jekarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumputan pada




Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4),

SUMBER DATA
httpskm-bpsdm jakarta.go.id

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubernur Noror 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Ristko pada Pemerintah Provinsi DK| Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi Operaslonal:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risito, Unit Kepatuhan Intemal dan penyelenggaraan
Proses Manajemen Risiko mefalui Sistern Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risike
{UPR) yang terdiri dari:

a) Pemilik Risiko;

b} Koordinator Risiko; dan

¢) Manajer Risiko,

2, Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan ofeh salah safu unit kegja di bawzh Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah {Level Eselon
3Koordinator) yang ditetzpkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhradap sasaran sirategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang dilzkukan melalui 5 (ima) tahapan:
a) Komunikasi dan konsultasi;

N/A

40%

80%

100%

100%

Persentase

b) Penetapan konteks;
c} Penilzian Risiko (ldentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
d) Penanganan Risiko; dan
e} Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan koriteks Manajemen Risiko, Formulir prefil dan

peta Risiko, dan Formulir penarganan Risiko.

Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / {Seluruh dokumen yang waijib terkumpul sesuai batas waktu pengumputan pada

Triwulan 4)] x 100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemitik Risiko (UPR);
2, Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang lelah diverifikasi oleh Inspekiorat:
Trwadan |l -
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPRY);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan Il :
1. Dokymen Formulit Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2, Dokumen Formulir profil dan peta Ristko
Triwulan [V :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data; Hasil Verifikasi Inspektorat




17 |Tercapainya Target Kinerja IPresentase Nilai Kinesja e-Kinerja Dasar Hukum : N/A NIA NA 1% % Persen
Anggaran atas Aspek Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelotaan Keuangan Daergh
[mplementasi Implementasi Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat
diantaranya digunakan un‘uk membantu Gubemnur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah,”
Definisi Operasional :
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
1. Kinerja Anggaran adalah capafan Kinerja atas penggunazn anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasf adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi
Kinerja mengenal penggunaan anggaran dalem rangka pelaksanaan kegiatan/Subkeqiatan dan pencapalan keluarannya yang diukur dalam 1
(satu) Tahun Anggaran,
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur varizbel sebagal berikut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/stibkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP
2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran,
Sumber Data : Prayeksi APBD/ prayeksiapbd.jakartago.id
3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasitkan capaian Keluaran (Output)
Program atau capaian Keluaran (Cutput) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah angoaran yang terealisasi untuk menghasitkan capaian Keluaran (Output) Program atau
capaian Keluaran {Output) Kegiatan,
Sumber Data :
4. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bebot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berkut:
Bp=0,7%
BK=18,2%
Bekk =43.5%
BE=28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Babot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembobetan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
s 60 = Rendah
>605.d 70 = cukup ' !
>705.d 90 = Baik
> 90 s.d 100 = Sangat Baik
SASARAN OPERASIONAL
18 |Terselesaikannya Tindak Persentase capaian e-Kinerja (Jumiah Reatisasi TL Arahan Gubemur {rapim, e-office, arahan mefalui media efektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan 100% 100% 100% 106% 100% Persentase
Lanjut Araban Gubemur penyelesaian Tirdak Lanjut Gubemur) x 100%
Arahan Gubetmur




T [Parenisse capaan TAM Ao’ Resisas L ASuan Masyarakl dtag Jumiah TL Aduas Nryirakal 8 Ll 100% W% | te0% | 0% | 0% | 100w
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s yarsh e
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kama + Marulina Dew! Mutiara

NIP : 197702261997112001

Jabatan : Kepala Biro

Unit Kerja : Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I I 0 aniulan M W Tahunan | Keterangan

SASARAN STRATEGIS

1 |Peningkatan Dukungan 1 |Nilai Komponen Pengukuran dan e-SAKIP DASAR HUKUM ; N/A A WA 369 369 Nitai
Teknis, Administrasi, dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Analisis Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah DEFINISI :

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kineja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta pada
Tahun bersangkutan.

A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabe! :

1, Sub Komponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja teleh difakukan dengan bobot maksimal 6

2, Sub Komponen Kualilas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan daflam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9

3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijfadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuatan strategi dalam mencapai kinerja yang efektdf dan efisien dengan bobot maksimal 15

B, Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :

1> Sulr Komponen Keberadaan beruparTerdapat Bokumen teporanyang menggambarkan-Kinerja dengan bobot maksimal 3

2. Sub Kompenen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinesja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinesja,
informasi keberhasian/kegagalan kinetja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5

3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja tefah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategifkebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

METODE PENGUKURAN :
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun
bersangkutan

2 |Pelaksanaan Fasilitasi dan 1 |Persentase Kerja Sama yang e-SAKIP DEFINISI: 100 100 160 100 160 Persentase
Evaluasi Penyelenggaraan terimplementasi Kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan perikatan balk dengan menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi,
Kolaborasi dan Kerja Sama Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Pesjanjian Kerja Sama) Terimplementasikan adalzh ketika Kerja sama tefah difasilitasi ofeh
Daerah Biro KSD . Kriteria: 1, Tidak bertentangan dengan paraturan kerjasama daerah 2. Bidangfarea yang dikerjasamakan merupakan
bidang/area yang dibutuhkan oleh Pemprov DK Jakarta (Permendagri No. 22 Tahun 2020 untuk Kerjasama Dalam Negeri, Permendagri
No. 25 Tahun 2020 untuk Kerjasama Luar Negeri, dan Kepgub No. 630 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah) Sumber
Data: Biro Kerja Sama Daerah *disusun dalam Keputusan Gubemur sebagal SOP Kerjasama **ada alat bantu menentukan mana yang
sesuai kriteria atau tidak.

METODE PENGUKURAN:

Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi.
SUMBER DATA:

Biro KSD

2 |Persentase Kolaborasi yang e-SAKIP DEFINISI: 160 160 160 100 100 Persentase
terimplementasi Kolaborasi adalah segala bentuk kegfatan yang dilakukan perikatan dengan tidak menggunakan naskah kerjasama yang meliputi Sinergi,
Nota Kesepakatan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerfa Sama) Terimplementasikan adalah kefika kolaborasi telah difasilitas! oleh
Biro KSD.

METODE PENGUKURAN:

Persentase Perbandingan Kolaborasi yang Terimplementasi dirandingkan Uswlan Kolaborasi yang masuk dan sudah terverifikasi.
SUMBER DATA:

Biro KSD




Percepatan, Pengendalian, Skor EKPPD e-SAKIP DASAR HUKUM: N/A NIA N/A 4.047 4047 Nilai
dan Evaluasi Pelaksanaan 1, PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kebljakan Pembangunan 2. Permendagri 18 Tahun 2020
3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
DEFINISI:
Skor yang dikeluarkan ofeh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinesja
Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Kepulusan
Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori
penilaian {Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020):
1. Skor 1.00 s.d, 1.80 : status kinerja sangat rendah
2. Skor 1.81 5.4, 2,60 : status kinefja rendah
3, Skor 2.61 5.4. 3.40 ; status kinerja sedang
4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi
5. Sker 4.21 5.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggii
Sedangkan pemeringkatan adafah pengumutan skor seluruh provinsi se Indonesta
METGDE PENGUKURAN:
Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan
cleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Mentesi. Tim Nasional melakukan penentuan peringkat
kinerja pemerintahan daerah dengan:
a. mengonversi nilai setiap capaian kinerja menjadi skor. Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan
tergantung pada posisi apa yang dianggap “erbaik”.
Jika nifai terkecil yang terbalk, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilaj terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya,
maka nilai daerah terkecil menjadi pembifang kemudian dikali 100%. Persentase yang diperaleh dikalian dengan skala tertinggi yaitu 5.
b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil
perkalian dikalikan dengan bobot indikator kinerja makro
¢. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke datam skor kinerja
berdasarkan skala kinerja. Nilal perubahan dikalikan dengan babot masing - masing indikator, total hasil perkalian dikalixan dengan bobot
indikator capafan kinerja makro.
d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)
Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25
SUMBER DATA:
Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri
Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rengana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD NIA 100 100 100 100 Persen
Profesionalitas, dan (klim aksi KSD Peningkatan Tata Kelofa Peningkatan Profesionalitas SDM Pemgrov DK| Jakarta
Kerja Aparatur Pemerintahan yang Profesienal Sub
KSD Peningkatan Profesionalitas
SOM Pemprov DK1 Jakarta
Berkurangnya Ketimpangan Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan N/A 100 100 100 100 Persen
Serta Tesjaminnya aksi KSD Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan
Pemenuhan Kebutuhan Kemiskinan Sub KSD Percepatan
Dasar dan Periindungan Penanggulangan Kemiskinan
Sosial
Meningkatnya Kuafitas, Persentase penyelesaian rencana e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksf Peningkatan kualitas infrastruktur dan tayanan dasar perkotaan Sub N/A 100 100 NA 100 Persen
Aksesibilitas, dan aksi KSD Peningkatan kualitas KSD Penataan kawasan yang dikeordinasikan oleh Walikota/Bupati
Kemudahan Layanan infrastruktur dan layanan dasar
Masyarakat perkotaan Sub KSD Penataan

kawasan yang dikoordinasikan oleh
Walikota/Bupati
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Terimplementasinya rencana
strategis komunikast publik
untuk pregram-program
urmum dan unggu'an
Perangkat Daerah

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang
transparan dan akuntabel
Provinsi DK| Jakarta

IPersentase implementasi rencana
strategi komunikasi publik program
unggulan atau program umum senta
respon perangkat daerah pada saat
keisis komunikasi program,

Predikat SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2023

e-Kinerja

e-Kinerja

a) Persentase tersusunnya strategl komunlkasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah,

b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai sirategi komunikasi.

¢} Persentase tersusunnya materi mitigas| krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam,

d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media intemal CPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar
ruang.

Penghitungan:

a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi kemunikasi program unggulan atau program umum per triwulan,

b} Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.

¢) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per tiwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data
pendukung) datam kurun waktu <6 jam.

d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editcrial plan, min. 15 materi per triwulan) metalui media intemna! atau
media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per tiwulan.

100%

NfA

100%

NIA

100%

N/A

100%

(82)

100%

{82)

Persentase

Predikat

17

Meningkatnya Pengelolaan
Arsip pada Perangkat
Daerah

Persentase Arsip Aktif dalam Daftar
Arsip Aktif

e-Kinerja

Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit
Kearsipan (UK).

Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk da’am Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon 1,

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon |IfSetara.

Unit Pengolah adalah satean kerja pada pencipta arsip yang mempunyai lugas dan tanggungjawab mengelah semua arsip yang berkaitan
dengan kegiatan penciptaan arsip di ingkungannya.
Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspekiur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas {Kecuali Selureh UPT)

N/A

100%

100%

100%

100%

Persentase

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
Unit Kearsipan (UK) Tingkat |l sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasl.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomer 6 Tahun 2019 fentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gukernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan lzperan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagi jum’ah unit Pengelofa {UF) pada Organisasi
Perangkat Daerah {OPD} di kali 100%

- Laporan PD (UK) dilapcrkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakanta,

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke
Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
- Biro-Biro sefaku UP melapotkan ke Asisten masing-masing sesuai unusan.

Wakiu Penitaian:

TWI :NA

TWI : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 perede Januari s.d. Juni.
TWIIl : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 pericde Juli s.d Desember,
TWIV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.

Terwujudkannya tata kelola
8Dl yang baik melalui
pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress pengumpulan
data sesuai daftar data dan batas
waktu pengumpulzn yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

e-Kinefja

Definisi :

Hasil pengumpulan data sesuai dafiar data dan jadwal rifis yang tefah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
Data dikumpulkan cleh Produsen data kepada Wefidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Daftar data dan jadwal rifis berdasarkan Keputusan Gubemnur tentang Daftar Data Daerah

Dasar Hukum :
Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2023

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase




Formula Pengukuran :
[(Jurntah data terkumpu! ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

19 |Peningkatan penggunaan Persentase realisast befanja e-Kinerja Definisi: NIA N/A NIA 80% 80% Presentase
produk datam neger barangfasa berserfifikat TKDN, 1. Produk Dalam Negeri adalzh barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau diketjakan oleh
produk dalam negen, dan/atau perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam
produk usaha mikro kecil dan negen (self declara)
koperasi dari hasil produksi dalam 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjefaskan kandungan dalam negeri pada
negeri barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
Formula Pengukuran :
Jumlah realisasi belanja barangfjasa dan befanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/ztau produk dalam negeri, diutamakan
produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi befanja {SPJ) barangfjasa dan belanja modal (kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (S1PD) P3DN Kementerian Dafam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DK Jakarta - BPKD
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
2. Tnpres Nomor 2 Tahun 2022 fentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeridan Produk UsahaMikro; Usaha Kecit;
dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Petaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
20 |Terimplementasinya Persentase Imptementasi e-Kinerja DASAR HUKUM : NIA NiA NiA 100% 100% Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 {satu) tahun.
DKl Jakarta 20 Jam Jam Pelajaran pertahun
Pelajaran pertahun DEFINISI:
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP perahun untuk sefurub PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Selusuh
SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
a Formuta Pengukuran :
[(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdikiaf) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumputan pada Minggu
pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 43] x 100%
Sumber Data : Simdiklat BPSDM
21 |Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian tahapan e-Kinerja DASAR HUKUM : N/A NIA 50% §0% 100% Persentase
Pengetahuan manajemen pengetahuan 1. Peraturan Gubemur Provinst DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,

DEFINISI:
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seturuh SKPD Pemerintah Provinst DK| Jakarta mefalui hitps:#km-
bpsdm jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Rezlisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pergumpulan pada Minggu
pertama tanggal & Bufan September Triwulan 3 dan Minggu perlama tanggal 5 Bufan November Triwulan 4},

SUMBER DATA :
hitps:km-bpsdm.jakarta.go.id




22 |Implementasi Penerapan Persentase Implementasi Penerapan e-Kinerja Dasar Hukum: NiA 40% 80% 100% 100% Persentase
Manajemen Risiko Manajemen Ristko 1. Peraturan Gubemur Nomor 122 Takun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Definisi Operasional: .
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Intemal dan penyelenggaraan
Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).
1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Dagrah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilk
Risiko (UPR) yang terdiri dari:
) Pemilik Risiko;
b} Koordinator Risiko; dan
¢) Manajer Risiko.
2. Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risikc/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon
YKeordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah
3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang difakukan melali 5 (fima) tahapan:
a) Komunikasi dan konsultasi;
b} Penetapan konteks;
¢) Penilaian Risiko (|dentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);
d) Penanganan Risiko; dan
e) Pemantauan.
Masing=masing Tahapandituangkandalanr bentuk DokumenFormulir Penetapan konteks-Manajemen Risiko; Formulir-profi
dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.
Formula Pengukuran :
[(Jumtah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / {Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada
Triwulan 4] x 100%
Output Sasaran :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPRY);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemnal;
3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;
5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.
Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifixasi oleh Inspektorat :
Triwulan Il :
1, Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilk Risika (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan Il :
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan 1V :
1. Dokumen Formufir penanganan Risiko
Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat
23 |Tercapainya Target Kinerja Presentase Nilai Kinerja Anggaran e-Kinerja Dasar Hukum : N/A NiA NA 71% 1% Persen

Anggaran atas Aspek
Implementasi

atas aspek Implementasi

Peraturan Daerah Momor 7 Tahun 2022 tenfang Pengelofaan Keuangan Daerah
Pasal 195 ; "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumken kepada masyarakat
diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”




Definisi Operasional :

Kinetja Anggaran yang dhitung atas aspek implementasi.

1. Kinetja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kineija Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi
Kinerja mengenai penggunaan arggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam
1 (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur varizbel sebagai bedkut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran {Output)
Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP

2, Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagy anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd jakarta.go.id

3. Efistensi keluaran kegiatan/fsubkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisin antara pengeluvaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.
= Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Qutput)

Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran {Output) Program atau
capaian Keluaran (Quiput) Kegiatan.

Sumber Dt
a. data capaian Keluaran (Quiput) Kegiatan/Subkeglatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran dala sumber data proyeksi APBD; dan
c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APED.

4, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dllakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarkan dana setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=97%

BK = 18,2%

Bekk =43,5%

BE =28,6%

Bp . Bobet penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobet efisiensi

Pembabotan Nilai Kinetja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
< 60 = Rendah

>605.d 70 = cukup

>70s.d 90 = Baik

> 90 s.d 100 = Sangat Baik

SASARAN OPERASIONAL
24 |Terselesaikannya Tindak Persentase capafan penyelesaian e-Kinerja (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elekironik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumiah TL Arahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Lanjut Arahan Gubernur Tindak Lanjut Arahan Gubemur Gubemur) x 100%
25 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian penyelesaian CRM Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumtah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen

pengaduan masyarakat

pengaduan masyarakat
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama © IWAN KURNIAWAN
Jabatan : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : JOKO AGUS SETYONO
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
|lbukota Jakarta, Hidup Saetda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
JOKO AGUS SETYONO IWAN KURNIAWAN
NIP 196812111996031004 NIP 187108091997031006



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama ¢ lwan Kumlawan
NIP : 197109091597031006
Jabatan : Kepala Blro
Unit Kerja : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Triwulan |
NO Sasaran Strategls NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja T T & [ W] W | Tahunan Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 [Peningkatan Dukungan Teknis, [ 1 |Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP e-SAKIP DASAR HUKUM: N/A N/A | N/A | 36.90| 36.90 Nilaf
Administrasi, dan Analisis Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi
Penyelenggaraan Urusan SAKIP, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Pemerintah Daerah Kinerja,Pelaporan Kirerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
DEFINISI:
Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada kemponen Pengukuran
dan Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang sefanjutnya disingkat AKIP adalah
perwujudan kewajiban suatu instasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
METODE PENGUKURAN:
Berdasarkan komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja {30%), pangukuran kinerja {30%},
pelaparan kinerja {15%) dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intermal {25%)
SUMBER DATA:
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB
2 |Percepatan, Pengendalian, dan| 1 |Skor EKPPD e-SAKIP DEFINISL N/A, NIA | N/A | 4,047 4.047 Skor
Evaluasi Pelaksanaan Shor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan
Kebijakan Permbangunan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional,
METODE PENGUKURAN:
Kategori penilaian {Permendagr No 18 Tahun 2020, Diundangkan Tanggal 27 Maret 2020): 1. Skor 1.00
s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah 2. Skor 1.81 s.d. 2,60 : status kinetja rendah 3. Skor 2.61 s.d.
3.40 : status kinerja sedang 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggl 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status
kinerja sangat tinggi Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia
SUMBER DATA;
Hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
dari Kementerian Dalam Negeri ’
3  |Berkembangnya Kapasitas, 1 |Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola e-MonevKSD  |Reafisasi penyelesaian dibandingkan targst penyelesaian rencana aks Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang N/A 100 100 | 100 100 Persen
Profesionalitas, dan (Xlim Kerja Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakaria
Aparatur SDM Pemprov DKI Jakarta
4 |Berkurangnya Ketimpangan Serta 1 |Persentase penyelesafan rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan e-MonavKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanpgulangan Kemisikinan Sub KSD Percepatan N/A 100 100 | 100 100 Persen
Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Sub KSD Percepatan Penanggufangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
Dasar dan Perfindungan Seslal
5§ |Tencapainya Pamulhan Ekosislem 1 [Perseniase penyelesaian rencana aksi KSD Perbaikan kualitas lingkungan o-Money KSD Realisasi penyelasalan dibandingkan target penyelesaian rencana aksl Perbaikan kualitas (ingkungan hidup Sub KSD Mitigasi|  N/A 100 100 | 100 100 Persen
Kota dan tmplementasi Pembangunan hidup Sub KSD Miigas| dan Adaptasi Bencana Iklim dan Adaptasi Bencana [klim
Rendah Karbon




6 |Tercapainya Perbalkan Manajeman Persentase penyelesalan rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola e-Monev KSD Realisasi penyelesalan dibandingkan target penyalesalan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemarintahan yang 100 100 100 | 100 100 Persen
dan Arsiteklur Kinarja Pemerintah Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Profesicnal Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja instansi Pamerintah (AKIP)
Instansi Pemerintah {AKIP)
7 [Tercapainya Perbaikan Pola Parsentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitzs e-MonevKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelasalan rencana aksi Peningkatan kualitas Infrastruktur dan layanan dasar 100 100 100 | 100 100 Parsen
Aktivitas dan Mabilitas Melalui infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Pengembangan perkotaan Sub KSD Pengembangan Transit Orierted Development (TOD)
Pengembangan Kota Berorientasi Transit Oriented Development (TCD)
Transit Persentase penyelesafan rencana aksi KSD Peningkatan kualitas e-MonevKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastrukiur dan layanan dasar N/A 100 100 | NA 100 Persen
infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan perkotaan Sub KSD Penyedlaan Jalan dan [nfrastukiur Pelengkapnya
Infrastukiur Pelengkapnya
SASARAN KHUSUS
8 |Terwujudnya tata kelola Opinl Yaporan Keuangan a-Kinefja Defenlsi : N/A (IWTP | WA | NA [N WTP Predikat
pemerintahan dan keuangan Pernyataan profeslonal badan pemeriksa keuangan Rl mengenal tingkat kewalaran informas! yang cisajikan dalam laporan
Daerah yang transparan dan Xeuangan daerah pemprov DX) Jakarta sesual dengan standar akuntans! pemerintahan, keandalan sistem pengendafian
akuntabel intemal, kepatuhan terhadap pentndangan dan kecukupan pengungkapan (konvarsi nilal opini pemeriksaan LK
Formula Pengukuran :
WTP=3{100%), WDP=2{75%), TW=1{50%), TMP=0{25%}))
9 |Meningkatnya Pemanfaatan E- Persentase Pemanfaatan E-Ordar e-Kinerja Formula Pengukuran ; 100% 100% | 100%| 100% 100% Persentase
Purchasing dalam Pengadaan Jumizh transaksi di e-Ordar dibandingkan dangan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapal, Jamuan dan lapangan
Barang dan Jasa {dikecualikan untuk ga'on, kopi, teh, gula, dst}
Sumber Data
Sistern Inforrnast Pemerintah Daerah (SIPD)
10— |{Terimplemantasinya rencana —— Persentase-implementast rencana strategi-komunikasi-publis——— e-Kinerja——|a) Persentase tarsusunnya strategi komunikasi program-unggulan atau program-umum-Perangkat———100%——100%—[-100% [~100%——100%——Persentase—
strategis komunikasi publik untuk program unggulan atau program umum serta respon Daerah.
program-program umurn dan perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuat strategi komunikasi.
unggulzn Perangkat Daerah c) Persentase tersusunnya materl mitigasi krisis dan bahan komunlkasi pada saat krisis dalam
kurun waktu <6 Jam.
d) Persentase terpublikasikannya materl komunikasl melalui media internal OPD atau media massa
atau media sosial atau aktivasl luar reang.
Penghitungan:
a} Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per
triwulan,
b} Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan,
c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis
(draft press release dan data pendukung) dalam kurun wakiu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi kemunikasi {realisasi editorial plan, min. 15 materi per
triwulan) melalui media internal atau media massa atau media soslal atau aktivasi luar ruang per
triwulan.




11 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 e-Kinerja Nilal/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasl SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspekiorat (nllal: 82) N/A N/A N/A A A Predikat
pamerintahan yang transparan dan (82) {82)
akuntabal Provinsi DK Jakarla

12 |Meningkatnya Pengelclaan Arsip Parsentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif e-Kinerja Definisl : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke N/A 100% | 100% | 160% 100% Persentase

pada Perangkat Daerah

Unit Kearsipan (UK).
Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daarah masuk dafam Sasaran Khusus Perangkat Daarah Eselon 1,
Rezlisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Selunuh Esselon [1l/Setara.

Unit Pengelah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan langgungjawab mengolah semua arsip yang
bérkaitan dengan kegiatan panciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengelah : Biro/Baglan/Bidang/Inspekiur PambantwSuku Badan/Suku Dinas (Kecvali Sefuruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arslp yang mempunyai tugas dan tanggung jawab datam penyelenggaraan
kearsipan.

Unit Kearsipan (UK) Tingkat [| sebagal berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Selratarial
Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umtm

Dasar Hukum;

1. Pemenpan-RB Nomar 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasl.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelofaan Arsip Dinamis

Pengukuran;
Jum!ah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagl jumlah unit Pengelola (UP) pada
Organisasi

Perangkal Daerah (OPD) di kali 100%
- Laporan PD (UK) ditaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi DK! Jekarta.

- Laperan untuk tingkat Biro-Blm sefaku UP menyarahkan ke Biro Umumn selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK
mafaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK Jakarta,

- Blro-Biro selaku UP melaparkan ke Aslsten masing-masing sesuai urusan.

Wakiu Penilaian:

TWI NA

TWIH :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari 5.d. Juni.

TW Il : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar [si Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desamber,
TWIV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.




Terwujudkannya tata kelola
SDI yang baik melalui
pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data
dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur

e-Kinerja

Definlsi :

Hasil pengumpdulan data sesual daftar data dan Jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur,

Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Daftar data dan fadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah

Dasar Hukum :

Keputusan Gubermur Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2023

Formula Pengukuran :

[(Jumtah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesual batas waktu
pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal § bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

4

Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri

Persentase realisasi belanja barang/fjasa bersertifikat TKDN,
produk dalam negeri, danfatau preduk usaha mikro kecil
dan koperasi dari hasil produkst dalam negeri

e-Kinerja

Definisi :

1, Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berpreduksi di Indonesia ditunjukkan
dengan pemyataan penyedia telah menggunakan preduk datam negeri (self declare)

2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan cleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan
kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran :
Jumiah realisasi belanja barang/jasa dan belanja madal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau
produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan

NIA

NIA

N/A

B0%

80%

Presentase

realisasi-belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja-modat (kecuall tanah):

Sumber Data :
1, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2, Sistern Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri

2. Inpres Nomer 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Terimplementasinya
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerintah Provinsi
DK Jakarta 20 Jam
Pelajaran pertahun

Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran perfahun

e-Kinerja

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Noemor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat
(4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling
sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 {satu) tahun,

DEFINISI :

Terselesalkanya Pemenuhan pengembangan kempetensi 20 JP pertahun untuk sefuruh PNS Pemerintah
Provinsi DK Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id

Rea¥sasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti
Pengembangan Kompatensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinst DKI Jakarta,

Formula Pengukuran :
[(Jum!ah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas
waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSDM

N/A

N/A

NiA

100%

100%

Persentase
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Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesalan tahapan manajemen pengetahuan

a-Kinerja

DASAR HUKUM :
1, Peraturan Gubemur Provinsi DK Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,

DEFINIS] :
Terselesaikanya Penyelasaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta melafui https.#/km-bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :

Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video mauspun tulisan {wajib teskumpul sesuaj batas
waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama
tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

SUMBER DATA :
https:#km-bpsdm.jakarta.go.id

NA

NiA

50%

50%

100%

Persentase
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Implementasi Penerapan
Manajemen Ristko

Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubemur Nomer 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah
Provinsi OKI Jakarta

2. Keputusan Gubemur Nomeor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta

Definlal Operasional:

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Rislko, Unit
Kepatuban Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko mefalul Sistem Informasi Pengelolaan
Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala
Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari;
a) Pemilik Risiko;

N/A

04

08

Persantase

b) Koordinator Risiko; dan
¢) Manajer Risiko.

2_Unit Kepatuhan Internal difaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemiik Risika/Kepala
Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat
Daerah
3. Proses Manajemen Risiko ¢fakukan terhadap sasaran strategls yang terdapat dalam Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melahi 5 {lima) tahapan.

a) Komunikasi dan konsultasi;

b} Penetapan konteks;

¢) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risika dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risike; dan

e) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen
Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risike.

Formula Pangukuran ;
[{Jumlah dokumen yang terverifikasl cleh Inspektarat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkurnpul sesuai
batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%

Output Sasaran :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pamilik Risika (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;
3. Dokurmnen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;
5, Dokurnen Formulir penanganan Risiko.
Meatede Pangukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh
Inspekterat :
Triwulan Il :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkalt Pembentukan Unit Pemilk Risike (UPR};
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkalt Penetapan Unit Kepatuhan Internal
Tréwulan [l :
1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwafan iV :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data; Hasil Verifikasi Inspeklorat
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

—-

Presentase Nifal Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DK] Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan
diwmumkan kepada masyarakal diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan
evaluasi Kineda Kevangan Daerah.”

Drefinfsi Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan
untuk menghasilkan informasi Kinerfa mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan
kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian kelurarannya yang diukur dalam 1{ (satu) Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementas! dilakukan dengan mengukur variabel sebagal
berikut
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisast indikator Keluaran (Qutput) Keglatan dengan target
indikator Keluaran (Ouiput) Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP

2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id

3. Efisiensi keluaran keglatar/subkegiatan:
- dilakukémn dengan membandingkan $elisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran
sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan Jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan
capaian Keluaran (Oulput) Program atau capaian Keluaran (Cutput) Kegiatan,
——~Pengeluaran.sebenamya merupakan jumiah.anggaran yang.terealisasi untuk-menghasilkan capaian

N/A

/A

N/A

oM

Persen

Keluaran (Output) Program atau capatan Keluaran (Qutput} Kegiatan.
Sumber Data :
a. data capaian Keluaran {Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APED.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasl anggaran dengan rencana penarikan dana
setiap bulan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabe! Aspek Implementasi sebagal berikut:
Bp=9,7%
BK = 18,2%
Bekk = 43,5%
BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :
= 60 = Rendah

> 60 5.d 70 = cukup

> 70 5.d 90 = Baik
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA i
o ¥/
PERJANJIAN KINERJA ] 1
TAHUN 2023 |nd
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: :
Nama :WAHYU HARYADI JA
Jabatan : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Daerah Khusus B
lbukota Jakarta s
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA hi
Nama  :JOKO AGUS SETYONO oot
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta i
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesuai )
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi, . \
Jakarta, 2023
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, ,
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda ¥
Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, W
JOKO AGUS SETYONO WAHYU YADI sk
NIP 186812111996031004 NIP 196701151993031005
» ..-; . :. tg:ﬂ#l‘*ﬁl : .-._:_. : = -!.rl-:.{l-_\.\‘ I.|I ‘_-.\:;:I'!‘.-:\ -_..-.- .I?.\, .I.rl._- 3 -':_: -: ,:}'b,;_;]- m .. a '\-_‘q: =I|:..-
P S T O (1 e T Dl i Wi o "r.‘?g“"‘a.“ e



Nama

NIP
Jabatan
UnitKerja

: Wahyu Haryadi

: 196701151993031005

+ Kepala Biro

: Biro Kesejahteraan Sosial

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

NO

Sasaran

N

o

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triwulan

[

\i

Tahunan

Keterangan

SASARAN STRATEGIS

1

Peningkatan Dukungan
Teknis, Administras], dan
Analisis Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah

-

Nilai Komponen
Pengukuran dan
Pelaporan pada Evaluas
AKIP

e-SAKIP

DASAR HUKUM:
Pemenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DEFINISI:

Komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalah Komponen pembentuk Nitai AKIP Provinsi DK! Jakarta pada
Tahun bersangkutan.

A. Komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30 %, terdiri darl variabel :

1. Sub Kompenen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah difakukan dengan bobot maksimal 6

2. Sub Komponen Kualltas berupa Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerfa secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9

3. Sub Kempenen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja teleh difadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta

N/A

N/A

NiA

365

369

Nilai

penyesuaianstrategi dalam mencapal kinerjayangefektif daréfisien dengan biobot maksimal 15

B. Kompanen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :

1. Sub Komponen Keberadaan berupa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal 3

2, Sub Komponen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapalan
Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinefja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan bobot maksimal 4,5

3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuafan strategikebijakan
dalam mencapai kinefja berikutnya dengan bobot maksimal 7,5

METODE PENGUKURAN:
Berdasarkan kompanen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun
bersangkutan

Percepatan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Pembangunan

—

Skor EKPPD

e-SAKIP

DASAR HUKUM:

1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Permendagri 18 Tahun 2020

3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

DEFINISI:

Skoryang dikeluarkan oleh Kemendagni atas Hasl Evaluasi terhadap Laparan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kineda
Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan
Mendagri tenfang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Dengan kategori
penilalan (Permendagri No 18 Tahun 2020, DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020);

1. Skor 1,00 5.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

2. Skor 1.81 s.d. 2.60 - status kinerja rendah

3. Skor 261 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

4, Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi

§. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggii

Sedangkan pemeringkatan adalah pengututan skor seluruh provinsi se Indonesta

N/A

NiA

NA

4.047

4.047

Nitai




METODE PENGUKURAN:

Menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama
dilaksanakan cleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasional mefakukan
penentuan peringkat kinerja pemerintahan daerah dengan:

a. mengonversi nitai setiap capaian kinerja menjadi skor. Sefanjutnya dengan metode proporsi aktual, nffai yang dipercleh daerzh
diurutkan tergantung pada posisi apa yang dianggap "terbaik”.

Jika nital terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nifai terkecil diberikan nilal terbalk 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah
lainnya, maka nilai daerah terkecil menjadi pembilang kemudfan dikali 100%. Persentase yang diperofeh dikalikan dengan skala teringgl
yaitu 5.

b. Perhitungan capaian kinerja makro (CKM) : mengalikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator, Total hasil
perkalian dikalikan dengan bobot Indikator kinerja makro

c. Penghitungan perubahan capaian kinerja makro (PKM): nifai perubahan kinerja setiap indikator makro dikonversi ke dafam skor kinerja
berdasarkan skala kinerja. Nifal perzbahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikater, total hasil perkalian dikalikan dengan bobot
indlkator capalan kinefja makro.

d. Penghitingan capaian kinefja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan (CKUP)

Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25

SUMBER DATA:
Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri

Berkembangnya Kapasitas,

Persentase penyelesatan

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan larget penyelesafan rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD

NA

100

NA

100

100

Persen

Profesionalitas, dan Iklim
Kerja Aparatur

rencana aksiKSD
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Peningkatan
Profesionalitas SDM
Pemprov DK| Jakarta

Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKl Jakarta

Berkurangnya Ketimpangan
Serta Tefjaminnya
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar dan Perfindungan
Sosial

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD
Penghomnatan,
Pelindungan, Dan
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabllitas

e-Monev KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan,
Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabllitas

N/A

100

100

100

100

Persen

Persentase penyelesaian
rencana aksi KSD
Penanggulangan
Kemiskinan Sub KSD
Percepatan
Penangguiangan
Kemiskinan

e-Money KSD

Realisasi penyelesaian dibandingkan tanget penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan
Penanggulangan Kerniskinan

NIA

100

100

100

100

Persen




5  |Meningkatnya Kualitas dan Persentase penyelesaian | e-Monev KSD |Reallsasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD NA 100 100 100 100 Persen
Harapan Hidup Melalul rencana aksi KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang lerintegrasi
Perbalkan Kesehatan Peningkatan kualitas
Perkotaan pendidikan dan
kesehatan Sub KSD
Penyediaan akses dan
kualitas layanan
kesehatan bagi
masyarakat yang
terintegrasi
Persentase penyelesaian | e-Monev KSD |Realisasi penyelesatan dibandingkan target penyelesatan rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting NA 100 100 100 100 Persen
rencana aksi KSD
Penurunan Stunting Sub
KSD Percepatan
penurunan stunting
6 |Tercapainya Perbaikan Persenlase penyelesaian | e-Monev KSD [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP)
Kinerja Pemerintah Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Profesional Sub KSD
Perwujlidan Akimtabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP)
SASARAN KHUSUS
7 |Terwujudnya Opini laporan Keuangan eKinerja  |Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan Ri mengenai tingkat kewajaran informast yang disajikan dalam laporan keuangan NA (3) WTP NfA NA 3y WTP Predikat
penyelenggaraan daerah pemprov DKI Jakarta sesual dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemal, kepatuhan
pemerintahan yang taktis terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%)},
dan adaptif TMP=0(25%}))
8  |Meningkatnya Pemanfaatan Persentase Pemanfaatan e-Kinerja  |Formula Pengukuran : . 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
E-Purchasing dalam E-Crder Jumiah transakst di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan fapangan (dikecualikan
Pengadaan Barang dan untuk galen, kopi, teh, gula, dst)
Jasa
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
9  |Terimplementasinya Persentase implementasi e-Kinerja  |a) Persentase tersusunnya strategl komunikasl program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
rencana strategis rencana strategi b) Persentase tersusunnya edltorial plan sesuzi strategi komunikasi.
komunikasi pubfik untuk komunikasi publik ¢) Persentase tersusunnya mater! mitigasl krisis dan bahan kemunikasi pada saat keisis dalam kurun wakty <6 jam.
program-program umum program unggulan atau d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa alau media sosial atau aktivasi
dan unggulan Perangkat program umum serta luar ruang.
Daerah respon perangkat daerah
pada saat krisis Penghitungan;
komunikasi program. a) Bobot 20%: PD menyusun materl strategi komunikasi program unggulan atau program umum per friwutan.
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikast per triwulan,
¢} Bobot 30%: PD menyusun mater! mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saal krisig (draft press release dan data
pendukung) datam kurun waktu <6 jam.
d) Bobel 30%: PD mempublikastkan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media interna! atau
media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan,
10 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP e-Kinerja  |Nilai/Predikat dipercleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat {nilat: 82) NIA NfA NA A A Predikat
pemerintahan yang Perangkat Daerah Tahun (82) (82)
transparan dan akuntabel 2023




"

Meningkatnya Pengelofaan
Arsip pada Perangkat
Daerah

g

Persentase Arsip Aktif
dalam Daftar Arsip Akif

e-Kinefja

Definisl ; Terselesaikanya Pembuatan Daftar Betkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit
Kearsipan (UK).

Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon I

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon lIl/Setara,

Unil Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan
dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengolah : Bire/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyal tugas dan tanggung jawab dalam penye!enggaraan' kearsipan.
Unit Kearsipan {UK) Tingkat |l sebagal berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisl Pamong Praja,Walkota/Bupat, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi,
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} Il di bagi jumiah unit Pengelola (UP} pada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD (UK) dilaparkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan

N/A

100%

100%

100%

100%

Persentase

Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, sefanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke
Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.
- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Wakiu Peniaian:

TWI :NA

TWII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.
TWIII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli 5.d Desember.
TWW :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Ist Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.
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Terwujudkannya lata kelola
SDI yang baik melalui
pemenuhan daftar data
daerah

Persentase progress
pengumputlan data
sesuai daftar data dan
batas wakfu
pengumpulan yang
ditetapkan dergan
Keputusan Gubemur

e-Kinetja

Definisl :

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.,
Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan,

Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubesnur tentang Daftar Data Daerah

Dasar Hukum :
Keputusan Gubemur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2023

Formula Pengukuran ;
[(Jumiah data terkumpu! ke walidata) / (Jumiah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari Jadwal rilis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase
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Peningkatan penggunaan
produk datam negeri

—_

Persentase realisasi
belanja barangfjasa
bersertifikat TKDN,
produk dalam negeri,
danfatau produk usaha
mikro kecil dan koperasi
dari hasil produksi dalam
negeri

Definisl :

1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh
perusahaan yang berinvestasi dan berproduks! di Indonesia ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk datam
negeri (self declare)

2. Sertifikat TKDN adalah sertifiat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan datam negeri pada
barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran :
Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja madal (kecualt tanah) bersertifikat TKDN danfatau produk dalam negeri, diutamakan
produk dani usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi befanja (SPJ) barangfjasa dan belanja modal (kecuali tanah).

Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Infermasi Perserintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomar 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Indushi

2. Inpres Nemor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintzh

NIA

N/A

N/A

80%

80%

Presentase

Terimplementasinya
Pengembangan
Kompetensi ASN
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

=

Persentase implementasi-|

Pengembangan
Kompetensi ASN
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi
bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 {dua puluh} jam pelajaran dalam 1 {satu) tahun.

DEFINISI:

Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melatul
Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id

Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DK! Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dast Selurch
SKPD Pemerintah Provinsi DK Jakarla,

Formulz Pengukuran :
[{Jumiah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumfah data yang wajib terkumpu! sesuai batas wakiu pengumpulan pada Minggu
pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSOM

NA—

EIES

—NA—

[ 100% |

— 100% |

[~ Perseitase |
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Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

DASAR HUKUM :
1. Peraturan Gubemur Provinsi DK| Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan,

DEFINISI :
Terselesalkanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKIPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mefalui hitps:/km-

bpsdm jekarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu
pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Navember Triwutan 4).

SUMBER DATA:
httpsikm-bpsdm jakarta.go.id

NiA

N/A

50%

50%

100%

Persentase
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Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen
Rislko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DK Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Definisi Operasicnal:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risika, Unit Kepatuhan Intemnal dan
penyelenggaraan Proses Manajemen Ristko melalut Sistem mformasi Pengelclaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik
Risiko {UPR) yang terdir dari;

a) Pemilik Risiko;

b) Koordinator Ristko; dan

c) Manajer Risiko.

2. Unit Kepatuhan Intemal dilaksanakan oleh salah safu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon
JKoordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat datam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah yang difakukan melalui 5 (lima) tahapan:

) Komunikasi dan konsultasi;

b} Penetapan kontaks;

¢) Penflaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

NA

40%

80%

100%

100%

Persentase

d) Penanganan Risiko;dan
) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta

Ristko, dan Fermulir penanganan Risiko,

Formula Pengukuran :
[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) f (Seturuh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada
Triwulan 4)] x 100%

Qutput Sasaran:

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokurmen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Fomulir penanganan Risko.

Metode Pengukuran :
Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang tefah diverifikasi oleh Inspektorat -
Triwulan 11 :
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan Il :
1. Dokumen Fonmulir Penetapan konteks Manajemen Risike;
2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwulan IV
1. Dokumen Formulir penanganan Risko

Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-Kinerja

=3 Efisiensi Kelilaran kegiatan/subkegiatan?

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengetolaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DK Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat
diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Definis] Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1. Kinerfa Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pefaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evatuasi Kinerja Anggaran yang ditakukan untuk menghasilkan informasi
Kinefja mengenal penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur
dalam 1 {satu) Tahun Anggaran,

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut -
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegialan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan targe! indikator Keluaran {Qutput)
Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP

2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD{ proyeksiapbd jakarta.go.id

NiA

N/A

NiA

71%

7%

Persen

- dilakukan dengan membandingkan sefisth antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Cutput)

Program atau capatan Keluaran (Oulput) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenarnya menypakan jumfah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau
capalan Keluaran {Output) Keglatan,
Sumber Data :
a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
¢. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4. Konsistensi Penyerzpan Anggaran terhadap Perencanaan:
- ditakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana sefiap butan,
Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebageai berikut:
Bp=97%

BK =18,2%

Bckk = 43,5%

BE=28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bcekk : Babot capatan keluaran

BE ; Bobot efisiensi

Pembobotan Nifai Kinesja atas Aspek Implementast yang dihasilkan :
< 60 =Rendah

> 60 5.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Baik
» 90 s.d 100 = Sangat Baik
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Widyastuti
NIP : 196406291989122001
Jabatan : Plt. Kepala Biro
Unit Kerja : Biro Pendldikan dan Mental Spiritual
Triwulan
NO Sasaran NO Indlkator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kiner]a I T N Tahunan | Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 |Peningkatan Dukungan 1 |Nilai Kompenen Pengukuran dan e-SAKIP  |DASAR HUKUM: NIA N/A NIA 369 369 Nilai
Teknis, Administrasi, dan Pelaparan pada Evaluasi AKIP Permenpan Nomer 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Analisis Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah DEFINIS!:
Komponen Pengukuran Kinetja dan Pelaporan Kinerja yang dimaksud adalzh Kemponen pembentuk Nifal AKIP Provinsi DKI Jakarta pada Tahun
bersangkutan.
A. Komponen Pengukuran Kinerfa dengan bobot sebesar 30 %, terdiri dari variabel :
1. Sub Kemponen Keberadaan berupa Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan bobot maksimal 6
2. Sub Komponen Kualitas benupa Pengukuran Kinerja tetah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efekdif dan Efisien dan telah dilzkukan
secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot maksimal 9
3. Sub Komponen Pemanfaatan berupa Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, sesta penyesualan strategi
dalam mencapai kinerja yang efektif dan efislen dengan bobot maksimal 15
B. Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15 %, terdiri dari variabel :
17 Sib Komiporien Keberadaan'beripa Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan bobot maksimal-3
2. Sub Kompenen Kualitas berupa Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapatan Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya dengan bobot maksimal 4,5
3. Sub Kompaonen Pemanfaatan berupa Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategikebijakan dalam mencapai
kinerja berikutnya dengan bobot meksimal 7,5
METODE PENGUKURAN:
Berdasarkan kemponen yang dinilai yaitu Pengukuran Kinerja (30%) dan Pelaporan Kinerja (15%) pada AKIP Provinst DKI Jakarta Tahun bersangkutan
SUMBER DATA:
Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementrian PAN-RB
2 |Percepatan, Pengendalian, | 1 |Skor EKPPD a-5AKIP  [DASAR HUKUM: N/A N/A N/A 4,047 4,047 Skor

dan Evaluasi Pefaksanaan
Kebijakan Pembangunan

1. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Perrendagri 18 Tahun 2020
3. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

DEFINISI:

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasll Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Unesan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Pengtapan
Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh secara nasional. Dengan kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020,
DIUNDANGKAN TANGGAL 27 MARET 2020):

1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah

2. Skor 1.81 s.d. 2.60 ; status kinerja rendah

3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang

4, Skor 3.41 s.d. 4.20 ; status kinerja tinggi

5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggil

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan sker selursh provinsi se Indonesia

METODE PENGUKURAN:

Menggunakan LPPD yang disampatkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupatenvkota sebagai sumber informasi utama dilaksanakan oleh Tim
Nasional yang dibentuk oleh Menteri dan ditelapkan dengan Keputusan Menteri. Tim Nasfonal mefakukan penentuan peringkat kinerja pemerintahan
daerah dengan;




a. mengonversi rilai setiap capalen kinerja menjadi skor, Selanjutnya dengan metode proporsi aktual, nilai yang diperoleh daerah diurutkan tergantung pada
posisi apa yang dianggap "terbaik”,

Jika nifai terkecil yang terbaik, maka daerah dengan nilai terkecil diberikan nilai terbaik 100%. Sedangkan untuk menghitung daerah lainnya, maka nilai
daerah terkecil menjadi pembilang kemudian dikall 100%. Persentase yang diperoleh dikalikan dengan skala tertinggi yaitu 5.

b. Perhitungan capaian kinerja makro {CKM) : mengaiikan nilai capaian indikator dengan bobot masing - masing indikator. Total hasil perkalian dikalikan
dengan bebot indikator kinerja makro

c. Penghitungan perubahan capatan kinerja makro (PKM): nilai perubahan kinerja setiap indikater makro dikonversi ke dalam skor kinerja berdasarkan skala
kinefja. Nilal perubahan dikalikan dengan bobot masing - masing indikator. total hasil perkalian dikalikan dengan bobot indikator capaian kinerja makro.

d. Penghitungan capaian kinerja urusan pemertintzhan dan penunjang urusan pemerintzhan (CKUP)

Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) = [CKM + CKUP] x 0,75 + [PKM] x 0,25

Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas
Kinesja Instansi Pemerintzh (AKIP)

SUMBER DATA:
Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri

Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesaian rencana  |e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan NA 100 N/A 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Ikliim aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Profesionalitas SOM Pemprov DKI Jakarta
Kerja Aparatur Pemerintahan yang Profesional

Sub KSD Peningkatan

Profesionalites SDM Pemprov DKI

Jakarta
Berkurangnya Ketimpangan Persentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD |Realisasi penyelesalan dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Petindungan, Dan NA N/A 100 100 100 Persen
Serta Terfaminnya aksi KSD Penanggulangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Pemenuhan Kebutuhan Kemiskinan Sub KSD
Dasar dan Perindungan Penghormatan, Pelindungan, Dan
Sosial Pementhan Hak Penyandang

Disablitas

Persentase penyefesaian rencana | e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NA A N/A 100 100 Persen

aksi KSD Penanggulangan

Kemiskinan Sub KSD Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya Kualitas dan Parsentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan N/A 100 100 100 100 Persen
Harapan Hidup Melalui aksi KSD Peningkatan kualitas kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi
Perbaikan Kesehatan pendidikan dan kesehatan Sub
Perkolaan KSD Penyediaan akses dan

kualitas layanan kesehatan bagi

masyarakat yang terintegrasi
Meratanya Kesempatan Persentase penyelesaian rencana  |e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan N/A 100 100 100 160 Persen
Pendidikan Untuk Semua aksi KSD Peningkatan kualitas kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan
Disertai Edukasi pendidikan dan kesehatan Sub
Pembelajaran Sepanjang KSD Peningkatan akses dan
Hayat kualitas pendidikan di semua

jenjang satuan pendidikan
Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian rencana | e-Monev KSD |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsitektur aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kinerja Pemerinizh Pemerintahan yang Profesional




SASARAN KHUSUS

8 |Terselesaikannya dan Jumizh organisasi kemasyarakatan | e-Kinefja  |Jumlah laporan pelaksanaan penyaluran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan/keagamaan dan tempat ibadah 1 1 1 1 4 Dokumen
terpublkasikannya /keagamaan dan tempat ibadah
penyaluran belanja hibah penerima belanja hibah .
kepada organisasl
kemasyarakatan/
keagamaan dan tempat
ihadah di Provinsi DKI
leknrt.
9 |Terwujudtya Qpini laparan Keuangan e-Kinerja |Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI NA | (QYWTP | N/A NIA (3 WTP Predikat
penyelenggaraan Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian intemal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan
pemerintahan yang taktis pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1{50%), TMP=0(25%))
dan adaptif
10 |Meningkatnya Pemanfaatan Persentase Pemanfaatan E-Order e-Kinerfa |Formula Pengukuran : 100% | 100% | 100% 100% 100% | Persentase
E-Purchasing dalam Jumiah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan {dikecualikan untuk galon, kopi,
Pengadaan Barang dan Jasa teh, gula, dst)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
11 |Terimplementasinya rencana Persentase implementasi rencana eKinerfa  [a) Persentase tersusunaya strategl komunikas! program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, 100% | 100% | 100% | 100% 100% | Persentase
strategis kemunikas! publik strategi komunikasi publik program b} Persentase tersusunnya editorial plan sesual strategi komunikasi.
untuk program-program unggulan atau program umum c} Persentase tersusunnya materi mitigas! krisis dan bahan komunikas! pada saat krisls dalam kurun waktu <6 Jam.
umum dan unggulan serta respan perangkat daerah d) Persentase terpubllkasikannya mater] kemunikasi metalui media intemal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
Perangkat Daerah pada saat krisis komunikasi
program. Penghitungan:
a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umurm per tiwutan.
b) Bebot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strateqi komunikasi per triwufan,
c) Bobat 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis {draft press release dan data pendukung) dalam
kurun waktu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau
media sosial atau aktivasi luar ruang per iwutan,
12 |Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP Perangkat Daerah | e-Kinerja  |Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nitai: 82) N/A NA NIA A A Predikat
pemerintahan yang Tahun 2023 {82) 82)
transparan gan akuntabel
Provinsi DKI Jakarta
13 |Meningkatnya Pengelataan Persentase Arsip Aktif dalam e-Kinerja  |Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar |si Berkas pada semua Unit Pengalah {UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK. NIA 100% | 100% | 100% 100% | Persentase
Arsip pada Perangkat Daerah Daftar Arsip Aktif Pengelahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon 11,

Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Esselon IfSetara,

Unit Pengotah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai bigas dan tanggungjawab mengelah semua arsip yang berkaitan dengan kegiaten
penciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Sefuruh UPT)

Unit Kearsipan adafah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tangguing jawab dalam penyelenggaraan kearsipan,
Unit Kearsipan (UK) Tingkat !l sebagal betikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamang Praja,Walkota/Bupatl, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomor 26 Tzhun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi,
2. Peraluran Kepafa ANRI Nomer 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelclaan Arsip Dinamis




Pengukuran:

Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) It di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Crganisasi

Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%

- Laporan PD {UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesual dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakazan dan Kearsipan Provinsi DKI
Jakarta.

- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten
Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DK! Jakarta.'

- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.

Waktu Penilaian:
TWI :NA
TWI :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 perfode Januari s.d. Juni.

TWIIl :Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli 5.d Desember.
TWIV :Pemboatan Dafar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.

14 |Terwujudkannya tata kefola | 1 |Persentase progress pengumpulan | e-Kinerja  |Definisi: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase
SOl yang baik melalui data sesuai daftar data dan batas Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
pemenuhan daftar data walktu pengumpulan yang Dafa dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesvai dengan jadwal yang ditentukan.
daerah ditetapkan dengan Keputusan Dafiar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubemur tentang Daftar Data Daerah
Gubermur
Dasar Hukum :
Keputusan Gubetnur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2023
Formula Pengukuran :
[(Jumlah data terkumput ke walidata) / (Jumfah data yang waijib terkumpul sesual batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%
Batas waktu pengumpulan adalah tanggal § bulan berikuinya dari jadwal riis
Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)
15 |Peningkatan penggunaan 1 |Persentase realisasi belanja e-Kinefa  |Definisi : N/A N/A N/A 80% 80% Presentase
produk dalam negeri barang/jasa bersertifikat TKON, 1. Produk Dalam Negeri adalzh barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang
produk dalam negeri, dan/atau berinvestasi dan berproduksi di Indonesta ditunjukkan dengan pemyataan penyedia telah menggunakan produk datam negeri (self declare)
produk usaha mikro kel dan 2. Sertifikat TKDN adalah sertifka! yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan
koperasi dari hasil produksi dalam gabungan harang dan jasa. .
negeri
Formula Pengukuran :
Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN danfatau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha
mikro kecil dan koperas] dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).
Sumber Data :
1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pererintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikre, Usaha Kecil, dan Koperasi
Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanazan Pengadaan Bzarang/Jasa Pemerintzh
16 [Terimplementasinya 1 |Persentase Implementasi eKinerja |DASAR HUKUM : NIA NIA N/A 100% 100% Persentase
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi ASN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat {4) Pengembangan kompetensi bagl setiap PNS
ASN Pemerintah Provinsl Pemerintah Provinsi DK| Jakarta sehagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran datam 1 (satu) tahun.
DKI Jakarta 20 Jam 20 Jam Pelajaran pertahun
Pelajaran pertahun DEFINISI :

Terselesakanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintzh Provinsi DKI Jakarta mefatui Simdiklat
BPSDM.Jakarta go.id

Realisasi Target berupa Lapovan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah
Provinsi DK| Jakarta,




Formula Pengukuran :
[(Jumlzh data yang terkumpul ke walldata Simdikiat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada Minggu perlama tanggal 5
Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSDM

7

Meningkatnya Manajemen
Pengetahuan

Persentase penyelesaian tahapan
manajemen pengetahuan

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
1. Peraturan Gubermur Provinsi DK Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.

DEFINIS! :
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DK Jakarta melalui hitps:/ikm-
bpsdm.jakarta.go.id

METODE PENGUKURAN :
Reatisasi Target berupa 4 laporan baik besbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5
Bufan September Triwutan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Novemnber Triwulan 4).

SUMBER DATA:
hitps:/km-bpsdm jakarta.go.id

N/A

N/A

50%

50%

100%

Persentase

18

Implementasi Penerapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1, Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Keputusan Guberaur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provins! DK) Jakaria

Definlsi Operasional:
Penerapan Manajemen Risiko divaujudkan rmelalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Intemal dan penyelenggaraan Proses
Manajemen Risiko.melalul Sistem Infermasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisal).

N/A

40%

80%

100%

100%

Persentasa

1. Struktur Manzjemen Risiko ingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR}
yang terdiri dari;

a) Peniilik Risiko;

b) Koardinator Risiko; dan

¢) Manajer Risiko,

2. Unit Kepatuhan Internal ditaksanakan oleh salah satu unit kesja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang
ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
dilakukan melalui § (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penetapan konteks;

¢) Penilzian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

¢) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan datam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta

Ristko, dan Formulir penanganan Risiko.

Formula Pengukuran ;
[(Jurniah dekumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) 7 {Selursh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwutan 4)] x 100%

Output Sasaran ;

1. Dokumen Keputusan Kepa'a Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);
2, Dokumen Keputusan Kepata Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dekumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.




Metode Pengukuran ;
Tersajinya dokumen-dokumen [mplementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triwulan |l ;

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);

2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penstapan Unit Kepatuhan Internal
Triwulan Il :

1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko
Triwutan (v :
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data: Hasll Verifikasl Inspektorat

19 |Tercapainya Target Kinesja Presentase Nilal Kinerfa Anggaran | e-Kinerfja  [Dasar Hukum : NA N/A NA % 1% Persen
Anggaran atas Aspek atas aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelo’aan Keuangan Daerah
Implementasi

Pasal 195 : *Pemerintah Provinsi DK Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Dzerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan
untuk membantu Gubemur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."

Definisi Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kineqfa Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenal
penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapalan keluarannya yang diukur dafam 1 (satu) Tahun Anggaran,

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :

1= Pengukuran Gapaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keuaran {Qutput) Kegiatan,
Sumber Data : e- SAKIP

2, Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara reafisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Prayeksi APBD/ proyeksiapbd.Jakarta.go.ld

3. Efistensi keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan unfuk menghasilkan capaian Kelwaran (Output) Program

alau capaian Keluaran (Output) Keglatan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian
Keluaran (Output) Kegiatan.
Sumber Data:
a. data capafan Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data prayeksi APBD; dan
c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.

4. Kensistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- ditakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.
Sumber Data ; proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=9,7%

BK = 18,2%

Bekk =43,5%

BE =28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi
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